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RINGKASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; Zumrotul
Mu’minin; 130910201006; 2018; 174 Halaman; Program Studi I[lmu Administrasi
Negara Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Perumahan Rakyat dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang perumahan
memberikan program bantuan ini kepada Kabupaten Jember tahun 2014. Peneliti
mengambil studi kasus tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya dengan lokus penelitian di Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Panduman dilakukan dengan menggunakan konsep efektifitas
implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho ada lima tepat, yaitu tepat
kebijakan, tepat pelaksana, tepat terget, tepat lingkungan dan tepat proses.
Kemudian faktor yang berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan
menggunakan model implementasi yang dikemukakan George Edward Il yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian
untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari empat proses yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi
yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa
pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman
sudah tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan program. Dikatakan tepat
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karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu permasalahan
masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. Kedua, tepat
pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah melakukan tugasnya
sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun perlu ditingkatkan
lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara merata. Ketiga, tepat
target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan
kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif ditujukan untuk
membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah tersebut jumlah
angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat proses sudah
efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu
mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.

Hasil penelitian juga menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi pada
efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa
Panduman menggunakan model implementasi George Edward Il yakni faktor
komunikasi telah berjalan efektif dan sosialisasi dapat langsung diterima oleh
pelaksana kegiatan dan target group, dengan adanya sistem koordinasi yang baik
antara kabupaten dan desa. Sumber daya dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan
yakni tenaga pendamping masyarakat masih kurang memadai, namun sampai
tahap akhir pelaksanaan bantuan berjalan dengan lancar. Disposisi Yyaitu
menyangkut komitmen pelaksana kegiatan yakni TPM dan anggota LPM dalam
mengarahkan kelompok penerima bantuan berjalan efektif. Sedangkan untuk
Struktur Birokrasi, sudah ada SOP mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat no. 6 tahun 2013, implementor sudah cukup melakukan tugas dan
tanggungjawabnya (fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran. Pertama,
pelaksana tingkat desa perlu meningkatkan koordinasi antar masyarakat
berpenghasilan rendah supaya informasi dapat tersampaikan secara merata.
Kedua, perlu menambahkan jumlah staf tenaga pendamping masyarakat sehingga
dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Terakhir perlu meningkatkan
pengawasan dan pemantauan oleh penanggungjawab kegiatan agar tidak terjadi
penyelewengan bantuan oleh pihak ketiga.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal
untuk bertahan hidup dan berlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka
waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan
sebagai tempat untuk berlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya.
Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak
terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan
ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi
kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu,
karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat,
sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak
huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan
perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya
pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan
memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai
upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup
agar lebih baik.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah
satu program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang lahir berdasarkan
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Pada pasal 54
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2)
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) kemudahan dan/atau bantuan

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
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sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) subsidi perolehan rumah; b)
stimulan rumah swadaya; c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Menindaklanjuti  berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya
Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa
bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima
bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan
daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh
rumah yang layak huni. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang
tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan
bangunan. Maksud kegiatan BSPS adalah untuk meningkatkan prakarsa
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan
kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas sehingga menjadikan
perumahan yang sehat, aman, serasi,dan teratur serta berkelanjutan.

Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni
penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana
membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki
tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumabh,
memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, dan memiliki tabungan
uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. Lingkup bantuan stimulan ini
adalah.

1. Pembangunan Baru / Perbaikan Total
Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total ditujukan
kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah penerima bantuan yang memiliki
2
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tanah tetapi belum memiliki rumah, dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan
rumah layak huni di atas tanah matang.
2. Peningkatan Kualitas

Pelaksananan kegiatan peningkatan kualitas ditujukan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah dikhususkan untuk penerima bantuan yang sudah memiliki
rumah akan tetapi rumah yang ditempati kurang layak huni, dalam rangka
kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk
meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

3. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Pembangunan PSU dibedakan menjadi 2 yaitu yang melekat pada rumah
swadaya dan/ atau PSU yang melayani komunitas penerima bantuan. Utilitas yang
melekat pada rumah swadaya adalah penyambungan daya listrik, penyambungan
air bersih, dan/ atau kamar mandi/WC. Sedangkan PSU yang melayani komunitas
penerima bantuan yakni sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan
setapak, saluran air hujan (drainage), penerangan jalan umum, sumber dan
jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan,
jaringan listrik, dan/ atau sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai

warga.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah ada sejak tahun
2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP),
dimana program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006,
dalam wupaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat
berpenghasilan rendah untuk menempati rumah dan lingkungan yang layak huni
dan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam
memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan
rumah dan lingkungan yang layak huni, pelaksanaan program tersebut melibatkan
lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank (LKM/LKNB) dalam
penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan program tersebut sehingga

penyaluran dananya masih bersifat bergulir. Kemudian pada tahun 2011, program
3
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ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih
dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tetapi
untuk tahun 2015, program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat dari penggabungan Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

(Sumber https://www.merdeka.com/uang/menpera-alokasi-rp21-m-untuk-subsidi-rumah-
swadaya-hrhedrk.html/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).

Kementerian Perumahan Rakyat merupakan instansi yang bertugas
membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di
bidang perumahan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah
di Indonesia dapat menempati rumah yang layak dan terjangkau selain
memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menurut
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 diantaranya
1. Program Pembangunan Rumah Susun Sewa

Program Rumah Susun Sederhana ini bertujuan untuk menata kembali
perumahan dan lingkungan (memperindah kota), meningkatkan efisiensi
penggunaan lahan, ruang dan daya tampung kota, serta meningkatkan efisiensi
prasarana, sarana dan utilitas kota. Sasaran program ini adalah untuk
mengentaskan problema kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna
terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi
MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam
suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu. Status
penguasannya sewa dan nantinya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat serta
dibangun dengan dana APBN atau APBD dengan fungsi utamanya sebagai
hunian.

2. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini
bertujuan untuk menata perumahan dan permukiman kumuh dengan

meningkatkan kualitas lingkungannya melalui pendekatan tridaya (keterpaduan
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antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan) sekaligus meningkatkan
nilai pemanfaatan lahan sehingga optimal sesuai dengan potensi lahan. Sasaran
dari program ini adalah terlaksananya penataan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota,
tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan
mewujudkan masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan
melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh serta memeliharanya. Objek penanganan program ini adalah lingkungan
perumahan dan permukiman kumuh bukan perumahan dan permukiman liar
(squatter) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten
dan menghuni lahan yang bukan miliknya.

3. Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Bantuan PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya
perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU
merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Bantuan pembangunan
PSU ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah melalui dukungan penyediaan PSU dalam
rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan
permukiman yang serasi, seimbang dan selaras. Sasaran bantuan PSU vyakni
rumah tapak dan rusun sewa pada perumahan dan kawasan permukiman.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi
Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di tengah-tengah dari
perbatasan sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, bagian utara da Kabupaten
Probolinggo, Situbondo, lalu di bagian selatan ada Kabupaten Bondowoso.
Sehingga kabupaten Jember sering disebut dengan daerah Tapal Kuda atau
Pandhalungan. Kabupaten Jember dalam perjalanannya di pemerintahan Provinsi
Jawa Timur selalu giat dalam melaksanakan usaha pembangunan yang bertujuan
guna menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten
Jember saat ini, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 237.700 kemudian
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meningkat 80.977 menjadi 318.677 RTM. Hal demikian menjadi persoalan serius
yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupten Jember saat ini.
(Sumber:https://regional.kompas.com/read/2012/04/02/23382191/Angka.Kemiskinan.di.J
ember.Bertambah diakses tanggal 14 September 2018).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi jumlah
rumah tangga miskin yang sedang meningkat khususnya pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten
Jember, salah satunya ialah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) pada tahun 2014. Program ini telah dilaksanakan dan
disebarluaskan di berbagai kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten
Jember sebanyak 1.704 unit dan tersebar di 7 kecamatan. Program ini diturunkan
dan diterima melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember. Selanjutnya
instansi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan di tingkat kabupaten
pada waktu itu ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten
Jember yang berfungsi sebagai pihak penghubung antara Kementerian Perumahan
Rakyat dan masyarakat Jember. Kementerian Perumahan Rakyat pada
pelaksanaan program BSPS ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang
pekerjaannya yaitu konsultan perencana, pelaksana dan evaluasi. Kemudian yang
membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, dikarenakan dalam hal ini pihak yang
mengetahui kondisi masyarakatnya secara menyeluruh yang berfungsi sebagai
fasilitator di tingkat desa masing-masing, seperti melakukan kegiatan pendataan
awal, penentuan standart prioritas bangunan rumah yang akan direhabilitasi, dan
mengawasi mutu kelayakan bahan bangunan yang akan digunakan untuk
membangun rumah. Sasaran yang berhak mendapat manfaat program BSPS ialah
setiap keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin (RTM-
RTSM) yang ada di seluruh desa di Kabupaten Jember.

Penulisan penelitian ini mengambil tempat di Desa Panduman. Desa
Panduman merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

yang mendapatkan kuota penerima bantuan paling banyak dari Kementerian
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Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2014. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel
1.1 berikut.
Tabel 1.1 Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan penerima Program
BSPS di Kabupaten Jember tahun 2014

Kecamatan / Desa / Data RTLH Tahun 2014

No. Jumlah RTM Pembangunan Peningkatan Kualitas
Kelurahan Baru (?DB) 9 (PK)
1. Kecamatan Tempurejo 8.775
Desa Sidodadi 50 MBR
Desa Curahnongko 67 MBR
2. Kecamatan Jelbuk 6.376
Desa Panduman 427 MBR
3.  Kecamatan Kalisat 11. 685
Desa Sumber Ketempa 303 MBR
4. Kecamatan Sukorambi 4.620
Desa Karang Pring 235 MBR
Desa Dukuh Mencek 140 MBR
5. Kecamatan Rambipuji 5.594
Desa Kaliwining 86 MBR 123 MBR
6. Kecamatan Ajung 7.545
Desa Pancakarya 145 MBR
7.  Kecamatan Kaliwates 4,189
Desa Tegalbesar 128 MBR
Jumlah 48.784 86 MBR 1.618 MBR

Sumber: BPS Kabupaten Jember tahun 2014 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Jember tahun 2017, data diolah

Berdasarkan data dari perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan
penerima program BSPS di Kabupaten Jember Tahun 2014, dapat diketahui
bahwa total jumlah penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya
yang sudah diverifikasi di Kabupaten Jember sebanyak 1.704 MBR, sedangkan
jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jember sebanyak 48.784 KK. Hal ini
menandakan kuota penetapan penerima bantuan hanya 4 % dari jumlah rumah
tangga miskin di 7 kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga masih banyak
rumah tidak layak huni yang belum tersentuh program. Terlepas demikian,
Kecamatan Jelbuk menempati urutan ke-2 rumah tangga miskin (RTM) sebanyak
6.376 KK dan mendapatkan bantuan terbanyak yakni 427 Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan
Kalisat yang menempati urutan pertama rumah tangga miskin paling banyak
sebesar 11.685 KK, namun hanya mendapat kuota bantuan 303 MBR. Terkait
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dengan hal ini, menurut bapak Hendro selaku pihak penanggungjawab kegiatan
(BAPEMAS) menuturkan bahwa pihak dari kabupaten sudah berupaya
mengirimkan data MBR kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan
mengenai ketetapan lokasi dan penerima bantuan tergantung pada keputusan dari

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perumahan Rakyat.

Kecamatan Jelbuk mendapatkan bantuan paling banyak yakni 427 MBR,
dan desa yang terpilih mendapat bantuan di Kecamatan Jelbuk adalah Desa
Panduman karena termasuk dalam desa dengan tingkat rumah tangga miskin
cukup tinggi di Kecamatan Jelbuk. Seperti terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah rumah tangga dan penduduk miskin Kecamatan Jelbuk

menurut desa

o Jumlah 0 Jumlah S 0
No. Desa Rumah RTM % Penduduk Pengju@uk %
Tangga Miskin
1. Panduman 2.009 1.285 63,9 6.077 3.760 61,8
2. Jelbuk 2.571 905 35,2 7.706 3.058 39,6
3. Sukowiryo 2.686 1.938 72,1 8.104 5.530 68,2
4.  Sugerkidul 1.587 1.203 75,8 4.697 3.168 67,4
5. Sukojember 2.497 2.055 80,2 7.881 6.349 80,5
6. Sucopangepok 2.265 1.821 80,3 6.131 5.075 82,7
Jumlah 13.615 9.207 67,6 40.596 26.940 66,3

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk Dalam Angka 2013/2014

Data dari BPS Kabupaten Jember (2013/2014) di atas menunjukan bahwa
Desa Panduman memiliki prosentase jumlah penduduk miskin yang cukup banyak
yaitu 61,8% atau 3.760 jiwa dengan prosentase jumlah rumah tangga miskin
63,9% atau 1.285 KK, meskipun tidak sebanyak di Desa Sucopangepok yang
memiliki prosentase jumlah penduduk miskin 82,7% atau 5.075 jiwa dengan
prosentase jumlah rumah tangga miskin 80,3% atau 1.821 KK. Namun, pada
tahun 2014 kuota bantuan hanya diberikan kepada Desa Panduman saja karena
Desa Panduman ini masuk kedalam wilayah desa sangat miskin, jadi layak
mendapatkan bantuan. Kriteria yang termasuk dalam bantuan stimulan ini adalah
desa yang tergolong miskin, selain itu juga terletak pada keseriusan desa
menyampaikan data sebanyak mungkin kepada Kementerian Perumahan Rakyat

(Kemenpera). Selanjutnya data terkait rumah tidak layak huni yang sudah dikirim

8


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tentu melewati proses seleksi oleh Kemenpera, yang lolos seleksi ditetapkan
dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpera.

Ketika Kemenpera menyampaikan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) kepada kabupaten atau kota, pihak penanggungjawab kegiatan
yang telah ditunjuk (BAPEMAS) langsung menyikapi dengan mengirimkan surat
kepada kecamatan se-kabupaten Jember untuk diteruskan ke seluruh desa di
wilayah kecamatan, kemudian pihak desa menyikapi dengan mengirimkan data
rumah tidak layak huni kepada Kemenpera dengan batas waktu yang telah
ditetapkan. Kemudian setelah diseleksi oleh Kemenpera baru ditetapkan nama-
nama desa yang layak mendapatkan bantuan. Namun, tidak seluruh desa
mengirimkan data tersebut, desa yang telah mengirimkan data juga masih
diseleksi kembali oleh Kemenpera. Sehingga pada tahun tersebut yang
mengajukan proposal penerima bantuan hanya sebagian desa saja di Kecamatan
Jelbuk, dan yang terpilih mendapatkan bantuan ini termasuk bejo-bejoan atau
rejeki desa. (wawancara, 03 Agustus 2017).

Banyaknya rumah tangga miskin di desa dapat dipengaruhi oleh jenis
pekerjaan yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut. Berikut ini banyaknya
rumah tangga menurut desa dan mata pencaharian utama tahun 2013, dapat
dijelaskan dalam tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah penduduk Desa Panduman menurut jenis pekerjaan

tahun 2017

No  Uraian Jumlah
1. Pertanian 3.498
2. Industri Pengolahan 17
3. Konstruksi/Bangunan 545
4, Perdagangan, Rumah Makan 1.254
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 150
6. Perbengkelan 10
7. Dan lain-lain 719

Jumlah 6.043

Sumber: Kantor Desa Panduman Tahun 2017
Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian utama
masyarakat Desa Panduman adalah pertanian sebanyak 3.498. Pertanian dalam hal

ini bisa sebagai buruh tani. Banyak masyarakat desa memilih pekerjaan sebagai
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buruh tani karena letak geografis mereka mendukung untuk proses bercocok
tanam sebagai petani, dan sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit
mencari pekerjaan lain apalagi di jaman serba teknologi saat ini. Dalam
kesehariannya, warga Desa Panduman memiliki upah pendapatan atau hasil kerja
yang sangat minim seperti informasi yang disampaikan oleh bapak Supriyadi
selaku Kaur Ekonomi Bangunan Desa Panduman, bahwa rata-rata pekerjaan
warganya sebagai buruh tani di ladang milik orang lain, kuli bangunan, dan
menjaga hewan ternak milik orang lain. Upah gajinya pas-pasan hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, jadi kurang memperhatikan tempat
tinggal yang kurang sehat dan layak huni (wawancara, 08 Agustus 2017).

Fenomena yang terdapat di Desa Panduman menurut hasil observasi di
lapangan dan wawancara dengan pihak Bapemas, terlihat bahwa masyarakat Desa
Panduman masih banyak yang memiliki kondisi fisik rumah tidak layak huni
seperti dindingnya terbuat dari anyaman bambu (gedhek), lantai masih beralaskan
tanah, dan kayu penyangga atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa
diperbaiki seadanya karena keterbatasan dana. Seperti yang dijelaskan oleh
informan bapak Hendro selaku penanggungjawab kegiatan program BSPS, bahwa
masih banyak rumah warga di Desa Panduman yang tata ruang rumahnya belum
terbagi secara baik, seperti ruang tamu yang sekaligus dijadikan sebagai tempat
tidur, dapur dan kamar mandi menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari
anyaman bambu atau gedhek saja. Dan juga masih banyak rumah masyarakat
yang belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang baik seperti tidak ada WC, jadi kalau
MCK ke sungai, sehingga bisa dikira-kira ya faktor kesehatannya tidak terukur
(wawancara, 2 Agustus 2017).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa selain memiliki kondisi rumah yang
tidak layak huni, masih banyak warga Desa Panduman yang masih belum
memiliki pola hidup yang sehat, masih banyak rumah yang belum memiliki tata
ruang secara baik dan benar, belum memiliki sarana kebersihan yang tertata
dengan baik seperti kamar mandi dan WC.

Sementara itu, menurut penjelasan yang diberikan oleh bapak Sudirman
selaku ketua LPM Desa Panduman, menjelaskan bahwa ada banyak orang-orang
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sepuh yang rumahnya sudah rusak parah gedhek itu dan atap penyangganya pada
lapuk banyak yang bocor juga kalau musim hujan. Terus anaknya sudah menikah
dan rumahnya di daerah lain jadi ndak bisa perbaiki rumahnya itu dek. Paling
cuma yang bocor-bocor itu dibenahi seadanya kan tenaganya juga sudah rentan.
Terus dalam rumahnya warga sini memang ukuran rumah yang kecil, jadi ruang
tamu sekalian dijadikan tempat tidur begitu. Kadang ndak punya kamar mandi
tapi MCK langsung ke sungai (wawancara, 3 Agustus 2017).

Pada kenyataannya di lapangan, terlihat bahwa masih banyak masyarakat
Desa Panduman yang memiliki kondisi fisik rumah yang rusak terutama pada
atap, lantai dan dinding, hal demikian terjadi pada masyarakat yang tergolong
miskin dan berstatus lansia (janda dan duda). Dari hal tersebut terlihat bahwa
masih banyak dari warga Desa Panduman masih belum mempunyai standar rumah
yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu diperlukan bantuan program ataupun
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya untuk menanggulangi
persoalan tersebut. Dalam hal ini salah satunya ialah dengan pemberian program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014. Supaya pemberian program tersebut dapat
memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas
rumah secara swadaya dan dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan
yang sehat dan aman.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) tahun 2014 di Desa Panduman, pada tahap awal program ini ialah
sosialisasi yang terbagi menjadi dua tahap, pertama yaitu sosialisasi tingkat
kabupaten dan yang kedua adalah sosialisasi tingkat desa. Pada tahap awal
sosialisasi tingkat kabupaten ialah tahapan kegiatan yang didalamnya terdapat
penyampaian informasi awal bahwa pada tahun 2014 di Kabupaten Jember
mendapatkan program BSPS, kemudian dari setiap LPM desa diwajibkan untuk
mendata setiap warga yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki
rumah layak huni. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan,
pelaksana program menerima sosialisasi 2 kali, yang pertama bertempat di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jember dan kedua bertempat di
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balai Desa Panduman. Pada tahap awal ini dilakukan penyampaian informasi oleh
pihak Bapemas selaku penanggungjawab kegiatan kepada kepala desa masing-
masing di Kabupaten Jember supaya mengusulkan proposal rumah tidak layak
huni kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk diseleksi supaya
mendapat bantuan. Untuk Desa Panduman mengusulkan pengajuan data dalam
bentuk proposal yang didalamnya terdapat data rumah tidak layak huni sebanyak
1000 unit berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak LPM, setelah
diseleksi dan diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat, kuota bantuan
yang mendapatkan realisasi program BSPS sebanyak 427 unit rumah tidak layak
huni yang terbagi pada 8 dusun yaitu Dusun Sumber Tengah, Dusun Krajan I,
Dusun Krajan Il, Dusun Siwan Lor, Dusun Lamparan, Dusun Siwan Kidul, Dusun
Bacem dan Dusun Sumber Candik.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan
program bantuan dana tunai yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat
kepada penerima program yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Setelah lolos verifikasi dana bantuan diberikan sebanyak Rp 7.500.000 sampai
dengan maksimal Rp 15.000.000, yang kemudian dari dana tersebut digunakan
untuk pembelian bahan material bangunan yang dibutuhkan oleh MBR yang telah
disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah yang dimilikinya, kemudian
disesuaikan dengan pengajuan perbaikan kondisi rumah sesuai dengan prioritas
program itu sendiri yaitu pada atap, lantai dan dinding.

Tahap selanjutnya ialah pelatihan pembuatan laporan dan rancang bangun
dari setiap warga penerima program, pada tahap ini merupakan tahap untuk
melihat kondisi awal hingga akhir rumah, sesuai dengan standar prioritas program
yaitu atap, lantai dan dinding kepada warga penerima program. Pada tahap ini
petugas pendata dari Kemenpera dibantu LPM desa mendata dan menanyakan
kepada penerima program terkait apa saja yang menjadi kerusakan utama pada
rumah dan kendala dalam perbaikan rumah, kemudian membuat kesepakatan
langsung prioritas perbaikan rumah kepada penerima program, yang nantinya
akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan material yang digunakan untuk
perbaikan rumah. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan,

12


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penerima program telah didata oleh petugas pendata dari Kemenpera dan LPM
desa kemudian untuk pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan dan Daftar
Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang disesuaikan dengan
kebutuhan untuk perbaikan rumah. Dalam pembuatan DRPB2 kelompok
penerima program di Desa Panduman diseragamkan semua sesuai mayoritas
kebutuhan masyarakat supaya menghemat waktu dan efisien dalam pengiriman
bahan bangunan. Namun, banyak dari penerima program yang tidak mengetahui
pembuatan DRPB2 ini dikarenakan dalam pembuatannya hanya melibatkan ketua
kelompok penerima program, jadi mereka hanya terima jadi bantuan berupa
material yang dikirimkan ke rumah masing-masing penerima.

Tahap selanjutnya ialah sosialisasi mekanisme pelaksanaan program BSPS
kepada kelompok penerima bantuan, pada tahap ini didalamnya terdapat
penyampaian isi mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014,
sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari
Kemenpera dibantu oleh konsultan perencana dan pelaksana, serta pihak
Bapemas, perangkat desa, LPM desa dan tenaga pendamping masyarakat yang
dilaksanakan bertempat di aula PB Sudirman dan balai desa Panduman. Adapun
isi sosialisasi ini ialah mengenai penyampaian pedoman pelaksanaan program
BSPS tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan mengenai aspek tata laksana
seperti sistematika pencairan dana bantuan program melalui ATM Bank BRI,
temu warga untuk pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), kerjasama
kemitraan dengan toko bangunan sekitar desa, sistematika pengerjaan secara
swadaya dan gotong royong, sampai dengan batas waktu pengerjaan perbaikan
rehabilitasi rumah, sampai dengan pelaporan akhir program.

Kegiatan temu warga di setiap dusun desa Panduman yang kemudian
selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), adapun
pembagian kelompok berjumlah 7 sampai 11 orang anggota yang didalamnya
terdapat sistem pembagian kerja sebagai ketua, sekretaris dan bendahara
kelompok. Kegiatan temu warga ini dilakukan 2 kali pada saat sosialisasi
pelaksanaan bantuan dan sebelum pencairan dana bantuan. Tahap selanjutnya
kemudian ialah kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar Desa
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Panduman, sebelum kerjasama dilakukan pada tahap ini melakukan sistem lelang
yang diberikan kepada toko bangunan sekitar Desa Panduman, pada tahap ini
setiap perwakilan toko bangunan sekitar desa untuk memberikan pemaparan
mengenai perbandingan harga bangunan dari masing-masing toko bangunan
tersebut, dari perbandingan harga tersebut kemudian diambil harga terendah dari
beberapa toko bangunan yang ada tersebut sesuai dengan kesepakatan, dan
kemudian melakukan kerjasama sebagai pihak penyedia kebutuhan bahan
bangunan pada saat pelaksanaan perbaikan rumah yang akan dilakukan. Untuk
desa Panduman toko bangunan yang disepakati yaitu UD Maju Utama.

Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, penerima program
telah mendapatkan sosialisasi yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai Desa
Panduman. Informasi yang disampaikan mengenai pedoman pelaksanaan program
BSPS tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima program cukup baik,
meskipun terdapat beberapa yang tidak hadir dalam sosialisasi ini, namun
diberitahu oleh penerima program yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan
kegiatan berjalan lancar.

Tahap selanjutnya adalah pencairan dana bantuan. Pada tahap pencairan
dana bantuan melalui ATM Bank BRI ini dilakukan dengan mengecek kembali
data penerima program dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan, yang kemudian
dari data tersebut pihak Bank BRI bekerjasama dengan pihak Kemenpera dibantu
dengan konsultan perencana dan pelaksana agar setiap penerima bantuan
dibuatkan rekening sebagai sarana pencairan dana bantuan program. Menurut
hasil observasi di lapangan, penerima program sudah diinformasikan terkait dana
bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp 7.500.000 yang langsung ditransfer ke
rekening masing-masing penerima bantuan. Pencairan dana bantuan dilakukan 2
tahap, setelah dana bantuan cair, penerima program diajak ke Bank BRI untuk
proses pembuatan rekening dan pencairan dana. Namun, untuk menghindari dana
bantuan digunakan untuk hal-hal lainnya maka dana bantuan tersebut harus
langsung ditransfer ke toko bahan bangunan yang telah disepakati. Jadi penerima
bantuan hanya menerima bahan bangunan material yang dikirim ke masing-
masing rumah mereka. Adapun bahan material yang diberikan ialah pasir, batako,
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semen, kusen jendela dan pintu, beserta daun jendela dan pintu, genteng, dan
bambu untuk atap rumah. Penerima bantuan telah menerima bahan material sesuai
dengan daftar yang telah dikirimkan kepada toko bangunan, dan tentunya dibantu
oleh pihak desa yakni Kasun dan LPM untuk mengawasi mutu kelayakan bahan
bangunan yang dikirim.

Apabila mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS, untuk penyaluran dana
bantuan seharusnya langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan, tetapi
kenyataannya di lapangan penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan
material dan upah untuk tukang sebesar Rp 800.000, sehingga kebanyakan dari
penerima ini tidak mengetahui nominal dari dana bantuan yang diberikan. Hal ini
bisa mengakibatkan adanya pihak ketiga yang ingin melakukan mark up pada
dana bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan.

Tahap selanjutnya ialah mengenai sistematika pengerjaan secara swadaya
dan gotong royong, pada tahap ini terbentuknya kelompok penerima bantuan yang
sudah dilakukan sebelumnya melakukan pengerjaan perbaikan atau rehabilitasi
rumah bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya
kelompok tersebut, bisa saling memanfaatkan tenaga antar anggota kelompok
ataupun bekerjasama pada saat kegiatan memperbaiki rumah dengan sanak
saudara ataupun tetangga. Akan tetapi, karena mayoritas masyarakat penerima
bantuan di Desa Panduman kurang ahli bertukang maka untuk pengerjaan tugas
rehabilitasi perbaikan rumah diborongkan kepada tukang. Waktu pengerjaan
rumah yang diberikan ialah dalam kurun waktu selama 14 hari pengerjaan, dalam
batas kurun waktu tersebut proses perbaikan rumah bisa dilakukan dengan
bantuan kelompok penerima, tetangga, sanak saudara, ataupun dengan tenaga
tukang yang sudah disediakan. Setelah itu ialah kegiatan pendampingan, pada
tahap ini ialah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang sudah ditentukan
oleh Kemenpera melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan kegiatan
bantuan dibantu oleh LPM desa.

Menurut hasil observasi di lapangan, mayoritas penerima bantuan tidak ahli
bertukang sehingga untuk pekerjaan rehabilitas rumah dilakukan oleh tukang.
Tukang yang mengerjakan perbaikan rumah ada 2 orang karena rumah yang
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direhabilitasi berukuran kecil sehingga tidak perlu membutuhkan banyak tukang,
dan tentunya dibantu swadaya oleh pemilik rumah. Tenaga tukang ini dipilih dari
desa Panduman dan ada beberapa yang berasal dari luar desa. Upah yang
digunakan untuk membayar tukang berasal dari dana bantuan yaitu sebesar Rp
1.000.000, namun penerima bantuan hanya mendapatkan Rp 800.000 dan untuk
keperluan makan tukang menggunakan dana pribadi.

Kemudian setelah itu pada tahap akhir program ialah pelaporan, pada tahap
ini pelaksana kegiatan yaitu tenaga pendamping masyarakat diberikan tanggung
jawab untuk menyelesaikan pelaporan dari awal hingga akhir program,
didampingi oleh koordinator dan penanggungjawab kegiatan pada saat
penyususnan draft laporan program yang sudah disediakan pihak Kementerian
Perumahan Rakyat sebelumnya. Menurut hasil observasi di lapangan, Laporan
kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa Panduman dilakukan per minggu sesuai
dengan kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan Bapemas Jember.
Laporan kegiatan ini dibuat oleh tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat
sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai, termasuk penyelesaiaan
masalah yang muncul. Kemudian diserahkan kepada instansi penanggungjawab
kegiatan yakni Badan Pemberdayaan masyarakat Jember, yang nantinya
diserahkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Pelaporan kegiatan ini
ditujukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana kemajuan
pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang
muncul. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS di Desa Panduman
adalah keterlambatan pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber Candik
karena terhambat oleh jalan yang rusak parah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirangkum ke dalam tabel Hasil
observasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di

Desa Panduman sebagai berikut.
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Tabel 1.4 Hasil observasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) di Desa Panduman tahun 2017

Kriteria pelaksanaan program BSPS

No. Hasil observasi di Desa Panduman

menurut pedoman

1 Pada tahap awal sosialialisasi terbagi Pelaksana program menerima sosialisasi 2 Kali,
menjadi dua tahap yaitu sosialisasi tingkat yang pertama bertempat di kantor Bapemas dan
kabupaten dan desa. kedua di balai Desa Panduman.

2 Pelatihan pembuatan laporan dan rancang Penerima program telah didata oleh petugas
bangun dari setiap warga penerima program  pendata dari Kemenpera dan LPM desa untuk
yang dilakukan oleh petugas pendata dari pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan
Kemenpera dibantu LPM desa untuk dan daftar rencana pembelian bahan bangunan,
melihat kondisi rumah disesuaikan dengan namun banyak dari penerima program yang tidak
standar prioritas program. mengetahui pembuatan daftar ini karena hanya

melibatkan ketua kelompok penerima progaram.

3 Sosialisasi mekanisme pelaksanaan program  Penerima program telah mendapatkan sosialisasi
BSPS dan pembentukan kelompok penerima  yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai
bantuan yang dilakukan oleh pihak Pejabat Desa Panduman. Informasi yang disampaikan
Pembuat Komitmen dari Kemenpera mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS
dibantu oleh konsultan perencana dan tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima
pelaksana, serta pihak Bapemas, perangkat program cukup baik.
desa, LPM desa dan tenaga pendamping
masyarakat.

4 Pencairan dana bantuan melalui ATM Bank Penerima bantuan dibuatkan rekening untuk
BRI. pencairan dana bantuan, namun dana bantuan

tersebut langsung ditransfer ke toko bangunan
yang telah disepakati untuk dikonversikan
menjadi bahan bangunan material. Dan penerima
bantuan telah menerima bahan material sesuai
dengan daftar yang dikirim ke toko bangunan.

5 Proses pembangunan peningkatan kualitas Proses rehabilitasi rumah dilakukan oleh tukang
rumah dengan biaya berasal dari bantuan sebesar Rp

1.000.000, namun penerima bantuan hanya
mendapatkan Rp 800.000.
6 Pelaporan kegiatan kepada Kementerian Laporan kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa

Perumahan Rakyat

Panduman dilakukan per minggu sesuai
kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan
Bapemas Jember. Laporan kegiatan dibuat oleh
tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat
sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai,
termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul.
Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS
di Desa Panduman adalah keterlambatan
pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber
Candik karena terhambat oleh jalan yang rusak
parah.

Sumber: Hasil observasi dan wawancara pada pelaksana program BSPS desa Panduman
tahun 2017.

Kemudian setelah mendapatkan program bantuan, rumah masyarakat
penerima bantuan cukup layak huni, masih kokoh, dan gentengnya tidak ada yang
bocor meskipun sudah 3 tahun sampai sekarang. Namun, karena keterbatasan
bahan bangunan material yang diberikan, maka sebagian komponen rumah masih

menggunakan bahan lama seperti gedhek untuk sekat-sekat pembatas antar ruang.
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Dalam hal ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
tahun 2014 merupakan salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
dalam memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata untuk individu atau
kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya yaitu rumah yang layak huni. Sebagai salah satu program pengentasan
masalah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tolak
ukur keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat
dilihat dari efektivitas pelaksanaan program seperti kondisi rumah setelah
mendapat bantuan. Dari hasil observasi peneliti di atas, dapat dilihat bahwa
kondisi rumah masyarakat penerima bantuan di Desa Panduman masih banyak
yang sebagian komponen rumah menggunakan bahan bangunan lama karena
keterbatasan bahan bangunan material yang diterima dan dana pribadi yang
minim, sehingga tidak cukup untuk menambah kekurangan. Sedangkan untuk
nominal dana bantuan yang disalurkan, mayoritas penerima bantuan kurang tahu,
karena hanya menerima bahan bangunan material saja. Kemudian untuk
pembelian bahan bangunan diseragamkan semua oleh petugas pendamping dan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa Panduman, hal ini memang
cukup efektif menghemat waktu pembelian bahan bangunan, namun membatasi
warga dalam pemilihan bahan bangunan material yang akan digunakan untuk
membangun rumah mereka.

Berangkat dari latarbelakang mengenai kebutuhan rumah layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, upaya yang dilakukan pemerintah melalui
Kementerian Perumahan Rakyat memberikan program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah
untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia,
dan peneliti berfokus pada Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember,
maka peneliti berpandangan untuk meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan
efektivitas pelaksanaan program dan mendeskripsikan faktor-faktor yang
berkontribusi pada implementasi kebijakan berupa program Bantuan Stimulan
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Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten
Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab
pertanyaan penelitian atau memecahkan/mencari solusi atas masalah yang timbul.
Menurut menurut Sugiono (2015:32), masalah dapat diartikan sebagai
penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi,
antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana
dengan pelaksana. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka penulis memberikan batasan penelitian melalui rumusan permasalahan
adalah “bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan
penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono,
2008:305). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan
penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak Kkita capai. Tujuan
penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah.

Berdasarkan definisi tersebut dan rumusan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya maka tujuan daripada diadakannya penelitian ini ialah untuk
mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada
lingkungan sekitar terkait obyek dan bahasan penelitiannya. Dengan kata lain,
manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Wardiyanta
(2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau
harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian
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yang dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian
memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis penelitian
menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis.
Berdasarkan definisi diatas tersebut, beserta rumusan masalah dan tujuan
penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait
dengan perspektif Kebijakan Publik.
b. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi
lembaga pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kebijakan terkait
rumah tidak layak huni.
c. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan

serta pemahaman tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menurut Wardiyanta (2006:90) berperan untuk
menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep,
penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat
penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait
masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah
permasalahan.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun
kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam
sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta
atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang
dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai
fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik
peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai
konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran
umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksikan atas karakter-
karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori-teori
mengenai kebijakan publik yang terkait dalam efektivitas pelaksanaan program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember sebagai berikut

1. Kebijakan Publik

2. Implementasi Kebijakan

3. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Kemiskinan

4
5. Rumah Layak Huni

6. Partisipasi Masyarakat
7

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
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2.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno
(2002:16), “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah
atau suatu persoalan.” Pengertian lain kebijakan menurut H. Hugh Heglo dalam
Abidin (2012:6) menyebutkan bahwa “a course of action intended to accomplish
some end atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan
tertentu”. Beberapa isi dari kebijakan yang diuraikan oleh Jones dalam Abidin
(2012:6), bahwa isi yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan
tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved), bukan
sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Kedua, rencana atau proposal yang
merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara
tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan
yang dimaksud. Keempat adalah keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil
untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta
melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (effect), yakni
dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep kebijakan menurut beberapa definisi diatas dapat
ditarik kesimpulan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh sekelompok
kepentingan atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam
kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari Subarsono
(2005:2), merupakan “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan (Public policy is whatever government choose to do or not to do).”
Definisi dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi
swasta.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk tidak membuat
program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menaikan pajak
adalah sebuah kebijakan publik.
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Sedangkan menurut James Anderson di kutip dari Subarsono (2005:2),
mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-
badan dan aparat pemerintahan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik
Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian kebijakan publik
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu:
UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden.

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas
pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat
Edaran menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali
Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau
SKB antar menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur
pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri,
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ada beberapa pengecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan messo
kadang bersifat implementasi langsung, namun tidak berarti itu suatu kekeliruan.
Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan

peraturan penjelasan tambahan (Nugroho, 2012:131).

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya bersifat kompleks karena berkaitan
dengan banyak aspek (ekonomi, hukum, pendidikan, politik, dll) dan banyak
pihak yang terlibat. Melihat banyaknya aspek yang terkait dan ilmu yang terbawa
dalam analisisnya, kebijakan tidak mungkin dibuat hanya oleh satu/dua orang atau
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satu instansi saja melainkan banyak aktor yang terlibat didalamnya. Berikut
adalah tahap-tahap kebijakan publik

Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik
Sumber: Winarno (2012:36)

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) dari gambar diatas dapat

dijelaskan sebagai berikut:
a. Tahap penyusunan agenda

para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk
dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini suatu
masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-
alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;
b. Tahap formulasi kebijakan

masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari
pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) yang ada.
Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda
kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing
untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan

pemecahan masalah terbaik;
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c. Tahap adopsi kebijakan

dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga
atau keputusan peradilan;
d. Tahap implementasi kebijakan

suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program
tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan
yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah  harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun
agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan
saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para
pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditendang
oleh para pelaksana;
e. Tahap evaluasi kebijakan

pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan
masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian tahap yang
saling bergantung sesuai dengan alur yang bergerak secara teratur. Kebijakan
publik berangkat dari isu atau masalah-masalah yang muncul dari masyarakat
yang kemudian dikaji dan dievaluasi secara berkala melihat kondisi yang memang
benar-benar dianggap relevan untuk dijadikan suatu kebijakan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang, 20% berasal
dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari
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implementasi yang genius, dan 20% dari seberapa berhasil dalam kontrol
implementasi (Nugroho, 2014:213). Implementasi kebijakan adalah hal yang
paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam
konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi
implementasi (Nugroho, 2012:682).

Peter de Leon dan Linda de Leon dalam (Nugroho, 2012:675) menyatakan
bahwa ada tiga generasi studi implementasi kebijakan. Generasi pertama,
dikembangkan pada tahun 1970-an, memahami implementasi sebagai wacana
antara kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini implementasi
kebijakan dipercaya sebagai tindakan selanjutnya dari keputusan kebijakan.
Generasi kedua, dikembangkan pada 1980-an yang mempercayai bahwa
implementasi kebijakan adalah proses top-down, karena struktur hierarki
birokrasi. Perspektif tersebut mempercayai bahwa tugas birokrasi adalah untuk
mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan oleh institusi politik dan para
aktor. Generasi ketiga, dikembangkan pada tahun 1990-an, memperkenalkan
pemikiran bahwa variabel perilaku pelaksanaan implementasi kebijakan lebih
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul
pendekatan kontigensi atau situsional yang mengemukakan bahwa implementasi
kebijakan banyak didukung oleh adaptasi implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam Winarno
(2012:147) adalah sebagai berikut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan
undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai
makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk meraih
tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada
sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun
sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat mengenai
implementasi kebijakan yaitu:

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan
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(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).
Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang
mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan
hasil-hasil yang diinginkan olen para pejabat pemerintah.
Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan)
oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan
untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya
tentang implementasi dengan mengatakan bahwa:

secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan
(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan  kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh
karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy
delivery system”, dimana sarana-Sarana tertentu dirancang dan
dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang
diinginkan.

Nugroho (2012:674-675), menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Seperti pada gambar
yang disajikan berikut ini.

Gambar 2.2 Sekuensi implementasi kebijakan

Kebijakan Publik

v v

Kebijakan Program
Publik Penjelas \l/

Proyek

v

Kegiatan

v

Pemanfaat
(beneficiaries)

Sumber: Riant Nugroho:2012
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Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar diatas, dapat dijelaskan
bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/Perda, yang nantinya akan lebih
diperjelas dalam kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut dengan
peraturan pelaksanaan. Rangkaian bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat
secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program
serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil
yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program, proyek, dan
kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan hasilnya adalah

produk.

2.2.2 Faktor yang berkontribusi pada Efektivitas Implementasi Kebijakan
Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam
berbagai model implementasi kebijakan. Terdapat dua pendekatan guna
memahami implementasi kebijakan, yakni: top down dan bottom up. Menurut
Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:140) istilah itu dinamakan dengan
pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan top down approach dan
pendekatan pasar yang mirip dengan bottom up approach. Pendekatan top down,
adalah implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari
aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Para ahli
yang menganut aliran top down adalah sebagai berikut.
1. Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn
Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang
diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam
Winarno, 2012:158), model ini mengandalkan bahwa implementasi
kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan
kinerja kebijakan publik. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam
variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja

(performance).
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a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-
faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van
Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang
krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator
kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara
menyeluruh.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan
diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami
kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang
perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan
adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat
perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang
efektif.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam
kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi
perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan paa pelaksana, dan
konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang
dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-
ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas,
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f.

sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapakan dari
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.
Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti
dinyatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa
lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai
karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki
dengan menjalankan kebijakan.

Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel
selanjutnya yang diidentifikasi oleh VVan Meter dan Van Horn. Dampak
kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik
merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.
Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-
keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil, namun menurut Van
Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang
mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Kecenderungan Pelaksana (Implementors)

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting.
Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran
terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa
kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh
ketidaktaatan pelaksana terhadap kebijakan. Seperti yang diungkapkan
oleh VVan Meter dan VVan Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan

pelaksana akan mempengaruhi Kinerja kebijakan.
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2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan
kebijakan (Nugroho, 2012:685). Model ini disebut model kerangka analisis
implementasi.  Duet Daniel Mazmanian dan  Paul  Sabatier
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel,
yaitu:
a. Variabel Independen
Yaitu mudah tidaknya masalah yang dikendalikan yang berkenaan
dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman
objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
b. Variabel Intervening
Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,
dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana,
keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari
lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan
kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi
proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-
ekonomi dan eknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen,
dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas
kepemimpiman dari pejabat pelaksana.
c. Variabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan,
pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya
kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil
nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang
dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang

bersifat mendasar.

31


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3. Model Edward

George Edward 111 (1980:1) dalam Nugroho (2015:225), mencatat
bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada
implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa
implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil
dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan
perhatian kepada empat isu utama, yaitu: komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward dalam Winarno
(2012:177), empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan bekerja secara stimultan dan berinteraksi satu sama lain untuk
membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan
yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan
membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu
implementasi  kebijakan  perlu  menyederhanakan, dan  untuk
menyederhanakan  perlu  merinci  penjelasan-penjelasan  tentang
implementasi dalam komponen-komponen utama. Dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.

Gambar 2.3 Model George Edward 111

Komunikasi Sumber Daya

Disposisi Struktur Birokrasi

Sumber: Winarno (2012:177)

a. Komunikasi
Komunikasi menurut Nugroho (2012:693), berkenaan dengan

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik
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dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan-
kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka
petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk
pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan
mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Secara
umum, Edward dalam Winarno (2012:178) membahas tiga hal penting
dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan
kejelasan (clarity).

Transmisi, adalah faktor pertama yang berpengaruh terhadap
komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu
keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan
suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa
hambatan yang  timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah
implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana
dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua,
informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dimana birokrasi
mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini
sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang
dijalankan. Ketiga, Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin
dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana
untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Kejelasan, adalah faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward. Jika
kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan,
maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para
pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan
implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah
bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edward
mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan
komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas
kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok

33


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan Kkebijakan,
masalah-masalah  dalam memulai  kebijakan baru, menghindari
pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan
pengadilan.

Konsistensi, adalah faktor ketiga yang berpengaruh terhadap
komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung
efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana
kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut
bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para
pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain,
perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan
mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar
dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

. Sumber Daya

Menurut Nugroho (2012:693), sumber daya berkenaan dengan
ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.
Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk
carry out kebijakan secara efektif. Dengan demikian, sumber daya
merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.
Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-
keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang
dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di
atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Disposisi

Berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk carry out
kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa
kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho,
2012:693). Disposisi implementor sangat dapat mempengaruhi
implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang diungkapkan Edward Il
(1980:11): “if implementation is to procced effectively, not only must
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implementers know what to do it, but they must also desire to carry out a
policy”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wagner (2008), yang
menyebutkan bahwa implementor memegang peranan penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan.
d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi
penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah
bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur
ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Menurut
Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-
prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard
Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai
tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari
para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya
organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi
berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti
komite-komite eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang

mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

4. Model Grindle

Dikemukakan oleh Wibawa (dalam Nugroho, 2012:690), model Grindle
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya
adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulbiah implementasi
kebijakan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari
kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut.
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana progam.
6. Sumber daya yang dikerahkan.
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Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keempat model tersebut yakni model yang diperkenalkan oleh Donald S.
Van Meter dan Carl E. Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Gaoerge C. Edward,
dan Grindle mempunyai kesamaan dalam aspek-aspek tentu saja tidak untuk
saling menegasikan satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya, perbedaan ini
dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada untuk masing-
masing model implementasi kebijakan yang ditawarkan (Winarno, 2012:147).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang ditawarkan oleh
George C. Edward, karena penliti memilih faktor-faktor yang peneliti anggap
relevan dengan penelitian ini dengan memetakan setidaknya ada 4 faktor, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana komunikasi
berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/
atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya
berkenaan dengan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang
terdapat pada organisasi publik. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para
implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak
mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
Selanjutnya struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

2.3 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:681), efektivitas adalah istilah dalam manajemen
operasi/operation research, maksudnya adalah kemampuan mencapai target atau
tujuan. Efektivitas kebijakan juga berkenaan dengan manajemen operasi, yaitu
berkenaan dengan kemampuan kebijakan mencapai tujuannya. Suatu kebijakan
biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebagai penyelesaian atas
kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik (masyarakat), seperti yang
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diungkapkan oleh Nugroho (2008:463) yang mengatakan bahwa setiap kebijakan
harus dikendalikan dengan cerdas dan efektif agar tujuan kebijakan tercapai.

Menurut  Nugroho (2008:454), implementasi kebijakan haruslah
menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Efektivitas ketercapaian tujuan
program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses pelaksanaan atau
implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui Kkinerja dari suatu
implementasi, maka kita harus memiliki penilaian terhadap pelaksanaan
implementasi  tersebut. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat
pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Menurut
Sumaryadi (dalam Yanuariyati, 2009:21), menyatakan bahwa untuk mengetahui
kinerja suatu implementasi kebijakan dapat digunakan konsep ‘“keberhasilan”
yang dalam khazanah ilmu manajemen dikenal dengan efektivitas.

Menurut Nugroho (2014:686) mengungkapkan ada lima tepat yang perlu
dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain sebagai
berikut.

1. Tepat kebijakan
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejaun mana kebijakan yang ada telah
bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak
dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak
dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga
yang mempunyai wewenang.

2. Tepat pelaksanaan
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga
lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar
pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang
diswastakan.

3. Tepat target
Ketepatan perencanaan dengan tiga hal, pertama, apakah tidak ada
tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan
intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap
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untuk disintervensi, atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi
kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan
sebelumnya.
4. Tepat lingkungan
Ada dua lingkungan yang paling menentukan, pertama lingkungan
kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan
pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang
kedua, adalah lingkungan kebijakan eksternal kebijakan yang terdiri dari
public opinion (persepsi publik atas kebijakan dan implementasi
kebijakan), interpretative institutions yang berkenaan dengan interpretasi
dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa,
kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan
kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan ini perlu didukung
oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan
dukungan teknis.
5. Tepat proses

Secara umun, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu
Policy acceptance, disini publik memahami sebagai sebuah aturan main
yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami
sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya Policy adoption, di
sini publik menerima sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk
masa depan, di sisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus
dilaksanakan. Yang terakhir Strategic readiness, disini publik siap
melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on

the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut Dwijowijoto (2004) dalam implementasi kebijakan ada tiga
tingkatan efektivitas implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut.
1. Efektif
Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

terpenuhi dan berjalan dengan baik.
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2. Cukup efektif
Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
ada yang tidak terpenuhi.

3. Tidak efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak
terpenuhi.

Dalam penelitian yang berjudul efektivitas pelaksanaan program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk
Kabupaten Jember, diimplementasikan berdasarkan pendekatan top down,
kemudian peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model
George Edward Il dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian untuk mengetahui efektivas
pelaksanaan program ini penulis menggunakan konsep efektivitas yang
dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat. Sehingga pelaksanaan kebijakan
tersebut dapat diketahui efektif atau tidak.

2.4 Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan
dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga kemiskinan dapat diartikan suatu
kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan
ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan,
kesehatan dan pendidikan disebabkan yang oleh tingkat pendapatan rendah
sehingga mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan. Supriatna (1997:90) mengemukakan bahwa
kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak
orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh
rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi
serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.
Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada,
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baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya
menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal.

Sedangkan menurut Leviatan dalam Soetrisno (2001:19), kemiskinan adalah
kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu standar hidup yang layak. Senada dengan pendapat diatas Schiller
dalam Soetrisno (2001:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksanggupan
untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Ukuran kemiskinan yang paling mudah
ialah diukur dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsinya. Seseorang
dengan kondisi tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah
pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum maka dapat

dikatakan miskin secara absolut.

2.3.1 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu:
1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan
penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding
dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka
kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.
2. Angka Pengangguran Tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu
negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan
juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan
masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tindak
kejahatan, pengemis, dan lain-lain.
3. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki
keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak
bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja
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maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan
kemiskinan menjadi bertambah.
4. Bencana Alam

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat
dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah
longsor, dan lain-lain, akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun
psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat
mengalami kemiskinan karena kehilangan harta.
5. Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikian sumber daya akan menimbulkan
ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang
hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah
garis kemiskinan.

(Sumber: https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html diakses
14 September 2018).

2.3.2 Kriteria Kemiskinan
Emil Salim dalam Supriatna (1997:82) mengemukakan karakteristik
penduduk miskin sebagai berikut.
1) penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri;
2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
kekuatan sendiri;
3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah;
4) banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas;
5) diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan

atau pendidikan yang memadai.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Terdapat 14

kriteria penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Dari 14 kriteria penduduk
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miskin tersebut, penduduk dapat dikategorikan miskin minimal terdapat sembilan

kriteria dari 14 kriteria yang dikriteriakan. Berikut empat belas kriteria tersebut:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m? per orang;

jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut terbuat dari tanah/bambu/kayu;
jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa plester;

tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga
lain;

sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air
hujan;

bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang;

hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;

hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;

hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;

tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah
0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan
pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat
Sekolah Dasar/hanya SD;

tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/non-

kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

(Sumber: http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/ diakses 4
April 2018).

Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten

Jember yang terletak dibagian utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten

Bondowoso. Kecamatan Jelbuk termasuk kedalam tingkat kemiskinan cukup

tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah tangga miskin yang

menghuni rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena
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rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, akibat dari tidak memiliki
kesempatan untuk merasakan kegiatan pendidikan, sehingga masyarakat kurang

bisa menguasai dan memahami sebuah teknologi.

2.4 Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, setiap warga negara berhak
untuk memiliki tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Disamping kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat,
martabat, mutu kehidupan dan penghidupan. Selain itu rumah juga sebagai
pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan
watak, karakter dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, setiap masyarakat
berhak atas tempat tinggal dan hunian yang layak. Sehingga seluruh kebutuhan
primer selain sandang dan papan dapat terpenuhi. Terkait hal ini, jika
pembangunan perumahan dilakukan secara benar, maka akan memberikan
kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan
kemiskinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Permukiman adalah bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,
menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan
penghuninya. Rumah dikatakan layak huni harus dimaknai dari beberapa segi,
diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas, maupun sisi fisiknya,
apalagi dari segi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman
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yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara
manusiawi. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan permukiman
yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas
lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih,
penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas

penghuninya untuk meraih produktivitasnya.

2.4.1 Syarat Rumah Sehat dan Layak Huni
Berikut adalah syarat rumah sehat dan layak huni ialah:

1. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi
kebutuhan fisik dasar dari penghuninya. Oleh karena itu, hal-hal yang harus
diperhatikan disini yakni: (a) Rumah tersebut harus dibangun sedemikian
rupa sehingga dapat dipelihara atau dipertahankan suhu lingkungan yang
penting untuk mencegah kehilangan panas atau bertambahnya panas badan
secara berlebihan (b) Rumah harus terjamin penerangannya yang dibedakan
atas cahaya matahari (penerangan alamiah) serta penerangan dari nyala api
lainnya (penerangan buatan) (c) Rumah tersebut harus mempunyai ventilasi
yang sempurna sehingga aliran udara segar dapat terpelihara (d) Rumah
tersebut harus mampu melindungi penghuni dari gangguan bising yang
berlebihan.

2. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi
kebutuhan kejiwaan dasar dari penghuninya. Tergantung dari pola hidup
yanbg dimiliki oleh penghuni, maka apa yang disebut kebutuhan kejiwaan
dasar ini amat relatif sekali.

3. Rumabh tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi
penghuni dari kemungkinan penularan penyakit atau berhubungan dengan
zat-zat yang membahayakan kesehatan.

4. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi

penghuni dari kemungkinan terjadinya bahaya atau kecelakaan.
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a > DN

Sedangkan kriteria rumah sehat antara lain:

harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin dan berfungsi sebagai
tempat istirahat;

mempunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci, dan kakus;
dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran;

bebas dari bahan bangunan yang berbahaya;

terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya
dari gempa, keruntuhan dan penyakit menular; dan

memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi.

Sementara di Indonesia terdapat suatu kriteria rumah sehat yang disebut

dengan Rumah Sehat Sederhana (RSS), yaitu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Luas tanah antara 60-90 meter persegi.

Luas bangunan antara 21-36 meter persegi.

Memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi dan dapur.
Berdinding batu bata dan diplester.

Memiliki lantai dari ubin keramik dan langit-langit dari triplek
Memiliki sumur atau pompa air.

Memiliki fasilitas listrik minimal 450 watt.

Memiliki bak sampah dan saluran air kotor. (Chandra, 2007).

(Sumber: http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/ciri-ciri-dan-kriteria-rumah
sehat.html diakses 4 April 2018).

Rumah merupakan bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka

waktu tertentu. Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah layak huni bukanlah

hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka sebagai kalangan menengah kebawah

untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan

pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Sebab mayoritas

masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk bekerja sebagai petani atau

buruh tani, upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

makan sehari-hari saja, mengakibatkan kurang memperhatikan tempat tinggal

mereka yang kurang sehat dan layak huni.
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Pada desa Panduman, mayoritas penduduknya masih banyak yang memiliki
rumah tidak layak huni dengan kondisi fisik seperti dindingnya terbuat dari
anyaman bambu (gedhek), lantai masih beralaskan tanah, dan kayu penyangga
atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa diperbaiki seadanya karena
keterbatasan dana. Selain itu, belum terbaginya rumah secara baik, seperti ruang
tamu yang sekaligus digunakan sebagai tempat tidur, dapur dan kamar mandi
menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari anyaman bambu atau gedhek
saja, dan juga masih banyak rumah masyarakat yang belum dilengkapi fasilitas
sanitasi yang baik seperti tidak ada WC. Sedangkan berdasarkan pengertian
diatas, salah satu syarat rumah sehat dan layak huni yakni “terbuat dari bahan
bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan
dan penyakit menular” dan “berdinding batu bata dan diplester”. Tetapi rumah
masyarakat di desa Panduman belum memenuhi kriteria tersebut, karena
dindingnya masih terbuat dari gedhek dan belum bisa melindungi penghuninya
dari kebisingan, gempa, dan keruntuhan sehingga layak mendapatkan bantuan

stimulan perumahan swadaya.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Slamet (1984) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan,
ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut
menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan, berupa partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pembangunan
dan partisipasi kontribusi material, atau bisa disebut dengan swadaya.

Sedangkan pengertian partisipasi menurut pendapat Davis dalam Yuliana
(2008) sebagai berikut: “Participation is defined as on individual’s mental and
emotional involvement in a group situation that encourage him to contribute to
group goals and the share responsibility for them.” Dari definisi ini mengandung
tiga hal pokok yang menjadi perhatian partisipasi, yakni: 1) titik keterlibatan
partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, tanpa keterlibatan mental
dan emosional bukanlah partisipasi; 2) sumbangan yang diberikan demi
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tercapainya tujuan kelompok itu sangat beragam; 3) kesediaan untuk bertanggung
jawab diantara sesama kelompok.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Mustofa (2016) masuk
dalam tiga tahapan. Pertama, dalam perencanaan pembangunan, meliputi
identifikasi dan perumusan program pembangunan. Pada tahap ini masyarakat
harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan program pembangunan.
Kedua, dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini diharapkan
masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Bentuk partisipasi
masyarakat dapat dalam bentuk partisipasi kontribusi tenaga dalam proses
pelaksanaan dan kontrol atas pelaksanaan orogram serta partisipasi dalam bentuk
kontribusi material atau bahan untuk pelaksanaan program pembangunan. Ketiga,
dalam proses evaluasi pelaksanaan program. Kegiatan ini sangat penting untuk
penilaian dan mengetahui apakah output setelah akhir proses pelaksanaan sesuai
dengan desain program dan anggaran. Proses evaluasi ini sebagai bahan
pengawasan atau kontrol atas proses pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan diatas,
Slamet (1984) membagi partisipasi dalam pembangunan menjadi 5 jenis yaitu:

1. ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input
tersebut dan ikut menikmati hasilnya;

2. ikut memberi input dan menikmati hasilnya;

3. ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil
pembangunan secara langsung;

4. menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input;

5. memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Partisipasi masyarakat sangat mutlak demi keberhasilan pembangunan.
Tanpa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan (hasil) pembangunan berarti
pula bahwa masyarakat tidak naik tingkat hidup atau tingkat kesejahteraannya.
Bila masyarakat tidak meningkatkan kesejahteraannya dapat dikatakan bahwa

proyek pembangunan sekitarnya tidak berhasil.
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Menurut Moeljarto (1995:48), partisipasi menjadi sangat penting dalam

pembangunan, terdapat beberapa alasan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan:

a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi
merupakan akibat logis dari dalil tersebut;

b) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk
dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;

c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi
tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa
keberadaan akan tidak terungkap Arus informasi ini tidak dapat dihindari
untuk keberhasilan pembangunanan;

d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dari dengan dimulai dari dimana
rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;

e) Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan pembangunan;

f) la akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh
masyarakat;

g) Partisipasi menompang pembangunan;

h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang konduktif bagi baik aktualisasi
potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;

i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan
masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi
kebutuhan khas daerah;

j) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu

untuk dilibatkan dalam pembagungan meraka sendiri.

Terkait dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, masyarakat penerima bantuan di desa

Panduman Kecamatan Jelbuk mendukung dan antusias dengan adanya BSPS,

masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan, partisipasi yang diberikan dalam

bentuk tenaga seperti mengangkut bahan material yang dikirim dari jalan raya ke

rumah masing-masing, ikut bergotong royong membantu tukang dalam perbaikan
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rumah, dan menambahkan bahan bangunan yang kurang menggunakan uang
pribadi bahkan menjual hewan ternak supaya rumahnya jadi lebih bagus. Namun,
keswadyaan masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masyarakat
penerima yang tidak memiliki keahlian bertukang sehingga harus menyewa
tukang untuk membantu memperbaiki rumah. Hal ini tidak sesuai dengan
pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sifatnya
hanya stimulan, maka perlu dukungan keswadayaan masyarakat minimal dalam
bentuk tenaga untuk membangun sendiri rumahnya. Apabila menyewa tukang,
konsekuensinya harus mengeluarkan biaya untuk upah tukang, dan diambil dari
dana bantuan yang diberikan. Hal ini tentunya mengurangi anggaran dalam

pembelian bahan bangunan.

2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
2.6.1 Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut
Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk
pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan
rendah. Penerima BSPS yaitu masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. MBR adalah masyarakat
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah
atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak
huni. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan
Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah
layak huni di atas tanah matang. Sedangkan Peningkatan Kualitas rumah yang
selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/
atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/ atau memenuhi syarat rumah
layak huni.
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2.6.2 Dasar Hukum Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Landasan utama penyaluran BSPS adalah Undang-Undang No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui
program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan
berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2
dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c)
Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6
Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya.

2.6.3 Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Maksud Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk
mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun sendiri rumah
yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan
BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat

serta aman oleh MBR.

2.6.4 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Berikut ini terdapat beberapa kriteria bantuan menurut Peraturan Menteri
Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, yakni:
A) Kriteria Penerima Bantuan:

1. warga negara Indonesia;
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2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata
nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian
Sosial;

3. sudah berkeluarga;

4. memiliki atau menguasai tanah;

5. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak
huni;

6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau
pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau
kerusuhan sosial;

7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau
meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:

a) memiliki tabungan bahan bangunan;

b) telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan
stimulan;

c) memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS;

d) memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.

e) bersungguh-sungguh  mengikuti program bantuan stimulan
perumahan swadaya; dan

f) dapat bekerja secara kelompok.

B) Kriteria Objek Bantuan adalah

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
3. tidak dalam status sengketa, dan
4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang

2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh
masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan

paling tinggi 45 m? (empat puluh lima meter persegi);
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3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka
peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau

4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.

C) Indikator Rumah Tidak Layak Huni adalah:

a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas 1V;

b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas 1V;

c. tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;

d. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;

e. rusak berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak
2

mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m

(sembilan meter persegi).

2.6.5 Aktor Pelaksana BSPS

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

Pelaksanaan BSPS tahun 2014 dilaksanakan oleh aktor-aktor sebagai berikut:

1. Unsur Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

a)

b)

f)

merumuskan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan
BSPS;

mengkoordinasikan pelaksanaan BSPS kepada kementrian/lembaga yang
tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat
pusat dan daerah;

mensosialisasikan kebijakan BSPS di tingkat provinsi dan kabupaten;
menetapkan lokasi  desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap
kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS;

merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan
oleh kepala satuan kerja;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan
BSPS.

52


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani

pemberdayaan perumahan swadaya

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)
i)
)
K)

menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota;
menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS;

mengesahkan surat keputusan penerima bantuan;

bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS
kepada penerima bantuan;

membuka rekening penampungan bank/pos penyalur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada
Menteri melalui Deputi;

melakukan seleksi TPM;

membentuk dan menetapkan tim teknis;

melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS;

membuat petunjuk teknis;

melakukan seleksi bank/pos penyalur, penyedia barang dan pihak lainnya.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;

menentukan dan menetapkan surat keputusan penerima BSPS;

melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;

melakukan pembayaran;

mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BSPS kepada PP-SPM
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS vyang
disampaikan oleh bank/pos penyalur;

memastikan penyaluran dana dan/ atau barang BSPS kepada penerima

BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
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h)

)

melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos
penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan
konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;

mengesahkan DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan) yang
dibuat oleh KPB;

memfasilitasi pembuatan GK (gambaran kerja) dan RPD (rencana

penggunaan dana) oleh KPB.

. Tenaga pendamping masyarakat (TPM)

TPM dapat berbentuk perorangan dan/ atau badan hukum. TPM diangkat dan

ditetapkan oleh PPK. Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a)

b)
c)

d)

f)

membantu SKPD kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan calon
penerima bantuan stimulan;

membantu menyiapkan Kelompok Penerima Bantuan;

membantu menyeleksi toko bangunan yang akan dipilih sebagai tempat
pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;

mendampingi kelompok penerima bantuan dalam pembuatan daftar
rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2);

memberikan bimbingan teknis dan mendampingi Kelompok Penerima
Bantuan (KPB) dalam pelaksanaan fisik pembangunan sesuai dengan
gambaran kerja yang sudah disusun;

membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 %
(tiga 45 hari sejak terbit buku rekening) dan 100 % (60 hari sejak

pencairan dana tahap 11 ).

. Unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Unsur SKPD kabupaten/kota yang menangani pemberdayaan perumahan

swadaya. Adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

a)

b)

memverifikasi lapang calon penerima bantuan stimulan perumahan
swadaya, hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh pokja pusat;
menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya

hasil verifikasi lapangan kepada pihak pemerintah desa;
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c) mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya
kepada calon penerima bantuan dibantu pihak pemerintah desa dan TPM;

d) mengarahkan TPM untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya;

e) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPM dan KPB,;

f) melapor pelaksanaan kegiatan kepada Satker provinsi dan pusat.

6. Kepala Desa/Lurah

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

a) membuat surat keputusan pembentukan KPB;

b) memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki
penghasilan tetap;

c) memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum
memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan

d) mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data

Permohonan BSPS.

7. Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

KPB beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan swadaya

dengan jumlah paling rendah 5 orang dan paling tinggi 11 orang. KPB

ditetapkan oleh masing-masing penerima bantuan dibantu pendamping desa.

KPB melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a.

membuat gambaran kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) yang
difasilitasi oleh PPK;

merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2
(daftar rencana pembelian bahan bangunan);

membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai
dengan rencana pembelian bahan bangunan;

membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD
sesuai waktu yang ditetapkan;

menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/ atau barang
untuk menambah BSPS.
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8. Bank/Pos Penyalur

Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;

menyampaikan informasi kepada SKPD kabupaten/kota atas dana BSPS
yang disalurkan pada tahap | dan tahap Il ke rekening penerima BSPS;
menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat
pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan

menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.

9. Penyedia Barang

Toko/penyedia barang BSPS harus memiliki surat izin usaha perdagangan

(SIUP); surat izin tempat usaha (SITU); tanda daftar perusahaan (TDP)nomor

pokok wajib pajak (NPWP). Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

a)
b)

c)
d)

melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan
memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji

penelitian yang diajukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No Nama Tahun Judul Hasil
Peneliti
1 Yenny 2009 Efektivitas Implementasi Implementasi kebijakan penempatan tenaga
Aryani Kebijakan Penempatan kerja JMF di Kabupaten Jember cukup efektif,
Tenaga Kerja di Kabupaten dilihat dari proses komunikasi penyampaian
Jember (Studi Tentang Job informasi mengenai kebijakan penempatan
Market Fair Sebagai tenaga kerja melalui kegiatan JMF prosesnya
Pengejawantahan Tugas dan  tidak berbelit-belit, dapat langsung diterima
Fungsi Dinas Tenaga Kerja oleh masyarakat kabupaten Jember baik
dan Transmigrasi perusahaan yang ikut serta sebagai pemberi
Berdasarkan Peraturan lowongan kepada pencari kerja maupun
Daerah Nomor 22 Tahun masyarakat. Selain itu juga ditunjang oleh
2003 Dalam Bidang pegawai yang memahami pedoman dari
Penempatan Tenaga Kerja) kebijakan tersebut tetapi belum ada petunjuk
pelaksana (Juklak) dari kegiatan JMF.
2 Satrio 2014 Dampak Program Bantuan Hasil pelaksanaan program ini belum optimal,
Togatorop Stimulan Perumahan karena beban hutang harus ditanggung oleh
Swadaya Terhadap Kondisi masyarakat penerima BSPS di Kecamatan
Sosial Mayarakat di Parbuluan, masyarakat yang berpenghasilan
Kecamatan Parbuluan rendah pada umumnya tidak memiliki tabungan
Kabupaten Dairi Tahun 2012  harus mencari dana tambahan dengan cara
berhutang. Mengatasi kekurangan dana dengan
cara meminjam bagi sebahagian masyarakat
harus memberikan jaminan berupa tanah,
rumah, dan hasil panen dari ladang mereka, jika
mereka tidak menepati waktu pengembalian
maka tanah, rumah atau jaminan lainnya yang
akan berpindah kepada orang yang telah
memberikan pinjaman.
3 Syntia Bela 2017 Partisipasi Masyarakat dalam  Pada saat pelaksanaan pembangunan dan

Tama

Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (Studi
Komparasi di Kelurahan Way
Halim Permai dan Kelurahan
Gunung Sulah Kecamatan
Way Halim Kota Bandar
Lampung)

perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi
masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai
dan Kelurahan Gunung Sulah. Pada Kelurahan
Way Halim Permai partisipasi masyarakat
kurang  partisipatif =~ karena  keterbatasan
swadaya, lemahnya pemahanaman masyarakat
dan kesibukan masyarakat. Sedangkan di
kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat
dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program
BSPS. Hal ini dikarenakan mereka memiliki
modal sosial melalui kegiatan gotong royong
yang hingga saat ini masih berlangsung.

Sumber: Hasil kajian peneliti 2018
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2.8 Kerangka Berpikir

Proses Kebijakan

Formal
Perumusan »| Implementsasi > Evaluasi
Kebijakan Kebijakan Kebijakan

v

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumaahan dan
Kawasan Permukiman

A\ 4

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya

v

Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wil. Jatim dan
Bali No. 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 tentang Penetapan
Penerima BSPS Tahun 2014 Desa Panduman Kec. Jelbuk
Kab. Jember

v

Pelaksanaan BSPS di Desa Panduman Kec. Jelbuk tahun 2014

v

Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Desa Panduman menurut George Edward I11

\ 4 Y \ 4
Komunikasi Sumber Disposisi Struktur
Daya Sikap Birokrasi

\ 4

Keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember
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BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah
penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan
metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah
penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya.
Sugiono (2008:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang
dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan
sistematis. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah
suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untu mengetahui sesuatu.
Menurut Buku Pedoman Penelitian Karya llmiah Universitas Jember (2016:50)
metode penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3.
Secara umum, komponen metode penelitian bergantung pada jenis penelitian,
yakni penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau penelitian eksperimental.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat
tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode
penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk
menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu
suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang
digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-
teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya
tersebut, meliputi:

a. pendekatan penelitian;
b. tempat dan waktu penelitian;
situasi sosial;

c
d. desain penelitian;

@

teknik dan alat perolehan data;
f. teknik penyajian dan analisis data.

59


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang
telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian
ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut
Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu
penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan
akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam
Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak
dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk
menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek
penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah metode penelitian naturalistic karena penelitian dilakukan pada
kondisi yang alami (Sugiyono 2011:8). Penelitian kualitatif menurut Usman &
Akbar (2009:78) dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data
yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kuallitatif berusaha
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaktif tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu prespektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan presedur analisis yang tidak menggunakan
presedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya (Moeloeng 2007:6).

Silalahi (2012:38) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan
untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kualitas)
melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Dipilihnya
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah selesai
diimplementasikan di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember serta

melihat rangsangan masyarakat dalam hal pembangunan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52)
mengatakan bahwa, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah
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sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang
logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa
penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam
sebuah penelitian. Dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang
terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula, oleh karena itu
penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan
kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti
untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab
permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini mengambil tempat di Desa
Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, penelitian juga dilakukan di
beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Jember. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan peneliti
pada bulan Juni-Agustus 2017.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun
menggunakan istilah situasi sosial. Menurut buku Pedoman Karya Tulis IImiah
Universitas Jember (2016:62) situasi sosial ini terdiri dari tiga elemen, yaitu
tempat (place), pelaku (actors), dan (activity) yang beriteraksi secara sinergis,
situasi sosial dapat diibaratkan seperti rumah beserta keluarga dan aktivitasnya,
jadi situasi sosial dapat di nyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diteliti,
dimana dalam situasi sosial atau objek penelitian peneliti dapat mengamati secara
mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) di suatu tempat (place)
tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka 3 elemen yang berinteraksi secara
sinergis dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. tempat (place): Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember;

2. pelaku (actors): bidang sosial budaya partisipasi masyarakat Badan

Pemberdayaan Masyarakat, kepala Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, kepala
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urusan ekonomi pembangunan Desa Panduman, kepala dusun desa Panduman,
lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman, tenaga pendamping
masyarakat, serta masyarakat kelompok penerima bantuan di Desa Panduman
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

3. Aktivitas (activity): mendeskripsikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di Desa Panduman apakah sudah efektif mencapai tujuan

program.

3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka dalam melaksanakan penelitian yang
diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaa penelitian. Desain penelitian dapat
diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua
proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam
konteks ini komponen desain penelitian dapat mencangkup semua strutur
penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian.
Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian adalah penggambaran secara jelas
tentang hubugan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga
dengan desain yang baik, peneliti manapun orang lain yang berkepentingan
mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana
mengukurnya, dan seterusnya (Sukardi, 2014:183).

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62)
desain penelitian menetapkan peneliti sebagai human instrument, berfungsi
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan

membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2008:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu
pada suatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam
merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama,
penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, Penetapan fokus itu berfungsi

untuk memenuhi kriteria inkluksi-ekluksi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-
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exluksion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan
fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan di
pastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Fokus
dalam penelitian ini adalah:

a. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program bantuan stimulan
perumahan swadaya di Desa Panduman apakah sudah sesuai dengan tujuan
program;

b. Menganalisis adanya program BSPS apakah bisa merangsang motivasi

masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian
Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai
topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus
diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono,
2013:219), pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui
melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
c. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan
d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan

sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini menggunakan informan
yang dapat ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi
(2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau
informan yang ada dalam posisi terbaik untuk meberikan informasi yang
dibutuhkan terkait masalah penelitian. Peneliti pada penelitian tentang efektivitas
pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman
kecamatan Jelbuk kabupaten Jember, menggunakan teknik purposive sampling.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas,

peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria
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atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait program
bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman kecamatan Jelbuk
kabupaten Jember yang terdiri dari:

a. Tim teknis kabupaten sekaligus penanggungjawab kegiatan yakni Badan

Pemberdayaan Masyarakat Jember bidang sosial budaya partisipasi

masyarakat;
b. Kepala Desa Panduman;
c. Kepala urusan ekonomi pembangunan;
d. Kepala dusun;
e. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa;

f. Tenaga pendamping masyarakat; dan

g. Kelompok penerima bantuan.

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peran penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang
tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang
lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun
objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya
sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penelitian
Karya Ilmiah (2010:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat
berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah
uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data
kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data
sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau
dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “first hand
information” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang
diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia

sebelum penelitian dilakukan.
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3.4.4 Menguji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu
penelitian kualitatif, oleh karena itu menguji keabsahan data merupakan langkah
yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap
keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2014:237) teknik pemeriksaan
keabsahan data dilakukan dengan cara

Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan) 1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan pengamatan
3. Triangulasi
4. Pengecekan sejawat
5. Kecukupan referensial
6
7
8
9
1

Kajian kasus negatif
Pengecekan anggota

Kepastian Uraian rinci
Kebergantungan . Audit kebergantungan
Kepastian 0. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)
Berdasarkan teknik teknik pemeriksaankeabsahan data di atas, penelitian ini
menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data di bawah ini
1. Ketekunan pengamatan

Menurut Patton (2006:119), tujuan data evaluasi pengamatan adalah
menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk
menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang Yyang
berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai
apa yang telah diamati.

Secara garis besar, menurut pemahaman Patton bahwa peneliti harus tekun
dalam merinci setiap kegiatan program, menceritakan orang-orang yang
berpartisipasi pada program (penerima manfaat maupun pihak-pihak
kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai
program. Hal ini perlu dicatat untuk dapat dijadikan sebuah informasi dalam
menyusun laporan penelitian. Peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan

analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang
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diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami. Maka
dari itu, Moleong (2008:330) menekankan peneliti agar melakukan pengamatan
dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang
menonjol. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dianalisis secara rinci
sehingga hasilnya dapat dipahami.
2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji
keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan
sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagali
pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan
Moleong (2014:332) yaitu :

a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;

b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan

c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data
dapat dilakukan.

Denzin dalam Moleong (2006:330) mengemukakan ada empat macam
triangulasi sebagai tenik pemeriksaan keabsahan data yang mengunakan sumber
metode, penyidik, dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang
diungkap oleh Denzin yaitu

1) data triangulasi (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data
yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama;

2) investigator triangulasi (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang di
kumpulkan oleh beberapa orang peneliti;

3) methodolical triangulation (metode) adalah penelitian yang di gunakan
dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan
data sejenis tetapi dengan menggunkan teknik pengumpulan data yang
berbeda;

4) theoretical triangulation (teori), yaitu peneliti melakukan penelitian dengan
topik yang sama dan data yang di analisis dengan mengunakan perspektif.
Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi

sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber di lakukan dengan cara
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mencari kebenaran yang di ungkapkan informan satu dengan informan yang lain.
Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada
setiap informan. Sedangkan triangulasi metode di lakukan dengan mencocokkan
antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data
yang didapat dari observasi atau dokumentasi.
3. Uraian rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian secara rinci
sehingga uraiannya itu di lakukan seteliti dan secermat mungkin yang
menggambarkan konteks tempat penelitian di selengggarakan,dan jelas laporan itu
harus mengacu pada fokus penelitian.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53)
menjelaskan bahwa secara umum ada empat teknik pengumpulan data, yaitu:
observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian
kualitatif dalam pengukuran data dilakukan secara natural setting (kondisi
alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada
observasi peserta (Participant observation) wawancara mendalam (in depth
interview). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman
wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain.

Penggunaan instrumen penelitian berkaitan dengan teknik apa yang akan
digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan
langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data (Sugiyono, 2011:233). Berdasarkan pengertian di atas maka
teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
Observasi adalah metode pegumpulan data melalui pengamatan langsung atau
peninjauan secara cermat dan langsung atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono
(2014:166). Observasi merupakan suatu prosses yang kompleks, suatu roses yang
tersusu dari berbagai proses biologi dan psikologi, dua di antaranya yang
terpenting adalah pengamatan dan ingantan. Observasi di kategorikan ke dalam 3

67


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kategori yaitu, observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan observasi
samar-samar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terang-
terangan, dimana sejak awal peneliti akan berterus terang kepada narasumber
terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang
digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah catatan, alat tulis,
dan alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan
hasil observasi.

2. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:69), dokumentasi merupakan teknik untuk
memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil
menggunakan teknik dokumetasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumentasi
yag dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan
program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2014. Guba dan Lincoln
dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam
penelitian karena asalan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

a. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;

b. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian;

c. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai
dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil desa Panduman, foto
pelaksanaan program yang telah selesai dilaksanakan, dan segala bentuk dokumen
terkait kegiatan program BSPS di desa Panduman. Adapun beberapa dokumen
yang relevan dengan masalah penelitian yaitu:

a) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

b) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No. 2 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,;
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c) SK Pejabat Pembuat Komitmen wilayah Jatim dan Bali Nomor: 247/PK-
PRS.5/PP-BSPS/05/2014 tentang penetapan penerimaan BSPS tahun 2014
desa Panduman kecamatan Jelbuk kabupaten Jember;

d) Rencana penggunaan dana (RPD) BSPS desa Panduman tahun 2014;

e) Daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) BSPS desa Panduman
tahun 2014,

f) Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
tahun 2014.

3. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan  suatu  metode
pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan
terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer)
dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai
(interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti.
Adapun manfaat dari penggunaan wawancara menurut Usman dan Akbar
(2009:55), manfaat pengguanaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah
untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham
mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa
penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap
teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari
teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat
bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara
seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk
mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Wawancara selama periode peneltian, bulan Juni-Agustus 2017 dilakukan
dengan mewawancara informan yang telah dipilih melalui teknik purposive,
adapun informan tersebut ialah:

a. tanggal 02 Agustus dan 07 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Ahmad

Supriyadi selaku Kepala Urusan Ekonomi Bangunan;
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b. tanggal 03 Agustus dan 11 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Hendro
Sasongko selaku koordinator dan penanggung jawab kegiatan yakni Badan
Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial Budaya Partisipasi Masyarakat;

c. tanggal 05 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Muhamad selaku kepala
dusun Lamparan dan bapak Wahyu selaku Kepala Dusun Bacem desa
Panduman;

d. tanggal 08 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Sudirman selaku ketua
lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman;

e. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Sumiati selaku masyarakat
yang belum menerima bantuan;

f. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu maryani, ibu Sunarti, dan
ibu Yuyun selaku penerima bantuan;

g. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Suminah, bapak Roki, dan
bapak Rojai selaku penerima bantuan;

h. tanggal 12 Agustus dan 16 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Jumali

selaku Pendamping Desa Panduman;

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data
Huberman mengemukakan dalam Sugiyono (2016:91), aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang
digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Huberman.
1. Pengumpulan Data
Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Sesuai dengan teknik
pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari
berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Analisis data dilakukan
sejak pengumpulan data sewaktu di lapangan, meskipun analisis secara intensif
baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.
Pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar atau
konteks terjadinya peristiwa (Idrus, 2009:148). Penelitian kualitatif bukan hanya
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sekedar kata-kata, namun juga segala sesuatu yang diperoleh dari melihat,
mendengar dan juga yang diamati. Dengan demikian, data juga dapat berupa
catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan
harian/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah dan juga lainnya
yang dapat dijadikan data/informasi.
2. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data
kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data
hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian
telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk
analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan,
menggolongkan,  mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-
kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.
3. Penyajian data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses
analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan. Sehingga,
peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas
data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan
menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data
tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau
abstraksi dari data yang diperoleh sehinggga peneliti dapat melakukan tindakan
atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.
4. Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Silalahi  (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses
pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat
dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas
atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci.
Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung
pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan,
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pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang
dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan
membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang
ditelitinya. Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti
dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi
merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna
yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
ditetapkan sejak awal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perubahan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka secara garis
besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman, Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember sudah efektif, karena ada beberapa faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan program bantuan berjalan secara optimal.
Pelaksanaan kebijakan berupa program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh
George Edward Il antara lain.
1. Komunikasi

a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses komunikasi
penyampaian informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) dilakukan secara jelas dan sudah efektif, tidak berbelit-
belit, dan dapat langsung diterima oleh pelaksana kegiatan dan target grup
yakni masyarakat penerima bantuan kabupaten Jember. Selain itu juga
ditunjang oleh pelaksana kegiatan yang memahami pedoman pelaksanaan
program BSPS sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung
dengan lancar dan mencapai tujuan program.

b. Konsistensi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cukup baik, terlihat dari upaya yang
dilakukan  oleh pelaksana kegiatan  mengusulkan  masyarakat
berpenghasilan yang belum menerima bantuan kepada Kementerian
Perumahan Rakyat supaya bisa merasakan manfaat dari program bantuan
ini.

2. Sumber daya

a. Staf
Staf disini meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program
BSPS. Di Desa Panduman untuk sumber daya staf masih kurang memadai,
hal tersebut ditandai dengan jumlah TPM hanya sedikit yang berfungsi
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untuk memfasilitasi kelompok penerima bantuan 1 desa dengan jumlah
yang berbeda-beda. TPM yang telah dipilihkan oleh konsultan dari
Kemenpera hanya 1 atau 2 orang saja, sedangkan jumlah penerima
bantuan di Desa Panduman sebanyak 427 penerima bantuan. Sehingga
TPM pastinya kewalahan kalau untuk menfasilitasi satu per satu penerima
bantuan, maka dari itu dibantu oleh kepala dusun dan lembaga
pemberdayaan masyarakat desa Panduman.

b. Informasi
Dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) pelaksana kegiatan selalu mengacu pada peraturan yang telah
ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 6 tahun 2013,
pelaksana kegiatan selalu mentaati aturan tersebut dan telah
menyampaikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan program BSPS
kepada target grup dengan jelas.

c. Wewenang
Wewenang untuk menjalankan tugas oleh pelaksana dalam hal ini Badan
Pemberdayaan Masyarakat Jember (BAPEMAS), lembaga pemberdayaan
masyarakat desa (LPMD), tenaga pendamping masyarakat dan kepala
dusun sudah memadai, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas dan
telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program BSPS.

d. Fasilitas
Untuk menunjang kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS), Kemenpera selaku pembuat kebijakan telah memberikan
fasilitas berupa dana stimulan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitas pendukung
berupa tenaga pendamping masyarakat dan LPMD yang siap membantu
mengarahkan dan menggerakkan MBR untuk berswadaya dalam
pembangunan.

3. Disposisi
Disposisi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) berjalan efektif. Komitmen yang dimiliki oleh masing-masing
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pelaksana kegiatan dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari
berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaksana dalam mengarahkan
kelompok penerima bantuan serta mendampingi dan mengawasi sehingga
dapat mencapai tujuan program. Dimulai dari pengumpulan informasi gambar
rumah yang diinginkan, menyusun rancangan penggunaan dana, pencairan
dana, pengiriman bahan material ke penerima bantuan, sampai proses
pembangunan rumah sampai selesai.

. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ini meliputi SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman
sudah ada SOP secara jelas mengacu pada Peratuaran Menteri Perumahan
Rakyat no. 6 tahun 2013, Pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak
mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindak lanjut pelaksanaan
program bantuan ini karena daerah hanya membantu menyalurkan saja,
sehingga untuk pelaksanaannya hanya memakai SOP dari Permenpera. Dinas
yang menangani pelaksanaan mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS dari
Permenpera yang di dalamnya terdapat target dan realisasi kegiatan. Serta
implementor sudah cukup melakukan tugas dan tanggungjawabnya

(fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi

yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa

pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman,

Kecamatan Jelbuk sudah efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan program.

Dikatakan efektif karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu

permasalahan masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak.

Kedua, tepat pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah

melakukan tugasnya sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun

perlu ditingkatkan lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara

merata. Ketiga, tepat target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak

tumpang tindih dengan kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif
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ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah
tersebut jumlah angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat
proses sudah efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari

sebelumnya dan mampu mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.

5.2 Saran
Setelah dilakukan penelitian terkait Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten

Jember, peneliti dapat memberikan saran kepada implementor yaitu Badan

Pemberdayaan Masyarakat Jember dan perangkat desa Panduman yang membantu

pelaksanaan program agar lebih mengoptimalkan kinerjanya. Adapun beberapa

saran yang dapat peneliti ajukan antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksana kegiatan tingkat desa selain meningkatkan koordinasi antar SKPD
terkait pelaksanaan program bantuan juga perlu meningkatkan koordinasi
antar masyarakat berpenghasilan rendah supaya informasi program dapat
tersampaikan secara merata. Hal ini bertujuan agar serapan masyarakat
menerima informasi lebih tinggi dan kesadaran pentingnya menempati rumah
yang sehat dan layak huni bisa meningkat.

2. Pembuat kebijakan sebaiknya menambah jumlah staf tenaga pendamping
masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

3. Perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terkait program kegiatan
oleh penanggungjawab kegiatan, mengingat sering terjadinya penyelewengan
bantuan oleh pihak ketiga karena dana bantuan yang diberikan berupa bahan
bangunan sehingga rawan tidak tersalurkannya bantuan kepada kelompok

Sasaran.
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Lampiran Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara 01

Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember selaku Penanggungjawab

Kegiatan

A. Tahap Perencanaan Program

1.

o1 By e

Bagaimana proses perencanaan dari Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kabupaten Jember, baik dari
tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa?

Apa yang melandasi program BSPS ini ada di Jember?

Seberapa penting kebutuhan rumah layak huni ini di Jember?

Dari tahun berapa mulai adanya program BSPS?

Adakah program serupa yang menangani tentang rumah di Kabupaten

Jember?

B. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan

1.

S.
6.

Apa yang pertama kali dilakukan pada saat program ini akan

dilaksanakan?

. Apa saja fungsi dan peran aktor pelaksana di lapangan pada saat

pelaksanaan program BSPS?

Instansi atau lembaga mana saja yang bekerjasama dalam hal pelaksanaan
progam BSPS ini?

Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespon
program BSPS?

Apa saja kendala atau hambatan pada saat program ini dilaksanakan?

Adakah faktor pendukung pada saat program ini dilaksanakan?

C. Manfaat dan Harapan

1.

2.

Apa manfaat yang sangat dirasakan baik secara personal maupun
kelembagaan dengan adanya program BSPS ini?

Apakah yang diharapkan dari program BSPS ini di kemudian hari?
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Pedoman Wawancara 02
Untuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Program BSPS Desa Panduman
A. Latarbelakang Masyarakat

1. Bagaimana kondisi awal anda sebelum adanya program BSPS ini?

2. Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebelum program ini diterima dan

dilaksanakan?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rumah yang layak huni?
Apa mata pencaharian Bapak/Ibu sehari-hari?

Apakah ada usaha atau pekerjaan sampingan?

o o~ w

BSPS di Desa Panduman?

Darimanakah informasi pertama yang didapatkan mengenai program

7. Adakah sebelumnya program serupa yang menangani rumah tidak layak

huni di Desa Panduman?

8. Apakah ada sosialisasi atau pengenalan program pada saat program akan

diturunkan?

B. Pengaruh Program Terhadap Perubahan Perilaku

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu pada saat mendapatkan progam BSPS ini?

2. Apa yang pertama kali dilakukan oleh pelaksana program pada saat

program ini mulai dilakukan?

3. Apa saja fungsi dan peran ketua anggota, dan anggota lainnya pada saat

program ini dilaksanakan?

4. Adakah sistem gotong royong dan saling membantu antar anggota

penerima program pada saat pelaksanaan program?

5. Adakah proses pendampingan dan pengarahan dari pihak pelaksana

program?
6. Apa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat program
dilaksanakan?

C. Capaian dan Manfaat

1. Apakah yang sangat dirasakan setelah progam ini telah selesai

dilaksanakan bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat?
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Pedoman Wawancara 03

Untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Perangkat Desa Panduman

yang Menangani

A. Capaian dan Manfaat

1.

10.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program BSPS yang pernah
dilakukan di Desa Panduman pada tahun 2014?

Bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 20147
Bagaimana kualifikasi pengajuan untuk menjadi penerima Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?

Apa manfaat yang dirasakan pada seluruh perangkat desa sebagai
pemerintah tertinggi di desa, dan warga penerima program?

Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk
Kabupaten Jember tahun 2014?

Apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Apa saja syarat atau prosedur yang harus dipenuhi oleh calon penerima
dalam proses pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?

Apa usaha yang dilakukan dalam teknis pelaksanaan perbaikan
peningkatan kualitas rumah (PK) dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk
Kabupaten Jember tahun 2014?

Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah
mencukupi kebutuhan para penerima?

Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menyikapi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mempunyai rumah hunian yang
layak di wilayah lain dan tidak mendapatkan program BSPS?
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11. Apakah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa
Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah sesuai
semua dengan ketentuan dalam Permenpera No. 6 Tahun 2013 dalam
penetapan penerima?

12. Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk tahun 2014 telah berjalan sesuai
dengan harapan?

13. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai program BSPS ini dikemudian harinya

untuk Desa Panduman?
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Lampiran Dokumentasi foto penelitian

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014

-
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Foto rumah penerima bantuan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk sebelum dan
setelah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Gambar Rumah sebelum Gambar Rumah setelah
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Gambar rumah sebelum Gambar rumah setelah dapat bantuan
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Gambar wawancara dengan kaur ekonomi bangunan desa Panduman

O
Gambar wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa Panduman
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Gambar wawancara dengan penanggungjawab kegiatan

(Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember)
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Gambar wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan program BSPS

Desa Panduman
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Lampiran Permenpera 06 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA
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MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga, perlu mengganti Peraturan Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

. bahwa untuk melaksanakan bantuan  stimulan

perumahan swadaya yang lebih akuntabel, tepat sasaran
dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek
dan objek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas
tanggung jawab para pelaksana serta meningkatkan
pengawasan dan pengendalian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang Undang No 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
perlu menectapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5188);

. Peraturan  Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
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3. Peraturan Presiden Rl Nomor 5 Teahun 2010 tentan
Rencana Prograre Jangka Menengah Nasional Tahun
2010-2014;

4, Peraturan Preasiden Nomor 15 Tahun 22010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinasn;

5. Keputusan Preasiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet [ndcnesia
Bersatu [1 scbagaimans telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor $§9/F Tahun 2011;

6. Peraturan Menterl Perumahan Ralkyat Nomor 31 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Perumehan Rakyat Notmor 21 Tahun 2010 tentang
Organisesi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan
Rakyat;

7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2011 tehtang Rencana Strategis Kementerian
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Meneiepkan : PERATURAN MENTER] PERUMAHAN RAKYAT TENTANG

2.

sl

PEDOMAN FELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN
FERUMAHAN SWADAYA

BAB i
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Bantuan Stmulan Perumahan Swadaya yang ecianjutnya disingkat BSPS
adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sclanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli schingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak
huni.

Pembangunan rumah Baru yang selanjutaya disingkat PB atau Perbaikan
Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan
rumah layak huni di atas tanah matang.

Peningkatan Kuelitas rumah yang sclanjutnya disingkat PK adalah
kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperivas rumah
untuk meningkatican dan/atau memenuhi syarat rurmah layak huni.
Perumahen swadsya adalah rumah-rumeh yang dibangun atas prakarsa
dan upaya masyarakat, baik sccara sendiri atau berkelompok, yang
meliputi perbaflcan, pemugaran/perfuasan atau pembangunan rumah baru
heaerta linglungan.
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21, Surat Perintah Membayar Langsung yang sclanjutnya disingkat SPM-LS
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepads pihak ketiga
atas dasar perikatan atau suatu suret keputusan.

22. Daftar [einn Pelaksansan Anggaran yang sclanjutnya disebut DPA adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta disahkan
ckh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas nama Menteri
Keuangan dan berfungsi sebagai desar untuk melakukan tindakan yang
mengeakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN
serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

23. Bank/pos penyalur adalahk bank/pos mitra ketja sebagai tempat
dibukanya rekening aias nama satuan keria untuk menampung dana
belanja bantuan sosial yang ekan disahurkan kepede penerima bantuan
aosial.

24, Rumah Tidek Layak Huni yang selanjutnya diaingkat RTLH edalah rumah
yang tidak memenuhi perayaratan kecukupan minimal juas, kualitas, dan
keachatan bangunan.

25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penylmpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh
pencrimaan Negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada
Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

26. Menteri adalah Menteri ferumahan Rekyat.

Bagian Kedua
Makaud, Titjuan dan Lingkup
Pasal 2

(1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri ramah
vang layak huni dan/atau lingkungan yang achat serta aman.

{2) Tujusn BSPS adalah terbengun rumah yang layak huni danfatau
lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.

{3) Lingkup BSPS adalah :
a. PB atau PT;
b. PK; danjfatau
¢. pembangunan PSU.

BAB I
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Jenis Bantuan
Pasal 3
(1) Jenia bantuan adalsh :

a. dana; dag/atau
b. barang.

(2) Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
a. bahan bangunan;
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b. koamponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/fataw
¢. pembangunan PSU,

{3) Bahan bangunan scbagaimana dimaksud peds ayat (2) buruf B hanya
diberikan kepada KPB yang berade di dacrah terpencil atau daerah
tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.

{4) Pemhbangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c terdir
dari :
a. utilitas yang melekat pada rumsl swadaya; dan/atau
b. PSU yang melayani komunitas penerima bantaan.

(5) Utlitag yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) huruf a adalah :
8. penyambungan daya liatrik;
b. penyambungan air bersih; dan/atau
¢. kamar mandi/WC.

{6) PSU yang melayani komumitas penerima bantuen sebagaimana dimakaud
padsa ayat (4) huaruf b terdiri dari ¢
a. sarana MCK umumfkomunal;
b. jalan lingkungan;
c. jalan setapak;
d. saluran sir hujan (drainage);
¢. pencrangan jalan umam;
f. sumber den jaringan air bersih;
g. tempat pembuangan sampah;
h. sumber listrik ramah lingkungan,
i. jeringan listrik; dan/atan
j- sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

Bagian kedua
Kriteria Bantuan
Paragraf 1
Kriteria Penerima Bantuan
Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah:

a. warga negara Indonesia;

b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi nate-rata
nagional etau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian
Sosial;

¢. sudah berkeluarga;

d. memiliki atau menguasai tanah;

e. behum memiliki rumeh, stau memilild dan menghuni rumah tidak layak
huni;

[. belum pernah mendapat bantuan perumahsn dart Pemerintah atau
pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau
kerusuhan sosial;

g. didahulukan yang telah memilild rencana membangun atau meniagkatkan
kualitas rurnah yang dibuktkan dengan:

1. memiliki tabungan behan bangunan;

2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
3. memiliki azet lain yang dapat dijadilan dana tambahan BSPS; dan

4. momitiki tabungan vang yang dapat dijadikan dena tambahan BSPS.
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{11

)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 8

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
a. memiliki program khusus; dan /fatau
b. terdapat perumahan dan permukiman kumubh.

Program khusus scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a meliputs;

a. pelaksanaan direkti{ Presiden;

b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nesional; dan/atau

c. pelaksanaan kesepahaman (Mold antara Menteri dengan gubernur,
pimpinan kementerian/flembaga pemeriatah, danfatan  pimpinan
lembaga non pemerintah.

Pasal 9
Jumlah alckasi BSPS diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah
rumah tidak layak huni yang ada di kabupaten fkota.,
Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimang
dimeksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingiat
kepedulian kabupaten/kate dalam penanganan rumah, tidak layak huni.
Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupatenj/kota scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
8. memiliki unit kerja bidang perumahban serendah-rendahnya setingkat
eselon MI;
b. sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atan
¢, memiliki dana sharing dari APBD untuk biaya operasional SKPD
kabupaten/kota dalam pengawesan dan pengendalien BSPS yang
berasal dari APBN.

Bagian ketiga
Persyaratan Permohonan
Pasal 10
MER yang memohon BSPS harua memenuhi persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi ascbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini
dar :

a. surat permohonan dari MBR;
b. surat pernyataan dan kuasa di atas materal secukupnya yang
menyatakan:

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun
barang yang Dbersumber dari APBN  danfatau  APBD
provinsi/ kabupaten fkota;

2. tapah merupakan milik sendiri dan bukan tensh warisan yang
belum dibegi;

3. sstu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya
atau belum memiliki rumah;

4, akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;

5. tidak memberiken dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih
a -

6. bep::::gguh-sunguh mengilkuti program BSPS dan melaksanakan
semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS;
dan

7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan
informasi isi rckening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu
diperiukan.
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3)

(3)

()

(1

c. fotokepi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai
anah; atau surat keterangan menguasai tanabh dari  kepala
desa/lurah;

d. lotokapi KTP nasional, atau KTP scumur hidup; dan fotokopi kartu
keluarga;

e. surat keterangan penghasilan darni tempat kerja bagi yang
berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang
berpenghasilan tidak tetap; dan

f. QK dan RPD BSPS.

Bentuk surat permohonan, surat pernyatean dan kuasa, serte surat
keterangan penghesilan sebagaimana dimakend pada ayat {2} huruf a,
huruf b dan huruf ¢ terlampir scbagaimana Lampiran I; Lampiran 1i;
Lampiran il Peraturan Menteri ini,

BAB Il
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Begian Kesatu
Deputi
Pagal L1

Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

a. perumusaan kebijakan dan menctapkan petunjuk teknis pelaksanasn
BSPS;

b. koordinaai pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang
tugas dan fungzinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di
tingkat pusat dan daerah;

¢. sosialisaai kebijaken BSPS,;

d. menetapkan lokasi desa/kelurshar, atau kecamatan di setiap
kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan

e. pengawasan dan pengendalian serta evaiuasi pelaksansan BSPS.

Dalam melaksanaken tugaa dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat dibantu oleh

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} provinsi yang membidangi
perumahan dan/atau Kepata SKPD katnupaten/kota.

Bagian Kedua
Satuan Kerja
Pasal 12
Kepala Satker melaksanakan tugas dan tanggung jawah:

a. menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tap

kabupaten/kota;

menetaplan tata keloia pencairan dana BSPS;

mengesahkan surat keputusan pcmmma.bamuan

bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana

BSPS kepada penerima bantuan;

e. membuka rekening penampungan pada bank/poa penyabir sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS
kepade Menteri melalui Deputi;

g melakukan selekai TPM;

Ao o
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h. membentuk dan menetapkan tim teknis;
i, melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS;
j- membuat petunjuk teknis; dan
k. melakukan eclcksi bank/pes penyalur; penyedia barang dan pihak
ketiga lainnya.
{2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, Kepala Satker dibantu oleh PPK dan PP-SPM.

Pasal 13

(1) PPK sebagaimana dimakaud dalam Pasal 12 ayat (2} melaksanakan tugas
dan tanggung jawab ;
a. melakukan proses seleksl calon penerima BSPS;
b. penentuan dan penciapan surat keputusan penerima BSPS;
c. melakukan periikatan perjanjian dengan pihak %etiga;
4. melakzanakan pembayaran;
e. mengajukan SPF BSPS kepada PP-SPM sceuai dengan peraturan
perundang-undangan;
f. melalkukan penelitian atas laporan penyaluran dana B3PS yang
disampaikan oich bank/pos penyalur;
g memasxtikan penyatluran dana dan/atau barang 8SPS kepada penerima
B8PS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasarary
h. melaknkan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh
bank/poa penyalur, penarikan dena oleh penerima bantuan dan
konstruksi oleh KPB atau penerima bantuen;
i. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; dan
j- memiaglitasi pembuaten GK dan RPD oleh KPB.

(2) Dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimalcsud
dalam ayat {1} huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

Pagsal 14

PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas
dan tanggung jawab :

& melakukan pengujian atas SPP dari PPK; dan

b. menerbitkan SPM-LS.

Baglan Ketiga
Tenaga Pendamping Masyarakat
Pasal 15
{1} TPM dapat berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.

{2} TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
a. memberlkan bimbingan teknis kepada KPS dalam melaksanakan
pembelian bahan bangunan dan pelaksanasn pembangunan; dan
b. membuat laporan progres pekerjsan mulai 0% [nol persen), 30% (tiga
pulub persen) dan 100% {seratus persen).
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Pasal 16

(1) TPM scbegaimena dimeksud datam Pasal 15 ayat (1) diangkat dan
ditetapitan oich PPK.

{2) Kriteria, perayaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebib lanjut dengan
Petunjuk Teknis Deputi.

Bagian Keempat
Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten/Kote
Pasal 17

(1) Scbegai anggota tim tcknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan
ugae dan tanggung jawab ;

a. membantu  Satker dalam  pelaksannan identifikasi, soeinlisani,
pendataan dan pemberdayaan; dan

b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksansan identifikasi,
sosialisasl, pendataan dan pemberdaysan yang dilakukan oleh pihak
ketiga,

{2) Dalam melglsanalcan tugas dan tanggung jawab acbagaimana dimaksud
pada ayat [1), kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat
bawahannys.

Bagian Kelima
Kepala Desa/Lurah
Pasal 18

Sebagal anggota tim teknis, kepaia desa/lurah melaksanakan tugas den

tanggung jawab :

a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;

b, memberi keterangan penghasilan bagi warganys yang tidek memiliki
penghasilan tetap;

¢. memberi keterangan status penguessan taneh bagi warganya yang belum
memiliii surat kepemilikan tanah {sertifiknt hak atas tanah}; dan

d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data
Permohonan BSPS.

Bagian Keenam
Kelompok Penerima Bantuan
Pasal 19
(1) KPB melaksanskan tugas dan tanggung jawab:

a. memabuat GK dan RPD yang difasilitasi olch PPK;

b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan cdalam
DRPB2;

c. membell bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesusi
dengan rencana pembelian behan bapgunan yang tertuang dalam
DRPH2 sehagaimanea dimaksud pada huruf b;

d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesusi dengan GK dan RPD
sesusi waktu yang ditetapkan dalim Peratuan Menteri ini; dan

c. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana danfateu
barang untuk menambah BSPS.

10
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(2%

(1
2

(3}

@}

(St

)

(1}

()

Dalam melaksanakan tugas dan tangguog jewab sebagrimana dimaksud
pada ayat {1} huruf c, KPB dibimbing, diawast dan dikendalikan oleh
TPM.

Pasal 20

KPB sebagaimans dimaksud dalam Pasal 19 ayat {1} beranggotakan MBR
penerima BSPS.

Jumtah anpgota KPB paling rendah 7 (tujith) orang dan paling tinggi t1
(acbelas) orang dengan jumiah ganjil.

Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurshan lebih dari 1
{satu}, KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB |, KPB
I, dan geterusnysa.

Susunan keanggotaan KPB scbagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri
dari:

a. ketua merangkap anggotsa;

b, sekretaris merangkap anggota;

¢. bendahara merangkap anggots; dan

d. anggota.

Keanggotaan XKPB scbegaimans dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan surat keputusan kepala desa/lurah.

Bentuk surat keputuzan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertampir
sebagaimana Lampiran [V Peraturan Menteri int.

Bagian Ketujuh
Bank/Pos Pemyahur
Pasal 21

Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

& menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerizma BSPS;

b. menyalurkan dana BSPS kepada perrerima BSPS;

¢. menyampaikan informasi kepada kepaia SKPD kabupaten/kota atas
tetah dizaturkan dana BSPS tahep |1 dan tahap Il ke rekening penerima
BSPS;

d. menerbitkan tabungan eatas nama penerima BSPS di  tap
desa/kelurahan;

e. melayani penarikan  tabungan olch penerima BSPS di  tiap
desa/kelurahan;

(. melakuken transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat
pentbelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan

g menymmpaikan {aporan penyaluran dan penarilean tabungan kepada
PFK.

Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksid pada ayat

{i) huruf e, bank/poa penyalur harus melakukan hal-hel ;

&. mencocokkan nema penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera
dalam buku tabungen dengen nama penerima, alamat dan nomor KTP
yang tertera pada KTP aali; dan

b, melihat DRPB2 yang sah daiam melakukan transfer/mengiritt dana
penerima BSPS ke rckening tempat pembelian bahan bangunan atas
permintaan KPB schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
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178


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

{3) Tata cara membuat laporan penyahiran dan penarikan tabungan kepada
PPK scbagaimana dimaksud pada syat {1} huruf g diatur dengan Petunjuk
Teknis Kepala Satker,

Begian Kedelapan
Penyedia Barang
Pasal 22
Penyedia barang BSPS melaksanaltan tugaa dan igngrung jawab ;
a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuni dengan kontrak;

b. menyerahhan barang BSPS kepada penerima BSPS atau XPB sesuai dengen
jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;

¢. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan

d. memberikan keterangan-keterangan yang diperfukan untuk pemerikgaan
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.

BAB IV
SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGQUNAAN DANA
Bagian Kesatu
Sumber Dana
Pasal 23

(1) Dana BSPS bersumber dari APBN; APBD provinsi; atau AFBD
kabupaters fkota.

{2) Dana BSPS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) disediakan dalam DIPA Saturn Kerja di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat

(3] Pagu dana dalam DIPA scbagaimana dimeksud pada ayat (2) merupalkan
batae tertinggt pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan
dalarn sizatu tabun anggaran.

Bagien Kedua
Besar Bantuan
Pasal 24

{1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR paling sedikit 60% {enam
puluh persen) dari kehutuhan minimal biays pembangunan atau
peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak
huni.
{2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat {1] tidaek termasuk
untuk membayar retribusi ljiz mendirikan bangunan (IMB].

12
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1)

(2)

(3)

)

{5)

©}

{8)

4

Bagian Ketipa
Penggtnasn Dana
Pasal 25

Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau
peningkatan kualitas dinding =isi luar bangunan, atap dan lantai
schinggea memenuhi kecukupen minimal luass dan kualites bangunan
#erta keschatan bangunan rumah terbangun.

!(ecukupan minimal Juas hangunen sebagaimang dimaksud pada ayat (1)
ialah luas lantai bangunen 36 m? (tign puluh enam meter persegi) atau 9
m? {sembilan meter persegi} per anggota keluarga.

Kecukupan minimal kualis bangunan den keschatan bangunan

scbagaimana dimaksud pada ayat {1) ialah:

a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;

b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar,
atau batako terpasang rapi tanpae plester; atau papan kelas tga
terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;

¢. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;

d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum
kabupaten/kota sctempat dan ventilasi udara untuk kecukupan
cahaya matahari dan sirkulasi wilara yang rmmasuk k& dalam rumah;
dan

€. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding
paling rendah 60 ¢m {enam puluh centimeter) terbuat dari bahen batu
bata divpayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.

Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan
minimal scbagaimana dimeksud pada ayat {1} dan ayat (2}, barus
ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari
sumber iain dilvar APBN dan APBD.

Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimakaud pada ayat {4)
dapat berupa |{diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai
kualitasnya.

Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumahj;
plester dinding; plafon; pengecaten; upal kerja; dan ongkos angkut
bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima
bantuan, dan/fatau dar: gumber lain diluar APBN dan APBD.

Dalam bal penerima bantuan tidek memiliki kemampuan dana swadaya
sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal
sandiri, dana BSPS dapat dipunakan untuk biaya upah kega paling
banyak 15% (lima belas persen).

Bahan dinding sisi dalam yang berasal darl swadaya penerima bantuan
dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD, dapat menggunakan
bahan multiplek; GRC; dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuen
penerima baniuan.

Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kuatitasnya benrpa rumah
panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana BSPS sepanjang
tidak melebihi dari biaya rabat beton.
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(10) Dalam hal perbailan lantai scbagaimana dimaksud pads syst (9)

memerlukan biaya melebihi dari blaya rabat beton, gisanya menggunakan
dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN
dan APBD.

{11) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan

(1}
(@)

(1)

)

(1)

{2)

(3}

@

15}

penerima bantuan dapst mengubah bentuk rumab panggung menjedi
rumah tapak.

Pasal 26

Penggunaan dana BSPS scbagaimana dimakewd dalam Pasal 25 ayat (1)
harus dituanglan dalam bentuk GK dan RPD.

Pedoman pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksixd pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

BAB V
PENETAPAN LOKAS] DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN
Beginn Kesatu
Penetapan Lokasi
Paeal 27

anan.g:ananPBatnuPTdanPKdﬂakulmnmmaiabcmaﬁk
desa/Kehirahan demi desa/kelurahan atau kecamatan demi kecamatan.

Siatematik scbagaimana dimaksud pada myat (1) adalah penanganan
secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau backiog di desa/kelurahan
atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.

Pasal 28

Deputi menetapkan lokasi desa/kelurahan atau kecamatan di setiap
kabupaten/kota sebagai kkasi BSPS atas permohonan dari Kepala
Satker.

Satker meiakukan identifikaxi desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota
sebelum mengajukan permohenan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).
Identifikast desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilakukan menurut skala prioritas penanganen sceuai dengan anggaran
yang tersedia dalam DIPA.

Desajkelurahan  &tau kecamatan yang menjadi skala prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurit tingkat kemiskinan
dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skela desa/kelurahan
maupun kecamsatan.

Deput! menetapkan nama desa/kelurahan atau kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) scbagai lokasi BSPS sebelum tabun pelaksanaan
kegiatan BSPS dengan istilgh Tahun minus satu atau disingkat T-1.
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Bagian Kedua
Pendataan Celen Penerima Bantuan
Pasal 29

Batier melakoulan soaialisasgi, percatasn dan pemberdayaan calon penerima
bantzan pada desafkelurahan yang telah ditctapkan scbagai lokasi BSPS
delam T-1.

¥

{2)

{3)

(4]

{1)

)

4

(1

Pasal 30

Dalam melakukan soeialieasi, pendetaan serta pemberdayaan calon

penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepala Satker

dapat melibatkan pihak ketiga.

Kepala Satker membentuk tim tekoia di tiap kabupaten/kota untuk

pengawasan dan monitoring pelaisanaan identifikesi, sozialiasi,

pendataan den pemberdayaan.

Tim teknix sebagaimana dimaicsud pada ayat (2) beranggotalean dari

unsur Satker atau unsur aeisten deputi yang menangani pemberdayaan

komunitas; pendataan; sostalisasi; dan sumber daya swadaya.

Tim teknis scbegaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur

dari kabupaten /kota, yaitu :

a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannys yang ditunjuk;

b. kepaln Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejahat bawahannya
yang ditunjul;

c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sogial dan
pemberdayaan masyerakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;

. camat; danfatau

. kepala desa/lurah.

Pasal 31

Pendatasn calon penerima bantuan dilakulkan dengan menggunakan
formulir Data Permohonan B3PS,

Informasi yang dicantumian dalam formulir Data Permohonan BSPS
scbagaimana dimaksud peda ayat {1) harus didukung dengan bukti
tertulia.

Bukti tertulis scbagaimana dimaksud padsa ayat (2} adalah semua
persyaratan administrasi sebagaimana dimeksud dalam Pasal 10 ayat (2).
Bentuk formulir Data Permohonan BSPS schagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlampir sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Hasil pendataan sebagaimans dimaksud dalam Pasat 29 terdiri dari :

a. buku data BSPS por kecamatan atau per desa/kelurshan;

b. buku kelengkapan persyaratan adminiatrasi per KPB;

¢. surat pertenggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan

d. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksasn dokumen data
permohonan BRSPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan
ditanda tangani alek tim teknia.
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(2} Delam hal pendatasn dilakuken olch pihak ketiga, hasil pendataan

(1}

@

(3

dilengkapi :

R surat perianggungiawaban mutlak dari petugas pendataan
schagaimans dimaksud pada ayet (1} huruf ¢ harus diketahui oleh
Direktur atau salah satu Direksi yang membidangi pendataan,

b. berita acara hasil pemerikiaan sebagaimana dimaksud pada syat (1)
buruf d dilakukan dan ditandatangani olech tenaga ahli yang tercantum
dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Direktur atau Dircksi yang
membidangi pendataan.

BAB VI
PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG
Bagian Kesatu
Penctapan Penerima Bantuan
Passl 33

PPK menerbitkan Surat Keputitaan Penetapan Penerima Dans dan/atau
Barang BSPS berdasarkan berita acara hasil pendataan.

Surat Keputusan Penctapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS
schagaimana dimaeksud pada ayat (1) diterbitkan desa/keiurahan demi
desa/kelurahan yang diurut berdasarkan KPB.

Surat Keputusan Penctapan Penerima Dans danj/atauw Barang BSPS
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus diserahkan kepada bank/posa
penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak
tanpgal ditetapkannya surat keputiisan tersebut.

Bagian Kedua
Pencairan Dana
Pasal 34

PPK membayar dana BAPS dalam 1 {satu} tahap.

{1)

(2)

n

Pasal 35
PPK menerbitkan SPP paling lambat 2 {dua} hari kalender sejak
ditetapkan Surat Keputusan Penerima Dapa BSP8 schageimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

PP-SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 {tiga} hari kalender scjak
diterbitikcannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1].

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana
Pasal 36
Bank/pos penyalur menyalurkan dana BSPS scbagaimana dimaksud
dalem Pasa! 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bmbakbukutabunguu.
untul atas nama pencrima BSPS paling lambat 30 (tiga puiuh) lum
kalender acjak diterbitkannya SP2D atau scjak dana masuk ke rekening

pTnampingan. "
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(2)

3)

{4)

{n

@

()

()

Bank/pos penyalur menyerahlcan buku abungan yang telah berisi dana
BSPS kepada pencrima BSPS per KPB paling lambat 7 (tujuh] hari
kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan.

Bank/pos penyatur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling
lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penasikan dana
B3PS,

SP2D scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh Sumt Perintah
Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendeharaan
Negara (KPPN) seisku Kussa Bendahara tfmum Negara (BUN) untuk
pelaksansan pengeluaran atas beban AFBN berdasarian SPM-LS.

Bagian Kesmpat
Pentyajuran Barang
Pasal 37

BBPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 3 ayat {1) hurnf
b disaturkan kepada penerima bantiuan melatui penigadeaan barang.

Pengadaan bareng schagaimana dimeaksud pada ayat (1) dilakulkan
dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannys
mengikuti  peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerincah.

Pasal 38

Penyedia barang menyecrahkan barang BSPS berupa bahan bangunan;
komponen banguman dalam bentuk pabrikaei sebagaimana dimaksud
dalam Pssal 3 ayat (2) huruf a dan hurf b; dan/etau utilitas yang
metekat pada rumah swadeya scbagsimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{5), dengan cara menycrahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-
masing penecrima bantuen yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepalas
desa/lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS
dan foto ketika menyerahkan barang.

Datam hal bareng BSPS berupa pembangunan PSU yang melekat kepada
komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(6}, penyedia barang menyerahkan barang BSPS dimakeud kepada ketue
KPB yang disaksikan oleh kepala desa/lurah dan kepala SKPD
kabupaten/kots atau pejabat yang ditunjuknya dengan dibuktikan berita
acars scrah terima barang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DANA
Bapgian Kesatu
Penarikan Dana Tabungan
Pasel 39

Penarikan dana tabungan dilakukan bersamasan dengan pembelian bahan
bangunan olch penerima bantuan.
Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimena dimaksud pada
ayat {1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat
pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan
dana tabungan.

7
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{8}
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@
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@

{8)

{1

Penerima dana BSPS menarik dana BSPS pada tabungannya 2 {dua)
tahap.

Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap | dari tabungan
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dit=rimanya buku
tabungen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {2).

Penerima dana BSPS harus menarik dans BSPS tahap Il dari tabungan
paling lambat 60 (enam puluh} hari kalender sejak diterimanya buku
tabungan scbaegaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {2} dan swiah
menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedildt 30% (tiga
puluh persen) atau sudah membelanjokan dana BSPS tahap 1 scbesar
100% {scratus persen) dan sudah mulai membangun.

Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh
pencrima bantuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan dengan Petunjuk Teknis Deputi.

Pasal 40

Penariken dana BSPS tahap | scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat {4) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap [ yang telah disahkan oleh
PPK.

Penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud delam Pasal 39
ayat {5} harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap [l yang disahkan oleh PPK.

PPK mengesahkan DRPB2 tahap [f sctelah mengeveluasi laporan progree
pembangunan fisik paling sedikit 30% {tiga puluh persen) dan bukti asii
perobetian bahan bangunan tahap 1.

DRPB2 tahap [ sebagaimana dimakaud pada ayat (1] dibuat paling lambat
4 (empat] hari kalender sejak diterimenya buku tabungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

PPK mengesahkan DRP82 tahap | scbagaimans dimaksud pada ayat {1}
dan DRPB2 tahap I scbhagaimana dimaksud pade ayat (2) paling lambat 3
{tiga) hari kalender sejak KPB menyelesaikan DRPB2 tahap 1 dan DRPB2
tahap Il.

DRPB2 tahap I acbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan berpedoman
pada GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 hurufa.

Pasal 41

KPB melakaanaken pembangunan rumah atan peningkatan kualitas
rumah haruzs sesuai dengan GK.

Dalam hal penerinta bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan
tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya
lebihk meningket dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK.
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Bagian Kedua
Pefaksanaan Pembangunan cleh Kekmpok Penerima Bantuan
Pasal 42

{1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah
atau peningkatan kuslitas rumah dalam wakiu yang ditentuikan dalam
Peraturan Menteri ini.

(2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau
peningkatan kualitas rumeh dengan progres paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (S5} paling
lambat 45 (empat puhih lima) hari lalender sejak penarikan dans BSPS
tahap | scbagaimana dimaksixd dalam Pasal 39 ayat (4).

{3] Penyelessian pembangunan rumah atsu peningkatan kualitas rumsh
dengan prugres 100% (seratus persen} paling lambat 60 {enam puluh) hari
kalender sejak penarikan dana BSPS tahap 11 scbagaimana dimaksud
dala:mt Pasal 39 ayat (5).

Pasal 43

{i) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana
dan pelaksanasn pembangunan yang dilaiukan oleh KPB.

(2] PPK melakukan pengawasan terhadep pengadasn barang BSPS
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 37 ayat (2) yang dilakukan olch
penyedia barang.

Pasal 44

Dalam melgkukan pengawasan dan pengendalian scbagaimana dimeksud
dalam Pasal 43 ayat (1} dan ayat (2), dac pengesahan DRPB2 tahap ! dan
tahap (I scbagaimana dimakasud daelam Pasal 40 ayat (1) dan (2), FPK dapat
menunjuk plhak ketiga.

Bagian Ketiga
Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya

Pasal 45

¢t) Dalam hal penerima dana BSPS tdak memenuhi kriteria dan persyaratan
pmnrﬁnabanmnhmnammhalyungﬂmbu]kemudianhaﬂmlah
diterbitkan surat keputusan penctapan penerima dana B8PS, PPK wajib
menarik kembali dana BSPS dari tabtingan penerima.

(2) Dalam hal penerima dana BSPS meninggal dunia scbelum penarikan
tabungan dan tiklak memiliki ahli waris yang mencmpati rumeh yang
aken diperbaiki, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan
pencrirna.

{3) Penarikan kembali dana BSPS dari wbungan pencrima sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2}, dilafoukan olch PPK melalui surat
perintah kepada bank/pos penyalur uniuk meminiahbukukan dans
BSPS dari rekening tabungan pensrima ke rekeming penampungan atas
nama Satker untuk kemudian disetor ke Rekening Kas Umumm Negara,

186


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4) Peoyetoran dana BSPS ke Rekening Kas Umum Negars scbageimanae
dimakend pada ayat (3} mengikuti ketentisn peraturan perundang-
undangan.

Pasal 46

{1} Penerima BSPS dianggap ingkar janji melaksanakan pemyataanmya
apabila :

a. tdak menarilc dana tahap | dalam wakeu 15 (lima belas) hari kalender
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat {4);

b. tidak dapat roenyelesaikan progres pembangunan rumah atau
peningkatan kualitas rumah scbesar 309% {tiga puiuh persen) dalam
waktu 45 (cempat puluh lima} hari kalender schbagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2); dan

¢. tidak menarik dana tahap [I dalam waktu 60 [enam puluh) hari
keiender sebagaimana dimalksud dalam Pasal 39 ayat {5).

(2) Dikecualikan dari ketentusn syat (1) apabila penerima BSPS
melaksanakan sjaran agama/kepercayaan, adat istiadat, atau karena
dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.

Pasal 47

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan
rumah stau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% {tiga putuh persen)
dalam waktu 45 (empat pulubh lima) hari kelender dan sebesar 100% (seratus
perscn) dalam waktu 60 (enam puluh} hari kalender sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3}, PPK bersama SKPD kabupatenfkota yang
membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil jsmgkah-langkah untuk
melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

Bagian Keempat
Larangan
Fasal 48
{1) Penerima dana BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan
kepada pihak lain.
{2) Bank/pos penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dana BSPS
dengan surat kuasa.

{3 Bank/pos penyalur dilarang menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri
{ATM) dalam melayani penarilan tabungan dana BSPS.

{4} Dikecualikan dar ketentuan scbagaimana dimaksud pads ayat {1} dan
ayat [2), penerima dana BSPS hanya dapat memberi kuasa kepada
suami/istri atau ahli warie yang menempati ramah yang akan diperbaiki.

BAB VIl
PELAPORAN
Pasat 49

{1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan
berkala eetiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/berang
BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 {sepuiub) bulan berikutnya.

0
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(2) TPM wsjib menyampeikan laporan berkala aetiap bulan terbadep
pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPX untuk progres 0% {nol
pereen), pregres 30% ({tiga puluh peraen) dan progres 100% (scratus
persen) paling lambat tanggal 1G {sepuluh) bulan berilutnya.

(3) PPK melakulan komypilasi data laporan scbagaimana dirnaksud pada ayat
(1) dan ayat {2} untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satker dan
tembuszan kepada Deputi paling lambat tanggel 20 (dua puluh) bulan
berikutnya.

{#) Kepaia Saticer wajib menyampailsn kepada Menteri dengan tembusan
Deputi, yaitu :

a. laporan berkala bulanan peiaksanasn BSPS paling lambat akhir bulan
berikutnya.

b. laporan mhunan pertanggungiawaban pelakeanaan BSPS paling
lambat akhir Januari tahun berikutnys,

(§) Bentuk laparan dan tata cera pelaporan scbagrimana dimaksud pada
ayat {1}, ayat (2}, ayat (3) dan ayat (4) diatur ebih lanjut dengan Petunjuk
Teknis Kepala Satker.

BAB IX
SANKS] ADMINISTRATIF
Pasel 50

(Y} Bank/pos penyahur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat {1} huruf g dikenakan eanksi adminiatrasi
berupa surat peringatan tertulie.

{2) Bank/pcs penyalur yang lalai melaksanakan ketentuen sebagaimana
dimakeud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 48 ayat {2} dan ayat (3)
dikenakan sanksi membayar kemball kerugian akibat kelaleian
dimakauc.

{3) Bank/pos penyahur yang lalai melaksanakan ketentuan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat {2}, dan/atau ayat (3], dikenakan
sankal admistrasi berupa pembayaran bungm yang besamya scsuai
dengan bunga pasar yang berlaku pada bank/pos penyalur,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Pemerintah provinsi dan pemerintsh kabupaten/kota yang memberi bantuan
stimulan perumahan swadaya bagi MBR dengan menggunakan dana APBD,
pelaksanasnnya berpedoman pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur lain
dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten /kota.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Semua tahapan pelsksanasn BSPS dalam rangka pelaksansan BSPS tahun
2013 yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini
tetap berlaku.

21
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BARB XI1
KETENTUAN PENUTUP
Paga} 53

Sejak ditetapkan Permturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan
berikut ini dicabut dan dinyataken tidak berlaku, yaiti:

. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 201t
tentang Pedoman Pelakaanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
bagi Masyarakat Berpenghaailan Rendah;

Peratiran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negars. Perumahan Rakyat Nomor
14 Tabhun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghaasilan Rendah;

Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012
peribal Pelaksanean Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya oleh Pemerintah Provinsi;

Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahum 2012
peribal Pelaksanaan Tugas Faxilitasi Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

Surat Edaran Deputi Biklang Perumehan Swadeya Nomor
61/DS/Tahun 2012 perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan
berikut ini tetap berlaku dan disesusikan dengan Peraturan Menteri ini,
yaitu:

Surat Edaran Deputi Bidang Perumahen Swadaya Nemor 54 Tabun
2012 perihai Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Calon
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);

Surat Edaren Deputi Bilang Perumahan Swadaya Nomaor
81/DS/TAHUN 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan
Bantuan Stimulan Perumahan Swardaya (BSPS);

Surat Edaran Deputi Bidang Perumshan 8Swadaya Nomor
96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan
Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan; dan

. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor

01/SE/DP8f2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Ketja dan
Rencana Penggunaan Dana B3PS,
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Pasal 54
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

ttd
DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 904
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LAMPIRAN |
PERATURAN SENTER PERUBAANAN RAKYAT
MOBIOR D8 TAHLN 2013

............ PR | I
Kapada Yth..
Pejaburt Pambual Kamitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya

berhubung ssat Ini saye menghuni mmah yang tidak [ayak hund di ates tanab eendirdbelum
memilid rumab telapt mesniiki anah sendiri(*), sementara saya memiiki kelsrbatasm daya
bofl karena penghesisn dl bawah upah minimum provinsl, dengan ini aya mengajukan
permotonan bantuan stimulan perumahan swodayp tahun 20... kepada PPK untuk
dipattinsbengken,

Sebagal dasar pertimbangan PPK, barsama Ini says lampirkarc

a. mrat pemyptoan dan kmsa;

b. fotokop! pertilfiod hak stas ienah/fctokopi sunat bukll menguasal tanah/surel kelerangan
manguisal tanah dan kepala desafurah(‘);

c. WMMQ.WWMWMMMM
seurmur hidup*};

d. surat keterangan penphasian i tempat kerakiar kepsta deeadiurah(*); dan

a. gambar kerdja (GK) dan rencana penggurasn dana {RPD) BSPS.

Demikion surat permohonan inl besertn lampirarswa saya bust dangan sebenar-bsnamya
sosual dengan peratursn permdang-undengan untuk  kirsnya PPFK  berkenan
mengabulkanrya.

Pemohon,

{nama langkep dan tanda tangan)
Catatan
{*) oot yang tidak periu
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LANFWRAN §
PERATURAN MENTERI PERUSAAHAN RAXYAT
NOROMR 05 TARUN 2018

SURAT PERNYATAAN DAN KLIAGA

Saya yang bertandia tngan & bawsh ini .
Nama  eresrieseiessressasean ira vanes rassTraRs FeRRTRRSS FrRET R TRPen ceaa rrae s
Urmur A (111 : |

dengan i menyatakan :

belum permah mensrime baniusn rumah barupa dans maupun barang yang bersumber

thari APBN atau APBD;

tanah merupakan milik sandird dan bukan tansh warisan yang belum dibagh

satu-gaharya rumah yang itk untuk ditingiation kusitasnya/bsiim memild namah("L

aan manghuni sendirl rumah yang mandapat BSPS,

tidak memberikan dana BSPS yang sikiah diterima kapadia pilak lein dalam bentuk dakh

apapun,

bersungguh-sunggub mengikuli progmm BSFS dan melaksansimn semua paraduran

peruncang-undangan dalain pelsksanaan BSPS; dan

7. mamber kuasa kepads bank/pos penyaiur untuk meryamgsilan informest kel rekening
tabungan kepada FPK sowaktu-wakiu diperiukan.

)
.

mhan

-

Demikim surat psmyataan ini saya bust dengen sabenamyp dl otas kartas bemaderal
secukupmya. Apabis gaya membuat pamyetaan inl tdak dengan sebenarmys, saya beraadia
diluniul dt hadapan hukum sesusi paraturan penmdang-undangan

Yang menyatakan

Catalan:
{*) coret yang tidak pesiu
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LAMPIRAN Rt
PERATURAN MENTENT PERUMAMIAN RAXYAT
NOMOR D6 TAHUM 2013

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saye yang bertandd tangan i bawah ini |
Nama s R

.....

Demikian sursl ketsrangan penghagian ini diluat dengen sebansmya unhik kepesfuan
permohonan bantusan siimuian perunahan swedaya tahun 20...

PNt b

Catatary

{*} corel yang tidsk peiu

{**) diisl dsngan deta pambum Keterangan
{"*") diiel dengan data calon paneima BSPS
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PENBENTUKAN KELOMPOK PEMERIA BANTUAN STIRULAN
PERLUMAHARN WADAYA TAHLI 20...

Menimbeng I & betwa urtuk melsiaanakan keieniuen Prsal 20 syat (5) Pamlunn Mamer
Parum shah Raskyart Nomoe 08 Tahun 2013 tentang Padoman Peisksansan Esrtuen

Simien Pananahan Geaceyx
& bahwa anggoth eompok yang dibtiapicn dalem kepuiusen it lolsh memenuls

. bhebv berdmparien partimbengan pehmpaircans dinkshind paats hund & dea hund
Katorspch Panacirna Banbuoan Stmaten  Parvsreshan Syradays Tahon 20..
Mngingal 1 Y. Perstirsn Mentert Perumshan Rakyet Nomor 06 Taln 2013 ientang Pedaman
Palskasrarn Bardumn SEmllan Perumstitaen Swedeya;

2 Sural Wepulsen Dapits Bidang Perumehen Swedeye Nomor - __Tein 20.
witang Fanslepen Lokl Depafeioshen Penwima  Bantues  Sameten

Parunahan Swadays T ahun 20..,
MERITUSEKAN
Mty i REPUTUSAN KEPALA DEBAALRAH™  .cnnnnmmmmnieenem. TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERWMMA HANTUAN STIMULAK PCAUMAHAN
SWADAYA TAHUN 2.
MESATU : Membenkk heliompoh peNeAMe bankusn alimilen pecurmhet  WNEO0MS  yYen)
el
Jenis [
s, Nt pronen Burtwes. | Bantuen i
PP | ) Kaenguainm
Yl MErengian
y | S e mearairir —
> Sekrenrs.
ETRSAD ANO00Ls
Bené=o
& NI GHAD IGO0
4, Angpint
asl
. Angixts

KEDUA L Wnputemn i Swisic sejak nGOW thetapiem darge RSN SHgNs etk Kis tubek
dan dpebeic sebepeimans M, JRE demudien hed Wmysia tendapet keicairuen of daln:

peniarn haputokkn ik
DITETAPKAN DN © oo reirire e
TANGGAL e rererasnaiBilisneesans
KEPALA DESAAURAH (*] ..r - — — s rmsisinin:
{nems isngkan 1P, de teocetanaent
Catntwr
(*) cone yang Kdak pecty

{™) déisl dengan angica samawt seperl KPR | KPS K, KPS 1), dan sclenmsyn
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NOMOR 0 TAHU 2043
DATA BASYARAKAY
PERUMAMNAN BWADAYA
DEBANKELURAHAN' ... .comveeemenane RECAMATAN.......ocouunn -
WABUPATER. . —..coiveeenens ~ PROVINAL......ccconnnnininnn
Romor Uil 1
abiek
= 1
weeas - SHAAHOEEHH R
Al :
ey Tanpgunosn i omng
Penghasian par Gulen (Rp)

Folp Perspekdif Rumah
mm 3 L2 Ticdak Layak Hund
Kondw: Lantsi :mm:

Kondls! Atap * LuywisTioek Layak *

Bkl Pengussaw Tangh : Bortiicl Hak Ata TangtvSural Keterangen PeishaliBukt| Luin
Kebtvrgicapan Utites Rumeh  * Ligirikidd BersihviCX ™

Nowmor Urul H

Dbk

L) 3

moeeonae  CHHOAAAEAEEA
Hoaret :

Jusrttsh Tenggungan T otang

Panghatsi par Butan (Rp}

Foto Perspelkdf Rumah
iy - — Titak Layak Huné
Kondial | actul i LayaiTiowk Layed *

Korsfisl Dirding . Lapan/Tiden Leyek ™

Konckel Abap t Laysw/Ticel Leyok -
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Standard Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014

Pengajuan data MBR kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)

v

Verifikasi data calon penerima bantuan oleh Kemenpera

.

Kemenpera menginformasikan SK Penetapan Penerima Bantuan kepada KPB

v

Sosialisasi pelaksanaan BSPS kepada KP8

v

Pengumpulan informasi terkait GK, RPD dan DRPB2

|
v

Penyaluran dana bantuan BSPS kepada KPB

|
v

Proses pembangunan peningkatan kualitas

¥

Laporan kegiatan kepada penanggungjawab kegatan

v

Pemeriksaan hasil kegiatan oleh Pembuat Kebijakan .

Sumber: Kantor Desa Panduman (wawancara dengan bapak Ahmad Supriyadi)
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Lampiran Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jatim dan Bali
No: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
NOMOR: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014
DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER
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: KEMENTERIAN PERUMAMAN RAKYAT
SATUAN KERJA PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA

A & 1. Gader Potah I o 1 LL W Koaynian Bar lakads Salatan Lzl 10
v Tale (Fax (G213 225059/ £{021) 7225501 (sectal)
J W KEM2 Yt Goad
KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDTAAN RUMAH SWADAYA
WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
NOMOR : 247/PK-PRS,5/ PP-BSPS/D6/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2034
DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBI}K KABUPATEN JEMEER

PEIABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI,

Manaimbang : 8. bahwa vLrtuk penyaluran dana BSPS whun X014 1 Dess
raacuman  Kecamglan  felbuk  Kabupaken  Jemiwr,  neriu
meaatapkan penetima BSPS;

G. bahwa meme-némez perenma  BSFS  yang tercantum  daiam
Lampiran Surat Keputusan iny telah memenchi «riteriz daa
porsyaratan setagamena dirmaksud dalam Pasal (4), Pasal i5), dan
Pasal 10) Peraturer Menter: Perumahan Rakyat Nomor 06 Tzhun
2013 tentarg Pedoman Pelekeanaan Bastuan Stiqulan Perumehar,
‘Swadaya;

€. bahwa terpenchinya  RAteria dan  persyeretin  sebagaimang
dimaksu¢ dalam huref b, cigasarkan pada Berita Acara Hasil
Pendataan Calon Penerima Bantuan Stimylan Perymabar Swadaya
PT  Surveyer Indonesia  Momor  8A-15/MPREMENFPERAQ3-
INFAS/XI[2013 Lanyge!l 16 Desembaor 2013 dan Surat 2arayatean
Tengeung Jawen  Mutlak  Nomor  SRY- 190 [NFAS-XUAHW/ 213
tirggel 16 Desemon 2013,

d. Bahwa berdasarier pertimsaagen sebogaimana dimaksud dalzm
huzaf a, Rurof b, a0 nueel ¢ serly menetapkan Suiat Kepoiusat:
Pziaber Pembuet Komilmen Penyizgiaan Rumah Saadava Wilayak
faws Bagien Timwr den Ball heniang Perelsparn Pencrima BSRS
Tzhua 4angoaran 20i4 di Drese Parduman Kecamatcn  Jelbik
Kalapaten Jember.

Mangingat i e Unoarng-Undeng Nomnr @ Tarun 2011 terianyg Pergmahisn dan
Kowasan  Pennokenat ([embaran Regara Repeblik  [oonedia
Tahun 2015 Nomzr 7, Tamizanan temiberan %2qara kepublic

Trcoreg:a WMo Zi%5),

b

Uneara-4iaang  keswe 190 Tahon 2073 taq'zis Moo
Pendapatan car Beloje Neyard Tabun 2005 (Lenskaran Negasa
Republix Inderizyie Telwn Z0LZ Somar 226, Tameanan L2moaran

Negara Fesublv [idzirese Nomor 3351,
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Menetapkan

Kesatu

10.

115

12.

Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer
04 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala
Satuan Kerfa, Kepala Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerfa di
Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;

Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun
2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi BSPS Tahun 2014;

Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun
2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembslian
Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan
Swadaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penugasan Pejabat
Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa
Bagian Timur untuk Menangani 8antuan Stimulan Perumahan
Swadaya di Provinsi Bali;

Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan
Swadaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Stimulan  Perumahan

Swadaya; dan

Perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Pemberdayaan
Perumahan Swadaya dengan Bank BRI Nomor ! 01/SKB/SATKER-
PPS/03/2014 dan Nomor : 442/HBL.2/03/2014;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemberdayaan
Perumahan Swadaya Nomor 0091,01.1.452527/2014 Tanggal
5 Desember 2013,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN
RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN
2014 DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN
JEMBER.

Menetapkan nama-nama penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.
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Kedua

Penerima BSPS wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)

&)

(6)

@

(8)
9

(10)

(11)

(12)

(13)

Penerima BSPS harus menggunakan bantuan sebesar dana yang
ada dalam rekening tabungan untuk meningkatkan kualitas rumah
sesual dengan gambar kerja;

Penerima BSPS harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah
paling lambat selama 105 hari kalender sejak penarikan dana pada
tabungannya di Bank BRI unit cabang desa atau terdekat;
Penarikan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2
tahap;

Penarikan BSPS tahap 1 paling lambat 15 hari kalender sejak buku
tabungan diterima dari Bank BRI unit kerja di desa atau terdekat.
Penerima BSPS harus membuat daftar rencana pembelian bahan
bangunan (DRPB2) dan disahkan oleh PPK yang diwakilkan kepada
pihak ketiga/Penanggung Jawab Base Camp BSPS Kabupaten/Kota
yang ditunjuk PPK, sebelum penarikan tahap 1 dan tahap 2;

Dalam melakukan penarikan tahap 1 dan tahap 2 penerima
bantuan harus menunjukkan DRPB2 kepada Uker BRI setempat;
Penerima bantuan harus mentransfer dana tahap 1 dan tahap 2
yang ditarik ke rekening toko/pabrik/grosir yang dipilih oleh KPB
sesuai DRPB2;

Dana BSPS tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) senilai
50% dari jumlah bantuan dana;

Penarikan dana BSPS tahap 2 dilakukan setelah penerima dana
BSPS menyelesaikan peningkatan kualitas rumah paling rendah
30%, yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil Pemeriksaan
Lapangan oleh Penanggung Jawab Base Camp BSPS Kabupaten /
Kota yang ditunjuk PPK, paling lambat 45 hari kalender setelah
penarikan dana BSPS tahap 1 atau paling lambat 60 hari kalender
sejek buku tabungan diterima penerima bantuan;

Penerima BSPS harus menerima dan menarik dana BSPS serta
melaksanakan peningkatan kualitas rumah secara berkelompok
dengan jumlah anggota 7 sampai dengan 11 orang;

Penerima BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan
kepada pihak lain, kecuali kepada suami/istri atau zhli waris yang
menempati rumah yang akan diperbaiki;

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas rumah dan pembuatan
laporan, penerima dana BSPS harus mengikuti arahan dari Tenaga
Pendamping Masyarakat (TPM).

Penerima BSPS harus melapor pelaksanaan peningkatan kualitas
rumah kepads Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan
Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali melalui KM-TPM
untuk disampaikan kepada PPK paling lambat 7 har kalender sejak
menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),
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Ketiga ¢ PPK akan menarik kembali dana BSPS dari rekening tabungan penerima
bantuan dalam hal ;

(1) Penerima BSPS tidak menarik dana BSPS tahap 1 paling fambat 15
heri kalender sejak diterima dana BSPS sebagaimana dimaksud
dalam diktum kedua pada ayat (4);

(2) Penerima BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan
tidask memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan
diperbaiki;

(3) Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan penarikan dana BSPS
dari tabungan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul di
kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan
penerima dana BSPS;

(4) Penerima dana BSPS menghalangi PPK untuk memantau
pergerakan dan/atau melakukan pendebetan dana yang ada di
rekening tabungan penerima dana BSPS; dan

(S) Penerima BSPS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana
diktum kedua, pada ayat (1) sampai dengan ayat (13).

Keempat ¢ Surat keputusan ini mulai berlaku sejek tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2014
Pejabat Pembuat Komitmen

Penyediaan Rumah Swadaya
Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali

N

NIP. !1]9620509 198503 1 003

_Sali in| mpai th:

Depat Bidang Perumahan Swadaya di Jakarta.

Kepala Karitor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I1.
Bank BRI seiaku Bank Penyalur,

Bupati Jember,

Asisten Depull Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunltas Swadays.
Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember,
KMTPM Pravinsi Jawa Timur,

Penerima dana BSFS ybs.

WENON SN
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LAMPINAN SUNAT REPUTUSAN MLIABAT PENMIUAT KOMITMIN PENYEDIAAN RUMAN SWADAYA WILAYAM IAWA EAGIAN TIMLIR DAN 8ALH

NOMON + AT/ FR-PHS 3/ PP-BEPS/06/ 2014
TANGGAL 1DIUNI0N
PERINAL | PENETAPAN PENERIMA BSPS TANLN 2014
PROVINS! CJAWA TIMUR
KASUPATEN/KOT | KABUPATEN JEMBER
WECAMATAN  (JEBLUX
DEBA/KELURANAL | DESA PANDUMAN
no | o NAMA s o KR ALAMAT TIMPAT TINGGAL "“"‘::“"" : mx
1 1 aETD 1 TSONZSULTREOIOE W DLW 001 DSN LAMPARAN .500.500 na18 BRI UNTT ARIASA
1 2 s t MOTIS2161000 [T 002/AV 001 DSH LAMPARAY TH00 (1) 1 UNIT ARIASA
3|8 wastan ‘ YS0291 TR0 | OJ/AW 001 BN LAMPARAY rwnce|  em WS UNIT ARIASA
i 4 [DARVANTO . YO8 2ANEB0000% lnwulwwx SN LAMPARAN 7.560 000 wm I UNIT ARIASA
] S |nmanman L YUOTISOI0TA20072 1moomwm OSN LAMIAAAN 7.500.000 [533) BRI UNIT ARASK
“ 6 s L FERISI04A5000 Inqwmm SN LAMPARAY 7,500,000 ] BRI URIT ARIASA
7 7. |Toma \ MSORIB0AIG0011) | NTO0/NW O3 DN LANSPARAN 7.500,000 a1y R UNIT ATGASA
n o | TAMmA " J5CU254107A20038 | KT OOA/RW 00T (50 LAMMRAN 2,560,000 wu R UNIT ARIASA
no| s lasen L 1500250007700224 | T DOA/KW 63 DSN LAMPARAN 730,000 1y W LT ARASA
W | m {sano L SCUASOI01MC001 | WT DOA/AW 0C3 DSH LAMPANAN 7.500.000 T8 BRI UNT ARIASA
u | n L 150975010765004% | KT 00L/WW 001 OSH BACEM 7500000 ba1s BRI LT ARIACK
1| u awie L IS09250803730007 (AT 0OT/6W 001 SN AALTM 2.500 000 ta1x B UNIT RRIASA
1| o ismaDeN i 5092510766004 |7 002/RW 0T QAN BACEM 7,500 600 (F3H] B UNIT ARIASA
| m lsana L ISOSISQIOTTIVON (KT IOV 031 BN BACIM 750000 (5] A UNIT ARIASA
13 | 15 (wmo ' FSURSAINTISOIY ln 00 /w D07 SN BACTHA 7.300 000 w21 WA UNIT AASA
w | w saro { 1UIS0106630001 Imowmm DN BALEM 7.500.000 ($31] B UNIT ARIASA
| o e ¢ SSRISDIOT TR Inmmmm 7.500.000 (o] A1 LT ARASA
n SR L TLOVIIOIOBA) 36 lnaw-wm DN BACEM 7.509,000 i DR UNIT ARGASA
L] ™ Dusah L YSOSTAULOTERINAY | KT COU/NW 002 DX BACEM 7.500.000 an BRI LANT AR:ASA
0| o Ieswar ' FDISOIOTAIED [N COURW 001 1SN HACEN 2.500,000 s A1 LT ARIASA
a | o jrosewa r ISTEIFOISEAT | KTOOLIRW 00T DN SAVAN LOW 7,560,000 (51) BRI LNT ARIASA
2| u |wasow L 1002507470072 | KT DOL/NW COS DN SWAN LOR 7,500 60 e BN LT ARIASA
| n | o (msa i AS00IKATSIONT [ WT COL/RW 005 DN SIWAN LOR 7.500.000 an BRI LWT ARIASA
12 23 s \ IS0OZSIFOSEIOOOL W1 00L/NW LOY DEN SIWAN LOR 7,500,000 (F1}] R LT ARASA
| s ' 1SD92STIOTIO00N (KT LRIZ/KW 03 25N SIWAN LOW Tsoaeo| K BN ARASA |
| 3 ounamman i 3009801074T00NT | WT DOX/KW 001 SN SIWAN LON 7.500.000 (5TH) AT LT ARIASA
il 2 umeaw L FOOIRIOYIEOSTE KT DOTAY 003 DN SIWAN LOR 7500000 BRI UNIT ARIASA |
= M oMo ! TRVAOIOTTIONA  |RT DOMRW BIE DSN SIWAN LOW 7 0,000 nn 11 Ut AluAsA
m | A . ISOSIIIA0ITIO00N RN DRI B30 SYAN Lo 7.500,000 an 1 LNIT ARIASA :
PTTTOTN 1 5045010966003 1 }n O/ D0 DEM AIWAN LON 7 300.000 w1 B LNTT AIASA 1
n " W 3 TS0 1 2030403 :ﬂl D05,RW 01 DEN SINAN iDL 7300000 W W Nt AlASA ‘
T ) ‘ FONZSOIOTI0TST NT GO1/RW 00 BN SIWAN A 3300000 s HHF NI BIIABA
B ou [wsot ’ FORS4IGCIN00  |NTOOUNW 0 DU AN IDUL] 7500000 [ D LAY AIASA
ETY 33 LuNeED) L HOS25I00TRO000 | T OO0/ Rw 003 DN SAN KDL 2500.000 «u S8 UNIT RRMASA
13 = (euol L F00250107600063 | 1T GOL/AIW 003 DN SAWAN KIOUL { 7300.000 s BRI UNIT AIASA
s | W [mevan \ TOISUILOEIO0NT | T COLNW BT DN SWAN HIGU ' 7300003 a1 B UMT ANASA
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TANGGAL

PERAL
PROVINGI

293/PX PRS 5/ PP REPS/06/ 2016

2%iun 20a

< MERETAPAN PENERIMA HSPS TAHUN 2034

CIAWA TIMUR

KAUUPATEN/KOT - KABUPATIN JLMEER
KECAMATAN
DESA/KELURANAL : DESA PANDUMAN

RUMAN SWADATA WILAYAM JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

wo | naMa — noxip Auaaar TemRaTTNGGAL | AR SANTUAN ::' Mﬁmmx
7| w L IORTS0I04380001 {7 002/AW 001 DN SIWAN KL 7.500.000 wm W NI ARGASA
38 [satuan ! FOUONTOW [T oMW O DIV IANKOU| 2800 | e WL A3
W ow wsan ‘ 350330307440005 Inmmmmmu ¥.500.000 21 9 URIT ARMASA
® | a0 (o L SOTVUTCOIN (AT 002/NW 001 DINSERANKIBA| 7 300.000 w13 W LT ARIASA
a | o [uwane . 1500250307750020 | [WT OII/RW OGL 5N KRAIAN (1 7:500.000 53] WAL LNIT ARIASA
4 | a2 an ' 1002510747000 | KT 00/ 00T TEN KEALAN | 7500000 &1 BRI UNIT ARUASA
o | o s ) SOMSEINTA00TS  [RT.002/MW D03 DI KRAIAN W 2500000 s W LT AREASA
@ | e lAsouLasom L 1S0UPSTAOITIONND | KT 0O1/AW 001 DN KRAIAN f 2,500 003 o 1 N ALIASA
a5 | a8 jamap ( - 3509050106840001 | KT COA/NW OG1 DSN RXAIAN 1| 7.00 060 L LT ARIASA
% | a8 [seoaamo \ SSISOI0TIO0EE  WT DOI/NW 001 RSN KRAZAN 0 730,000 w3 ORI UNIY ARIASE
L 47 sk | IS092501007H0240 [T D0/WW 000 DA KRAIAN 1t 7,500 000 11 B UNT ALIASA
an | 4 iwoso i ISUTSCINRAOONL | T COL/NW DUY DAN LRAIAN ) 7.500.000 Wi R LT ARJASA
@ | 25 | SANKAPRADANA L SONISLI0SEINT  (FT COLNW 001 OSN KRAMNS 7.302.000 @ B UNIT ARSASA
0 | % |rosew 0 0AFSAIONGIO0NE [T ORI 0O AN KIATAN 1t 2,500,000 ST B UNT AAIA
5| 31 PURSONO HAZH L A50025100010001 | KT OOLNW 003 DSN CRALAN | 750008 W 81 WNT ARIASA
2|52 [AGUNG StAMET ARiEm L SONISUNTION?  |RT 0O1/Rw 001 DS KRAUN 7300000 an BRI LT ANIASA
5 5 |wva . FONLI0MIC00L | INTBILRW 00T DN KRAIAN | 2.400.000 w218 BALURIT AAJASA
sa | 34 |awvao v ONTIGIOTNAZIT (T COLMW 003 D5 KRAIAN | 7 5% 000 iy BRI UWT ANIASA
38 |85 eutnanto & FIONSOTOSI000T  (RT 00 /AW 003 DSN KRAMAN | 7,500 000 ] B UNIT ANIASA
% | s |swow L FOSBOI0TIGENE | RTOTI R 03 DN KNALAN | 740000 aa 0 T ARIASA
W | s |samor R ISCTSOIOBEN0NT |HT OO 003 DO KRAGAN | 7500900 s YUY ARSASA
] S8 [MATSUR ) ISDATIIORERIOGT T DOL/NW B0T 05N KNAIAN 130000 [33¢] BRI U ARIASA
i |MusiD L JEOUISDIOTKRCLST | WY OO MW D04 SN KIAIAN | 7500000 211 (R NI ARGASA
B | e [0 . A509250701530003 (W] DG2/WW COT DSN CRAJANY | 7.500.000 6213 B UNT ARIASA
81| @ [sunanoy L HOMI00TTTIOT :'W'“,'”"" Sulsa 2500000 211 B AT ARIASA
W | 8 s L soaigoony AT SOMAW 02 D5 SANER TS0 | em rp—
n | e . BOTIOITI00NN | OO0/ 02 DIN SLGER 7.500.000 €213 WS U ARIASE
“ | e fsanro L TONTI00E5001 :Lm"mm AUNIN 150000 @ WAL AR jASR
I R T L AoV IR0 "l“’ OM/RW ORTDSY SUMBER 7,420,000 an A UNIT AR
o | ow feean ‘ vosursamaaroan | OSWBE DN SUAaHEN 250,000 w11 BRI ONT ARIASA
@ | & lwwo . Tonasasoremzy |LICURW O BN Sumeea * 510,000 =i HR LT ARIASA
B e lanwwoowe ' Nesisnassarry | [TTOOMAVI 001 SN SUMMER 7560 000 wn 81 L2AT ARJASA
@ | ey [wmva " 1500754 307580007 mm DPN-SumIBER 7.500,000 &3 A1 UNIT ARIALR
™| 70 Iwusa L 1508253 0N LRI ww‘ il o 7500 600 a1 MR LT ALIASA
n | oar lawnuan L SEISIICIAA0MI KT O01/KW 001 DY SIWAN LOR 250,00 an B LNTARIASA
n 77 [SARmMiy ' AEN9ZSE00500001 | RTIQEMW D02 DIN SAVKN LO8 300,000 (517 BRI A RIASA
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TANGGAL
PLRMAL
PROVING

£ 247/PH.PRSS/PIBIPSION 1014

121 JUNI 2038

+ PENETAPAN PENEIIMA 0598 TANUN 2014
CIAWA TINUN

KABUPATEN/KOT | KASUPATEN JEMBER
KECAMATAN LJEBLUK
DESA/XELURAHAL: DESA PANDUMAN

o | e NamA —— NO kTP ALAMAT TEMPAT TINGGAL “'m":'“‘“ ;:‘ mmm:.m
7| T [saar v IWOTIIOI0TIHO06E | D4 00 DIN. SIWAN LON 7.500.000 &ty SR LNTY ZAIASA,
2 | om0 |imar L I605240107630237 | T OBA/VY 002 TSN SIWAN LON 2.590.000 w213 B LT ARIASA
» | % Jawo | JSORI50I07500057 | KT CCA/RW G DSH SIWAN LOR 7.500.000 w213 8 UNOT ARIASA
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEIABRT PEMBUAT XOMITMIN PENYIDIAAN NUMAN SWADAYA WILAYAN JAWA BAGIAN TIVAIA DAN BALI
| 247 /PR PRS.5/PP-ASPS06/2004

NOMOoR
TANGTAL
PERHAL
PROVINSI

(230N 2014

PENETAPAN PENEIIMA BSPS TAHUN 2054

HIAWA TiMUR

KABUPATEN/NOT | KABUPAYIN JEMBCK
KECANMATAN
DESA/KELURASLA| | DESA PANDUMAN
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WOMOR | 147/9K PRS.S/1P-RSPS/06/2014
TANGGAL VTR
PLRIMAL | PENETAPAN PENERINA BSPS TAHUN 3034
FROVINSI {IAWA TIMUR
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KLCAMATAN  JEBLUK
CISA/KELURARAL { DESA PANDUMAN
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NOMOR < Q6N [PPRSG/PO-BSPS 06/ 2034
TANGOAL R LU

PERINAL  PENETARAN PENERIMA 5575 TAHUN 2214
PROVINS CIAWA TIMUR

NADUPATEN/KOT | KABUFATEN JEMESR
KECAMATAN  JESLUC
DESA/KELURANAI | DESR PANDUMAN
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m mtmnmvmx KOMITMEN PENYFDIAAN RUNAR SWADAYA WIATAN JAWA BAGIAN TIMUA DAN BALI

NOMOR
YANGGAL
PERIMAL
PROVING

| A7/PR-FRS.5/PP-RSPS/06/ 2014

S IUNL oA
 PENETARAN PENERIMA BSPS TANUN 2014
CHAWA TIMUN

KABUFATEN/NUT | KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN | JEBLU
DESA/KELURAKAL | DESA PANOUMAN
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m | om fsussw " A0UILOARICY | HTIN2/RW20) SN BACER 7580000 i ST ANIASA
3| 3 |euADi : JSIIIBM02 17 DO4/NW 002 D3N $ACENE 7320000 ant BT ANLASA
Ll Bl L 240525081 1880001 ]nammim Les paCtM F200.000 W ST ARraSA
e | w8 fuo t FS0RTDIOERINT (WY 00O/ 07 05 BACEM 7500000  wm BRI LT ARIASA
1ns UL IBMAIMAD ] A0S I0E 1660002 Jotmwm DN SIWAN HDUL 2500 008 BRI LUNIT ARIASA
wm | mr s » 2604251001 660005 ,nmm'www- SAVAN K1Y T 8w e w213 AR UNIT AMIASA
"W | s %Wll’ WD 8 SSO0TSI0CER000T AT OCL/AW 00T DSN SyeAN 11D T-500.000 Fak) WU ARASA
| [ ' IEOOISIIIIIO0NN | KT OON/NW DOI 05N SWANKINL 2300000 i BRI ARASA
3y | w [MGumAwAN L 157925251 1860001 xm*'m""‘ S 7.500.000 & BRI UNT ARJARA
20 | L2 womAsMen . 4097210373000 m"’m L2y 7500000 613 B51 UNIT ARSASA
11 | oAy fow t F509251000350001 i:'ww.w“-“w' 7,500,001 13 BN ARALE
| oae s ’ ILONII0TIIO00L 7,500,000 Gz B WNT ARIASA
| oms fass : ssonszsmoon (AR 150000 et S41UNT ARIASA
1w | oRtos " 33002 500MI000) }:w O T amaen *390.000 1 LT ANMASA
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NOMOR © 2/ CPRE S/PPASPS/06/ 2018
TANGGAL <20 s 2038

PERMAL : PENETAPAN PENERIAA BSPS TAMUN 2014
PROVINS L JAWA TIMUR

s | owr [hasem L ¥soaosyyonnacons | COMRW.007 DS SUMBER 2,500,000 an R0 UNTT ABIASA
e | ws [sawmo ' ISONSIO0AI00 | o 003 DSNILMEEN w0 | mm AL UNIT ARIATA
| o |udnasw ’ 10srsat0ase000; [N COWMW.ORECENSUMMA 7.500.000 @n I UNIT ATJASA
w | W [Tow L storsoianz | ONMRW 001 DSNSUMBKN 7,500 000 am W1 LAY ARSASA
30 | 11 |outsaum it 250030106830005 |1 CONRW.COL DN SUMBA 7.300.000 a2 A1 U] AIIASK
o | ma [Avar L Asoasaroeadonny | TR 0L ESHSUMALR sscoo00| s BRI UNIT ARJASA
| o fsumanos ' ssoasisoracoey |1 CONRALADL DANAUMAIN 7s000| e R LT ARIASA
M L Isarsooreiosn) Jm’”"“ 7500.000 w@n k1 LT ARIASA
w | w5 luaoes L Jsoarsmsmasoo0y |0 45 DN SUMBEN 7500000 @n AEUNT ARIASA
R ! 5092s01a7SR0Nn | OOV W Q) DINSUMAER rsmom| N B L ARIASA
R . seagsasarsaoon; | COMKW OO} DSNSUMBER 7,300,000 w1 WREINIT AHMASA
16 | mm [wame L sscoioztiesoosy |t OOY/TW.007 OSH S ML 7,500 000 w1 BRI UNIT ARSASA
3 | ne A ' Wenzsoisicoonm | 00/ WA01 ASSUMBER 7500 000 un BA Ut ARIASA
s | me |wio p - 150505061 2800001 W”‘ CINSUMBR 7.500.000 w1 N INIT ANIASA
s | s sy R ssosrsohsndanoay |1 COMEW 001 DSHS/MBLA psoo00e | eI 0 LT ARASA
30 | M |susoe 1 ssosrsororseoray | UOMRW.001 DSHIUMBLR 7500000 w213 A UNIT ARASA
3 | s [wol L ssoarsosesroo0d |1 OMRH 201 ISHSUMBER 7.500.000 i £ UNITARASA
3 | s [wam ! SHIISTR0REI000) | CONRWO0] PSNSUMBER 7300000 |  mb AL LT ARIASA
a3 | s fas L 2009150104 7ecpny |1 3HAW 001 DI SUMBIR 500,000 wa BRS Ul ARIASA
34 | b lean L 355010374000 7 o STV 7500 €00 e WRS UNIT ARGASA
Wy | ws |pusan . 1S9 IOTRIOI 74 J"m“‘m Juomo| e B LT ARASA
o | aa L 1909290107670143 I"m et 7500000 s BT ANSASA
sr | v Iwistan ¢ 7,500,000 wm B UNIT ANIASA
ma | casr jrosm L 7500000 611 S UNIT ATIASA
wa | asa lase L A 7,500,000 W B UNIT ARIASA
we | a9 (roam . T U I00 T |"""""""""57 P SUMNG 3 %5300.000 w1 i LAY ARIASA
My | sk \ sonisorosaniay | COUMW.003 CANSUMBI 7.500.000 Ty ALY ARIASA
| [ L saoisornrmoding  [§TOONTWIRD DN SUMNCH 7500000 wn WY AR
m | w6 [wotyam ! VORAQIOTINII ] ww HEE A 730 00 ey AN UAIT AKIASA
Bl L T T ;f:: P03 IR AR 7400 000 a8 AT ARIASA
5 | wem |Meshan L ssouzsammremise || OOMMW/KR BINSUMEEN 2500 000 et MRIUNIT AJRSA
w6 | we [wsaw ' 15002501079 10250 m‘“ PRGNSR 7500000 w2 ] GNT ARIASA
v | s fuinm ' JI0UISHIETEROIN0 m"-" SNSRI 7500000 0] U1 N RIS,
x| wr o Asin L JSeassoiorsdonys  |NT-I0ARWDG OSNIUMER 2,500,000 (o7 BT ARIALA
w1 | W jsAnD ' oeasoa0ro0ns | O0VRW 002 DANSUMRER 7:500.000 @i U LT AAIASA
we | e lsanaw i LACLITROTTE m""w’ RS- 7500.000 PreT) TN ARTASA
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wwmmiﬂmvmm PENYEDUAAN HUMAH SWADAVA WILAYAN JAWA BAGIAN TIMUN DAN BALI

247 /PR PRS.5/PP-ESPS/00/204
SI3JUNI 2014

| PENETAPAN FENEHIMA BSPS TAHUN 2018

CIAWA TWIUR

KABURATEN/KOT | KABUPATEN JEMUER
KECAMATAN !
TESA/NELURAMAL - DUSA NANCUMAN

e LU

No | NAMA n’n:- O KR ALAMAT TEMPAT TINGGAL """:::""" : mmx

W s fineo i JA0eIsOITeeente [V OO/RWD3 SN SLMBER 7500000 an BRI UMT ARIASA
W | ses [wuAA) 3 ssqazsesioeacony | OS2 DS SUMEEN 7.500 000 an A1 UNIT ARIASA
)| 36 jsusARMAN ' JSCIIGNIIIAICCT WY O 003 DA SACEM 7,500 000 w21 BAILNET ARIASA
B 367 [1OvANA 3 FIONI50107610150 | AT.00L/MW 005 DSN,BACEM 7,500 000 @n SRILTAT ARIASA
5 %8 EuNaa ’ MOSISAATIN0N  |NT OOHW O DN HATEM rse000 | wm S0 At RRIASA
i 30 (MR \ 3SOV25200785000) | RT.000/WW.00) DSABACEM .500.000 [ 1L ARIASA
w0 A |vanl L FORIOTIINGA | RTO02MW.001 DS BATEM 7.500.000 () FRIUNT ARIASA
wom [ ' JSCRISCIOBSS000T | T OUL/MW 000 DSNIWAN KIDUL, 7300000 121 LAY ARIASA
% | I {suiN ' MOMSIATSAI00]  [NT.O0MW.00) DINSIWANKIDUL  7.500.000 w21 A LT ARIASA
17 PR ’ ISOSISAI0TXI006) (NI 001w, B0] DS STWAN KIDU 7500000 B3 U UNIT ARASA
mo| o e » 1500250110040001 (N7 OOUNWI DENSIWAN DU 7soobon | ks B UNIT ARASA
| 3 lumaa ) JORISIA0M00007 WT.00)/AW.001 DN JIWAN KOUL 7.200.000 w2 R UNTT ARIASA
e | 196 MAU 3 OSIIOLNSHHI001 !mmm S SUMSER CANDNK 2,400,000 Q13 B UNIT RRIASA
s | fausol ' NS09750107H00007 btm D% SUMABER CANDIK 7 500000 sa13 WALNIT ARIASA
o | owm fun L $5002%170345000) 1" 001,001 0% SUMRER CANDIK 730000 sana B9 UNIT AASA
| am |wsan i V0AISDNCSTIO0N] K1 0011001 DN SUNBEN CANDIX 1500000 | a2 A0 UNIT ARIASA
w0z | a0 [adMaD sy |. 2002107080206 ilr.uwm DB SUNTIER CANOW 7 90008 B 5 U1 ARIASA
| o faman L 504251 204436001 ]m.mmn SN SUNBER CANGEK 7500600 RtE B UNT ARIASA
e | 3 [unas L 1500251 504750003 |n.mmx SN SUMNER CANTSK 7800 000 o 11 LYET AILASA
o | s [sawaRdl A V504250HOTADCO0Z ]m.mmx DSHSUMEEN CANDX 7500000 o) S LT AUASS
i S [MsALE L IS04TSIINTAE0064 |n.muam DSNSUMBER CANDW 7,500,000 (3] T UNT ALIASS
I v JSOBELIITH0ONT |47, CONS USNSUMBEN CAND 7500000 [FH) B LT ATUASA
wa | e feceons L ISOIISOLOHIONY | WT.001/T0T DSNSUMBER CANDIE 7.500.000 0N SR LT ARIALS
we | 3w [mmar ' FORISOMI0!  [ST.00H/T0L DN SUMDLR CANDK 1,500,000 “EatE RS LT ARIASA
s | ses [muwaniu ' JSORISOI7SO0NET | NT.001/D01 SN SUMULR CANDA 1,500 000 sm WY AT AXIASA
380 | S [MLASAAR L MONISMNEIIC00T | 4T 000 | DSNSUNETR CANDIX 7:500,000 (224 AL LNIT ARASS
w | o [Aguysaus ' VOATSDIOTIO0NE | K] OUMU0! DSNSUNBER LANDIE 1.530,000 s BN AXEASA
| | oam () ’ BONGOTIION | NT.E02/00T DENSUNEIR CANDIE 7300 008 [Fit] B UNIT AR5
LT (T L SONEIOTIOIE | RTO0LA0N UANSUMBER CANDIK 7,300,000 213 W USNIT ARUASA
P T i JAISIIATIOON! (91 007/00% D44 SUMBER CAXDIR 7330000 any BALUNT ANASE
g6 kAt v VEORSTMSTIION [T (0%/00% LS SUNSER CAYDIR 7.500000 wan W NI ARIASE
| ey st L VOISEANZTI000) T 002001 BENSUNEER CANDAR 7.500.000 @ B GTT ARIASA
20 | We LEANA ’ FEO0ISAINTAIOA ]m 03T DS SUBMBER CANON 7.500 000 & B Uit ARUASA
| oawr jasew L ABICMNI N7 GARIT ISHSUMBLA CANOIX 740,500 wn B LIWT ARJALA
1 4% ASMAD 3 SOUISOIOMH0LI0  (WT.L02/004 BSNSUMBER CAND 7.500.000 = BEI U ARIASH
m | m s [ I0ILASOIIN  |[WT (02007 SN SUMBER LANGEX 7590000 s AR LN ARIASA
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S23IUN 2018

1 PENETAPAN PENERIMA BSPS TANUN 2014
AW TIVGR

KABUPATEN/KOT | RABUPATEN JAMBER
KECAMATAN ;
DESA/NELURANAL . DESA PANDUMAN

MUK

o | N NAMA &n nowe ALAMAT TEMPAT TINGGAL '““':4'"""‘ xm m-:::
97 | 00 |AsbuliaW L 3500251000680001 | KT.002/001 DAN.SUMBER CANDIK 500 000 2 B AT ARIASA
e | a1 |EEBUN ' IS06250107830277 [ K1 ONI/00} DSN SUMEER CARDIK 7:500.000 (F35) B LAUT ARIASA
ws | a0 |ToAm 3 I509250107830276% | RT.0Q2/003 DSNSUMBIR CANDIK 7,300,000 a1 B GNIT ADASA
a0 | 4o [sumiMAn L S5OSISO10SEI00C2 | RY OOL/001 SN SUMBER CANDIK 7.500.000 o211 HRUNTAASA
401 | AO4 |ATAR L ISRDIWI0WA0007 | AT OT/001 IN SUNEER CANDIE 7,500,000 621 BT AIUASA
a0z | 405 [10%AN L SSONISOIO7TI00NES | RT OI/00T DISN.SUMBER CANDIK 7,500,600 a1 ERILUNT ATUASA
aos | dos [NAMIN L A600152130620001  [F1.005/002 DSN SUMBLH CANDIK 1500.000 w21 SRl LsT AIIASA
aoe | 407 [mosaw i 350621203§7000¢ meun OSNSUMSER CANDIK 7.500.000 w213 LT ARIASA
405 | ADE [SAMABSNIMAN i 1500254107520107 lmmmam 7500.000 o B8] L20T ARIASA
A0 | aom W Sanno ‘ SSOAXSZICAES000T | KT OS2 AN SUMBER CANDIK 7.400.000 w1 ERLLAT ARIASA
ar | 40 (mADsam t I50R251307740000 | WT.005/002 DIPSSUMSER CANDIK 7,500,600 (1%} 61 LWT ARIASA
aup | asr [nvan L 5002501075700 | NT GOSA002 DSHSUMBER CANDIX - 7300.00¢ B LT ARIASA
an | a7 |eo i SHORISCIONI000T [T OD5/D02 DS SLINMAIA CANDIK 7800000 a1 B LT AIASA
wo | 433 [Poam ‘ FSOUISOE0HTIOO0N | KT OUSA002 DAN SUMBER CANDIK 7.500.000 BT ARIASA
a1 | . IHOUISISORSS000Z | KT LS00 (AN SUMBER CANDIK 2.500.000 W BRI LAY ARIASA
A | A e » 3I500254TOM000T (T OOWUGI DN SUMAER CANTIK 7.500.000 LE ) L UWIT ARIRSA
wrr oAk [MusMrAan . ISORISSTOTTION0N [T 05000 DN SLIMETE CANDIK 7 500,00 ) BRI LMT ARIATA
as | ar (sumo | FOUSOIITIONG | KT 000 DIN SUMBER CANOIK 2400 00 2u BRI LN ARIASA
as | A (o [l ISINISIO0TICON | KT CORCO USN SUTARLS CANGIK 7 560.000 w1 ) LT ARASA
45 | Ate [sanm 1 FAFHITSOIOTAIC0N | K1.OGSA0Q LW SUMEBER CANDIN ¥.506,000 s B LT AUNSA
47 | W0 [Neaw ‘ SSORISOIOTSE0ONT | KT G0N0 SN SUMBER CANDIK 7,500,000 wn B LT ARIASA
uE | 4 |Yosin { ISUIISOIONTI0O0N [ WT.DXIS/002 DIANSUMBER TANDIK 7508000 (518} B UNT ARIASA
a9 | A et | AONTIOIOTEIOIAT  |HT.00GNO0 DS SLINGTR CANDIK 7:300.000. an Bl LAY ARIASA
a0 | A [suoway ' JS0R250107710016 | RT.006/D02 DIN AUMER CANOIK 7.550.000 an B LT ARIASA
| aa Mibin i IANSOWGSI00NT | NT.00M002 DN SLIMBER TANDIK 7.500.000 wn ERIUNIT ARAMA
| oA e ’ IHAESAIOISTOONT [T O06A0D DSN ALINBER CANDIX 7400 00 an R LINIT ARIASA
oy 426 |NANTO ) 52T | TOIBI0003 nmmm T 500 000 258 TSI ARASA
we | oo A b FEIA0I0IEE00 [T 00MAY DN SUMBEN GANDIK 7 900 000 ) BUNIT AREASA
s oan M ' FSONTELRETIOO0] (WY wywoaow SUMBER CANDS Taoooo 0w BRI UNIT ARAASA

212



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPRAN SURAT KEPUTUSAN FEJABAT FEMSUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAS SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

Digital Repository Universitas Jember

NOMOR < 207/ PUPRS. /PP RSPS/06/2014
TANGGAL £ 23 JUM) 2018
PERIHAL | PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
PROVING IAWA TIVMUR
KABUSATEN/KOT | KABPATEN EAIBER
RECAMATAN - iALUK
DESA/NTLURAHAL - DESA PANOUMAN
UKER DANK/POS PENYALLR
wa | ’ NAMA NO €TF ALAMAT TEMPAT TINGGAL | TESAR BANTUAN
- | mp.) XOOE NAMA
A6 | 429 |saTURAN 3505530060000 | NT.U0GA00Z DSN SUMBEN CANDIC 7.500 000 an BRI UNIT ARIASA
| lu DUL BAKR ASOOI5UN0SKTO00S  INT.00MICY DAN SUMBER CANDSS 7.500.000 w13 FRUUNTANASA |
Ditetapkan di Jakarta,
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Pada Tanggal 23 Juni 2014

Pejabat fembuat Komitmen
Penyediaan Rumah Swadaya
Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali

Drs. Gunawan, MM
NP, 19620509 198503 1 003
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Lampiran Jumlah Penerima BSPS 2014 Kabupaten Jember
JUMLAH PENERIMA BSPS 2014
KABUPATEN JEMBER

No Kecamatan / Desa / Sesuai SK Penetapan Penerimaan BSPS 2014 Realisasi Kegiatan BSPS 2014 No. SK
0.
Kelurahan PB PK Anggaran PB PK Anggaran

1. | Kecamatan Tempurejo

Desa Sidodadi 50 MBR 375.000.000 50 MBR 375.000.000 246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

Desa Curahnongko 67 MBR 502.500.000 67 MBR 502.500.000 215/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
2. | Kecamatan Jelbuk

Desa Panduman 427 MBR 3.202.500.000 427 MBR 3.202.500.000 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
3. | Kecamatan Kalisat

Desa Sumber Ketempa 303 MBR 2.272.500.000 303 MBR 2.272.500.000 214/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
4, | Kecamatan Sukorambi

Desa Karang Pring 235 MBR 1.762.500.000 235 MBR 1.740.000.000 352/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

Desa Dukuh Mencek 140 MBR 1.050.000.000 140 MBR 1.050.000.000 353/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
5. | Kecamatan Rambipuji

Desa Kaliwining 86 MBR 123 MBR 2.212.500.000 86 MBR 123 MBR 2.085.000.000 342/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
6. | Kecamatan Ajung

Desa Pancakarya 145 MBR 1.087.500.000 145 MBR 1.087.500.000 273/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
7. | Kecamatan Kaliwates

Desa Tegalbesar 128 MBR 960.000.000 128 MBR 960.000.000 274/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

Jumlah 86 MBR | 1.618 MBR 13.425.000.000 86 MBR | 1.618 MBR 13.275.000.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember, Tahun 2017
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KEPUTSSAN KEPALA DESA PANDIAFAN.
HOMOR :

TENTANG
PEMEBENTUKAN KELOMPOK PENERINA HANTUAN STIMULAN
FERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Memmbang ©a bahwa- untuk melaksanakan ketenlvan Fasal 20 dyal (h) Paraluran Mentet Negara

Parumahan Rakyat Nomor 06 Tabun 2013 nlang Pedeman Pefaksanaan Banluan
‘Stintilan Perumahad Swadaya;

D. behwa anpgota kelompak yang ditetapkan delam kepuusan im teiah memenuin kriterla
dan parsyaratan ponetng bwhuan &imukan;

¢. bshwa berdazerkan pemmbangan sebagaimana dimaksud pada hyrul a dan horyl b
périy manelapkan kepuusan Kepale Desadurah lenlang Pembentukan -Katempok
Panerimma anluan Stmutan Perumahan Swadaya Tamm 2014

Mangingal : 1. Pasaturan Mentari Parumahan Aakyal Nomos: MTahun 2013 1snjang Pedoman
Pélaksanaan Bantpan Siimulan Peérumehan Swadaya
2. Suta Keputusan Depu Bidang Perumahan Swacaya Nomot 03 Tahun 2014 teetany

Penetapan Lokash Desa¥elurahan Pererimag Pentusn Stimulan Perumshan Swadaya

Tahon 2014
MEMUTUSKAN
Menetapkan . KEPUTLISAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLICAN KELOMROK
PENERMMA BANTUAN STIMULAN PERLIMAHAN SWADAYA TAHLUN-2014
KESATU P Mambentuk keldmpak penerina banfuan  stimulan perwnahian  Swadaya  yang
salenjuinys disebul KPE 1 dangan susuman keanggatasn sehagamana tabat
Jonis
Besar Strukivr
No. Nama. Alxmit Bamicin ; .
(PBPK) Banluan (Rp) Keanggolaan
! Katua mevangkap
1. Qefla Rt (0&Rw 1 Dsn Lamparan PK Rp. 7.500.00( anggota
. . : Sexrelxis
2 Suma Rt 02/Rw 01 Den Lampargn PK Rp- 7.500.000 rissarigkap anppoia
Bendahsm
3. Mastan Bt 02Aw Dt Dgn Lamparan PK Rp. 7.500.000 merapgkap anggola
4 Daryanio Rt 02/Rw 01 Dan Lamparan PK Rp. 7.500.000 Anpgota
5. ! Bughman | Bt0tRw0) DsnLamparan PK: Rp. 7.500.000 Anggota
6. i Shsin Rt 08/Aw 01 Den Lamparan PK Rp. 2.5000100 Anpgata
7 Toha Rt 03/Fw 01 Osn Lamparae PK Rp. 7.500.000 Anggata
B. Tahwa Rt 04/Pw 01 Den Lamparas PK Py, 7.500.000 Anggota
Jazan Rt 04/Rw Ot Dsn Lamparan PK Rp. 2,500.000 ‘Anpgota
10, Sa'lyo Rt 04/FAw 01 Dsn Lamparar PK Rp. 7.500.900 .AngHota
17, + Alun Rr 01/Rw 1 Dsn Hacem PK Rp. 7.500.000¢ Anggota.
KEDUA ! Kepulusan Ini bertaky sefat tanppal diletapkan dengan kefentuen segale sésuatunyd

akan disah dan dipabaiki sebagamana mestinga, pka dikemudian han taeayaia
tesdapat kekellruan di dalam penetspan keputusan o,

SITETAPKANTH : Pandyman

TANGGAL 3 25 Ul 2014

KEPALA URAH PANDUMAN
i
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KEPUTLSAN KEPALA DESA PANDLRAAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BENEFIWA BANTUAK STIMULAN
PERLUAHAN SWADAYA TAHUN 2074

Manimbarsg : 8. bahwa unhk melatsanaken kgtentusn Fasal 20 ayat (5) Peraturan Memier Negara

Parumaian Raxyal Nomor 08: Tahun 2013 fentang Pedomas Pelakanaan Bankigv
Stimulan Pesumahan Swadaya;

b balwea anggata kelempok yeng ditelapkan dafam keputusan ini 1slah memende kriteria
dan pevsyaratan panerita bantuan sbmulan;

¢ tanwa berdawkan perimdanian seraqairand Umaksud pada tured & S hundf b
pariu manetaphac XEputusan Kepala Digsatursh temlang Pambantuken Kalompak
Penarima Bamtuan Stimetan Paranahan Swadays Tehun 2014

Mengingat © 1. Paratwran Menled Parunishan Rakyal Nomar 06 Tahun 2013 tenfang Podarnan
Pelaksargan Bantear Stimutan Perumahen Swadaya;
2. Sumat Kepuamn Depoti B:dang Peramehan Swadeya Nomor 63 Tahun 2014 Brtang
Penaman Lokast DesaKeluraban Penbrme Bantwan Slitagas Perumahan Swadays

Talgh 2014
MEMUTUSKAN
Manatapkan : KEPLITUSAN KEPALA DESA PANDLIMAN FENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SYWADAYA TAHUN 2014
KESATU : Memberiuk kelompdk  pensfima -hamhuan shytwlan perufhan  swadays yang
elanyuttya diegbut KPE il dengan susunen keatpgmlaan sebagadnana tabed bariul
Jenla
Begar Strukhs
Ho, Nama Alamal Banluan
POPK) Banluan (Ap) Keanggotsan
f q P . Ketksa merangkap
1.. | Sawin Ri G1/Rw 01 Dpn Bacam PK Rp-7.50¢.000 anggurs
2, |Busagen | RiOZRw 01 Dan Becem PK p. 2500.000 Sakcetare
5 : o meranghap ANQEotA
q, Saman Ri 92/Aw 01 Dan Bacam PK Ap-7.500.000 merangkap -
4 | Nt R{ G2Rw.01 Dsh Bagom PR fip. 7.500.000 AIIOOR
5. Sane A 03'Aw D2 Dsa Bacem PR Hp. 7.500 D00 Arocia
8, Sati1 A1 OWAw 02 Dsn Bacem PK fip, 7.500.000 AR
Sahr Ry ¢Aw 02 Dan Bagam PK Rp. 7.600.000 Anggola
B | Juei A 0 Aw 02 Dsn Bacem PK Fp. 7.50¢ 000 Arvpgota
.. | Miswar F 04/Fw 02 Oisn Bacem PR Rp. 7.500.000 Anggola
10. | Toming Ay (/R 01 Dsn Siwan Lot PK Rp, 7.500.000 Anpyoia
1. | Jumadin Rt 1/Rw 0 Dsn Stwan Lor PK- Rp. 7.500.000 Anggola
KEQUA t Kepulugan inl beviaky Sejak tavzaal dibelapkan dengan kelgnluan Sopeis sesualumyd

akan diubah dan dipedak sebagamana mastinyg, |he dlkemuadian hari lamyata.
terdaps kekslirugn di dalem pensigpan kapumun lru., "

azmmw : Panguman
TANGGAL 125 ha 2«

217


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Monimbang

KEPUTUSAN KEPALA. DESA PMDU'“N
ROMOR -

TENTANG
PEMAENTUKAN KEL.OMPOK FENERIMA BANTUAR STIMULAN
PERUMARAN SWADAYA TAHUN 2014

A bahwa utich metaksanskan kdlerduan Passl Zﬂa?a! {5) Poratuesn Menter| Neg@a

Perumshan Rakyal Nomor 06 Tahun 2012 jemtang Pedoman Petaksanaan Sanuan
Stmulen Perumahan Swadaya..
b. batwa anggota etompok yang ditsdepkan delem hepmum Ini talah memenuls lefiarta
dan petsymaian pensrima barduen qtrmulan;
c. batwa berdeearkan perimbangan sabagaimana dimakewd pade huruf 8 dan-huru! b
perfu menetapkan kepubrsan Kepala Bosallurah temang Pembeukan Kelompok
Penetima Bantuan Siimuan Penmmahan Swadaya Fahun 2014
Mengingat 1. Peraliran Manteri Porumahan Rakyal Nomer. 08 Tahun 2013 tentang Pedoman
: Petaksaraan Baahsan Stimulan Périnahan Swadaya:
2, Swa'l'Kapulusan Depwti Bidengy Penumahan Swadaya Nowmaor 03 Tahun 2014 taniang
Penalapan Lokasi DssaMsiurahan Pansdma Bantwan Stimulan Perumnahan Swadaya
Tahun 2018
MEMUTUSKAN
bengtaphkan KEPUTUSAN KERALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAMN KEILOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU Membamuk %slompok pendrima banfusn slimulan pansmehah  swadaya yang
salanjubryadisebul KPB IV dangan susunan keanggoan sabagaimars tabe) barkut:
Jonia
Besar Struketyr
Ro. Nama Ajsmal Ttnlua,n Bartush (Rp} Keanggataan
1. | Junzed | RUDVAW D1 Den Siwan Kidul K Rp. 7.500,000 | TVetud merngkap
anggola
. Sahretaris
2. | Bed Rt 01/Rw 01 Psn Siwan Kidul PK Rp. 750000 | erangkap angote
. : 2 . g (e Bendahara
2. Nlyan RiDZAw 01 Dah Stwan 1Gdul PK Rp. 7.500.000 merangkap anggota
4. | satar Rt 02/Rw 01 Dsn Siwean Kidul PK Ap, 7.500.000 Angaota
3 Safl@n Ri 02/Aw 01 Dsn Swan Kidul PK Rp, 7.500,000 Anggola
&: Busgar Rt 02/Fw 01 Dsn Stwen Ksdul PK Rp. 7.500.000 Anggcia
7. . Holel Rt D2/Aw 01 Dsn Stwan Kidul PK Rp. .7.500.000 Anggoda
8. | Sowarso Rt 05/Aw 01 Dsn Krjan | PK Rp. 7.500.000 Anggota
9. | Kadi Rt D&Fw 01 Dan dexgan il PK Ryp. 7,500,604 Anggea
10. | Bebun R1 02/Rw 01 Osn Kragan 1l PK Rp, 7.500.000 Anggola
11. | Abdul Giac | RUO1/Rw 01 DamKrajan il PK Rp. 7.200.000 Arggola
KEDUA Kaputusan Ini barlaku sefek Enggel dilaiapkpn dengan katentuan sepela secuebwiya

gken dubsh dan diperba¥l sshigaimena mestryr. jika- dkemudian had tefmyals
tardapet kekatiraan di dalam penatapan keputusan i,
| OFERHAKAN D :Panduman
TANGGAL 125 JUt 2014
KarALA URAH PANDLMAN

218


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

NOMOA

KEPALA DESA PANDUMAN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENEAMA BANTUAN STMIULAN

PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Megnimbang i a bahwa vrivk melaksanakan ketentyan Pasal 20 avat{5) Pwvatyran Mesiern Nedara
Perumahan Rekyal Nomor 06 Tehun 203¥ antarg Padoman Palakdariasn Bamuan
Stimulan Peswnahan Swadays!
b, bahwa anggola kelorak yany dretapkan dalam keputusan isk {elah metenuhi kritaria
Han PHISyAian panevtma bluan sbitndan;
6. bahwa bemlasarkan pertimbangan sebagaimana dmahaud peda hund a dan hyvat &
paru menetapken haputusan Kepala Desalurah leedang Pembeniukan Kefompok
Penarma Bartean Strmulan Parumahan Swadaya Tahun 2044
Mangngal 11, Pecaturan Menben Perurnahan Rakya Momor 0B Tatwm 2013 1entang Pedoman
Pelaksarasn Bantoan Stmulan Perumahen Swadeya: .
2. Surat Kepujusan Oeputl Bifang Perumehan Swadaya Nomor 03 Tehun 2014 1enlang
Penatapan Lokasi DegaWelucarian Penenms Banhaa Stmplan Pérumahan Swadays
Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menetapkan ! KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPCK
PENERIMA BANTUAN STIMUIHLAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 204
KESATY . Mambenfuk kstompok pensrvne bemjuan -stimulan perimmehen swadays  yang
setartummya dissbul KFB V dangen susuian keanggolaan sebegasmens labe) besikut
] Jenls
& Bésar Stukhur
"~ Nama At B"‘pm"“'“ Baniuan {Rp} Keanggotaan
; g Matua marangkep
1 Aamed A ¢1/Rw 01 Dsn Krglen Il PK Ro. 7.80¢G.000 1
Z | Sudarmo ALC2:Aw 01 Psn Krajan It PK Rp. 7.500 009 meranghap 3nggota
N rat o Bendahava
3. | Msk Rt 63Rw 02 Dan Krsjan 1 PK. RY. 7.500.000 | 1vovanican sragots
4 Nonsy A 62/Rw 31 Dsn Krafan I PK Ryp. 7.50¢ ODO Anggota
g | Senes Fa 01/Rw 01 Bsn Krsian It PK Rp. 7.600.000 Ariggota
Pradana H - o8
& Tosen At 03Aw 02'Dzn Krajan It PK Rp. 7.560.000 Anggota
7| Famome | 01w 01 Osa Kraian | PK | mp.7.600.000 Anggote
Agung .
9. Slamet At 31/Aw ¢ Dsn Krsjan | PK Rp. 7.500.000 “Arggola
Arifm
9. Narna A 2 Rw 01 Dan Krgjan | PK RAp. 7.500.000 Anggota
10. | Aryads R!,IO’URw-m Dsn Keajan | PK Rp. 7.50¢:000 Anggolz
t. | Mulyania At /Rw 01 Osn'Xeajan | PK Rp, 7.500.000 Anggota
KECUA Keputusan In berlaku semk janggel dietapken dengan kelantuan.cegala sesvalunya

ekan diubsh dan diparbeikk sebegalmana mestinye. jika dikemudian han ternyare
terdagR) kekstivuast di dalai penstagan kepulusast ing, .

,,m'véﬁamu = Panduman
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTHKAN KEt OMPOK PEMERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAMAN SWADAYA TAHUN 2014

Manimbang . & bahwr yntk metakaanakan kstenfuan Pasal 20 eyat {5} Pevaluren Menien Negara

Parumanan’ Rakyat ‘Nonke 08 Tafwm 2013 teslang Podoman Pelaksanaan Banuan
Slmaan Parumangn Swadaya)

b. balwis enggota ketompok yang ditetaphan dalam keputugan i tgleh memenuhl kritena
dan parsyartitan penerma bartuan Aimolan;

<. batwa bewidsarkdn perimbangjan sebagasmana dimakswd pada e a dah hunif b
poru menctapian kepubusan Kepala Desaluwrsh 1antawy Pebertukan Kelompok
Penarima Baniuan SImulan Perumanan Swactaya Tahun 2014

sdenglngét . 1. Pataturan Meorar Pémymahan Rekyat Nomor 06 Tahun 2612 terMang Pedoman
' Pafaksanaan BaMuan Stirmgan Parumakan Seadays;
2. Suret Keputusan Daputi Pxtang Perumahan Swadaym Nomor 04 Tahun 204 tantang
Pasalapan Lokas| Oeza/Kelurahah Penerima Banhlan Btmuian Perumahan Swedaya

Tabun 2014
MEMUTUSKAN
Morslagkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLKAN KELOMPOK
PEREAMA BANTUAN STIMULAN. PEAUMAHAN SWADAYA TAHUR 2013
WESATU :  Membennk hkelompok panerima bpnkran sUmukan pevumehan suadaya yenp.
selanjbing disebut KPB VI dengan susinad keanggelaan sehagaimana 1abel Darkul:
Jenis
& Besar Slrukt
N, Mama. Alamat Bantian g
il i | spmipxy | Bemmn@r} | Kesnggotsa |
1. | Sujoee Ri D2Rw 01 Dsn Krajan | PK Fp. 7.500.000 | "9l mimangkap
anggols.
.. ) * Sakretans
2 | Samn R 02%Fw 01 Dan Krgan | PK Rp. 7.50000¢ | SIS Biaoni
. . Berlahama
a Matewr RLO1/Rw OT Den Kragan | PK Rp. 7.500.00¢ merangkap anggota
4 Mursid R D3/Rw G1 Dsn Krdan | PK Ry, 7.500.000 Anggota
§ | Msto Ri 02w 01 Den Kragan PK Fg. 7.500.00¢ AnpgoE
6. |Sunary | BT 02RmOZDen Sumber P Ap. 7.500.000 Anggota.
engah -
Ed| Rt 03Rw 02 Dén Bumber 5
7 | Suplyanta | Tengah PK Ap. 7.500.,000 Anggola
8. | damal i) PK Rp. 7.500.000 Ariggom
R 02'Pw 01 Dan Siambar s
9. | Ssato o PFK . 7.500,000 Angpota.
Anmad R (4R 02 Ugn Sumbet -
LU vy Tetaat - PK . 7.500.000 Anggots
R 64/Rw 01 Bsn Sumber
11, | Mukd Tangah PK Ap. 7.500.600 Anggota
KEDUA T Kepulusan i borlake sefak Eogod ditetapkan dengam kelenhan - segala sasuatonya

AKan dedah tan apatakl sebagaimand meslnya, ke sRemsan han lemyats
terdapat keketiruan & delam penetapan Keputusan i, .

ONETABKAN D1 : Panduman

220


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KEPUTUSAN KEFALA DESA PANDLMAN
NOMCR : ..

TENTANG
PEMEENTUKAN KEL OMPOK PENERIMA BANTUAN STHAULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Menimuang ! 3 bahwa unhv inelekaanakan ketenluan Pasa! 20 ayat (5) Peratwan Menten Negara

Parumahan Fakyt Nomer 05 Tahun 2013 lertang Pedoman Pslaksanaan Banhuan
Stmulan Parumahan Swadiaya;

b:  bahwa anggoia ketompak yang ditetapkan dalam kepulssan i bekat memenuhi krtevea
dan petsyaritan panarima bantvan stimulan;

C.  bahwe berdasarhan peitimbangan setagaamana dwnaksed pada hupl a dan hanl b
periu mengtapkan keputusan Kepata Owsafwah leatang Pembeiuan Kelompek
Penerima Banuan $imuten Perumahan Seadays Tahun 2014

Mengingat ¢ 1. Pesalusan Merlsrl PEnumatan Rakyst Nomor 08 Tahun 2043 temtang Pedoman
Pglaksanaan Bantuan Stimulan Pesumahan Swadaya;
2, Syigt Kepwriuzan Depot| Bldang Perumahan Swedays Nomer 2 Tatwn 2014 tentang
Pengiapan Lokasl DesaXalranan Penerima Bamuan Stenulan Perumahan Swadays

Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menglapkarr L KEPUTUSANKEPALA DESA PANOUMAK TENTANG PEMBENTUHUAN KELDMBOK.
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU o Membentuk kelompok pendrknd Bansfuan stimdan perurralen Swadays  yang
sstanhuinya tisebul KPB YIF depgan susunan keanggotaan sebagalmans taisl bartket:
Jonla-
. Bezar Strukher
No. Mama Alamal Banlua
ParK Baaluan {Rp) Keanggotaan
: Rt tH/Rw Gt Dan Sumber Kelua mesangkap
1. | Sate Tengah PK Rp. 7.500.000 anggoda
. At 01/Rw 0 Ben Sumber Sekrgians
2 Al Wibawp Tongah PK Ap.7.500.000 | P anggota
REG1/Rw 01 DSH Sumbat . Bandataca
3. | Sehmya Tangan- PK R, 7.50¢.000 merangkap angpota
Rt 02Rw 01 Dsgn Sumber
4. | tdhesa Torigah g PK Rp. 7.531.000 Angota
5 | Adlan Rt 01:Rw O Dsn Stwan Lar PK, Rp. 7.500,000 Apola
6. | Sekmin At 63'Rw 02 Dsn Shwan Lor PK Rp. 7.50¢.00D Astgara
Y. | Seat Rt 04!Rw 02 Dan 8 Slwan Lor PK RAp..7.500.000 Angpota
8. dumay At 04:'Rw 02 Dsn Sawan Lor PK Rp. 7.500.000 Anggota
a. Geno Rt 02/Rw &1 Dan Sivsan Lor FK Hp. 7.500.000 Anggota
10, | Suryono At 04/Rw 62 Dsn Siwan Lor PK Ap. 7.800 000 Anggota
15, | Nga Pt @1¢Aw &1 Dsm Krajan I} PK Rp. 7.500.00D Atggots
KERUA P Kepuiusan Inl berdaku sejak 1anggal diteaphan deagan xetenluan segata sesuatunya

akan olubeh tan ckpbAK sebegaimana mestiayn, [k dikemudkan harl tamyata
Tevctagiat kekehinun o dakim peneiapan kepubesan o,
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KEPUTUSAN KEFALA DEZA PANDUMAN
NOMOR : ..

TENTANG
PEMBENTUKAN KELONPOK PENEAIMA BANTUAN STMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Menimbang . & bahwa uniuk melsksanakan ketenluan Pagal 20 ayst (5) Peralidan Menten Negam

Parurnahan Rakyal Nomor 08 Tatwn 20M3 lenlang Padarnan Pelaksanaan Bantuan
Sirnuian Parumafian Swadaya.

b, bahwa angaota uelompok ¥30g Jetapkan dafam keputusan i Letah meaenuhi kriteria
‘dan persyaratan panarimabanluan shmylan,

c. bahwa berdasarkan partimbangan sebagasmana dwnaksyd pade hund 8 dan hond b
petlu menatapkan Kapuhisan XKepela Oesalurah teitang Pembannhstan Kelompok
Panertma Banlugn-Sitmsan Panwnahan Swadaya Tahun 2074

hengingat 1 1. Peraluran Menlari Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2018 tarntang Pacomsn
Pelaksanaan Samuan Stimulan Perwmahan Swaddya.
2. Swat Kepuuzan Deputl Bideng Peramehen Swadaya tomor 13 Taimn 2014 temiang
Pehatapan Lokasi- Daza¥efuraban Pansrima Bamuan Stenulan Perumahan Swadaya

Tahun 2014
HEMUTUSKAN
Meaeiapkan :  KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUHAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMARAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU ! Mambecluk kelompok pensrma bamuan #imuldn perrhahan swadaya yaeg
setanjunya disebut KPE VI dengan suzunan keanggolaan sehagaknana iabal benkut:
. Jenky
: Beaer Birukior
Ho. Nama Alamal ?"""’“ P"’; Bantiuan (Rp) Kesnpgotaan
1. |Eko Rt G2/Rw 01 Bisn Krajan 1l PK Rp..7.500,000 K’“’: poargian
. nggota
) Sekretana
2. Jumaink Rt g2/R# 31 B3n Krager i PK Rp, 7.500.000 marangkap angnota
Bendatara
3. | Tesan Rt p2'Rw 01 Dsn Krajan 1l PK Rp. 2500000 | 0 saoka anggoN
4. | Mo At 63w 01 Dsn Kiajan || PK Rp. 7.800.000 Angaota
E. |Sutiman | RtO&Rw o Dsn Kialan Il PR Rp. 7:500.000 Anggota
6. | Sarruen Rt 02/Rw 01 Bsn* Swan Kldal PK Rp. 7.500.000 Anagota
7 haal Re 01/Aw 02 Dsrt Sivan Kidul PK Ap. 7.500:000 Angpola
B. | Msgar Rt 02'Rw 01 Bein Sewan Kidul Pk Bp, 7.508.000 Afggota
g. Elo At 01/Rw 01 Dsir Swwan Kidul PK Hp, 7.500.000 Angiols
10. Misriadin Rt 92Rw 01 Osn Sdwan Kidul PK Rp. 7-500.000 Anpgota
t1, | dop Aml Rt D/Bw 01 Dsn Shwan KGdul PK Rp..7.500.000 Anggota
KEDUA : Kepmuan ml bertaku sefek tanpnal ditetapkan dengan kpteniuan segaks sesuzatiunys

akan mubah dan - dertakl sebagavnana mestinga, jlka dikemudido har iamyata
{erdapat kekeliruan & dalim panetapan keputusan i i,

amm (5] Fmduman
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XEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :

TEKNTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA SANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA TARUN 2019

Menimiaang bahwa wvaluk metaksanakan kedenivan Pasal 20 ayad (5! Paraturan Mentent Negara
Perumahan FRakyset Nomer 06 Tatun 2013 i1entang Peddnan Pelak=ansan Banluen
Shimulan Perymahan Swadaya; .
. bahwa anguola kelompok yang ditstapkan dalam Keputusan ini leah mismenu kritsria
dan parsyaratan pansima baakian simatan,
balwd berdasarkan parlimbangan seddymana demaléud pada hurur 3 dan hurul b
parlu menatspkan kepudusan ‘Kepala Desafueh tesdenpg Pambenfukan Kelompek
‘Panarima Bantuan Stimutan Perumahan Swadays Tahun 2014
Mengingat i 1. Peratwan Manter Perwnahen Rakyat Nomar 08 Taten 2018 tendang Padoman
‘Pelaksanaan Bamuan SUmaan Perumahat Swaday®,
. Sural Kegulusan Dppub Bwdang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahus 2014 tentang
Penetapan Lokasi Desa/Kalurahan Penarfma Banksin Stimtdan Perumahan Swadaya
Tatwm 2614
MEMUTUSKAN
Menotagkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATUY Memberiuk kelompok pengtima bantwan simulen perumahan ewedaya  yahg
seRppanya dissbul KPS X dengan:susunan kiangaotadn sebagaimana tabsl bierikut:
Janis
: Besar Stnustar
g S Appmat Bu{wmmw; Banluan (Ap) Keanggdtasn
t. | Junald Rt 0/Rw 11 Dsn Bagem PK Rp. 7,500,000 K“”:n";g"fgﬂ"“’
. o . . Selretarla
2, Jezmy Rt ¢1:Aw 01 Dsn Bacem PK Rg, 7,500 600 WeLanmian 200l
o ; Bandahers
3 B Rt 2!Rw 01 Den Bagem o Rp, 7,660,000 Mamp angola
| 4, Jumadi A1 26w 1 Dsn Bacamn PK Rp. 2.500.0D0. Anggaoda
| 5 | Swan A1 G/Aw 02 Dsn Batem PK Rp. 7.500.000° Anggata
[ Abau
[ s |{ES Fl 04/Aw 02 Dsn Bacem PK Rp. 2.500.000. Anggota
7. Bagek Rt 0Rw (1 Ban Lamparan PH Rp. 7.504.004. Anggede
| & Busar At 62/Bw H Dsn Lamparan PYK Rp, 7.500.000 Anggola
I: 9. Jurnadi At G4/Rw 01 D4sn Lamparen PK Ay, 7.500.000 Anggota
10, | Mook A1 B ga/Rw 01 Den Lamparan oK R, 7.500.009 Anggota
1. | Yadl R 04!Fw 01 Dsn Lemparan PY Rp. 7.500.000 Anggnda
KEDUA Kepeduzan Inl barlaku apjak tanggal ditetapken dengan ketenduan ssgala sesustunys

akan diubsh dan tparband sebagamana mestoya, jika dikemutian tar termyata
terdagmt kekefatan di daam penstapankepulusan mi,

z DII?E?N*KAN'DI + Pandwnan

TANGGAL 1 26 Juli 2014
KRPALX O URAH PANDUMAN
L}

° . s T
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUNAN
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2614

Manimbang ! 3, bahwa wnluk Melaksarakan Apteruan Pazal 20 ayat (5 Peraturan Monted Negara
’ Parumahan Rekyst Nomor (6 Tadwm 2063 fentang Pedomen Pelaksanaan Bamuan

Stmulan Perumahan Swadaya;

b. bahwa anggotz keloepok yang ditstapkan dalam keputusan Wi telah memenuhi kritarla
tian parsyaraian phnerima baaluar siimuan;

¢ bahwa berdasarkan perimbangan sebaoaimana démaksud pada hurul & dan huel b
periu menetapkan kepitugan Kepsle Deya'lwah temiang Pembenfukan Kelompok
Pgnarima Bantuan Sitmylan Perumahan Swadaya Tahun 2014.

Manpingel ! 1. Psrabwan Merterl Perumehan Rekyat Nomor 06 Tatmn 2013 testang Padoman
Palaksanaan Banuan-Stimakan Perumahan Swadava: ’
2. Surat Keputusan Deput Bidang Perumahan Swadaya Nomce 03 Tahuo 2014 fentang:
-Panatapan Lelesl Desa/Kedurahan Panetitvg Bantusa Simwlan Parumahan Swadaya

Tatwm 404
MEMUTUSKAN
Menetagkan i KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN RELOMPOK
PENERIMA BANTUAN BTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATL © Membeniyk ketompok penerima bgntuan stimudan perumahen swadaya yang
selanfulTya disabut KPB X denan susiinan keanggotaan sobagasnana fabel barkut:
Jonls
i Epzar Strvdchur
L A e - B Shnpg, | Banuen{Rpy | Keanggotsan
{PB{PK}

1. | swans R 0%Fw 01 Dsn Lampsran PK Rp. 7.500.000 | etua marangkap

brygota
2 | Swavo | Ftozifw g1 Bsn Keasan | K, #p, 7.500.000 wfn;‘m"‘i "
v Bandahera
3 | Aa RI ¢H/Rw D1 Dan Krsgan | Pi Rp. 7.500.000 | L i "

4, | Yant At 02 Fw 01 Dan Krapan | PK Rp, 7.506.00D Amggeta
5. | Migran At 02 Rw (1 Dsn Kragan | PK Rp. 7.50K1.009 Amygota
6 | Ena A 62:Rw 01 Dsn Keagan | FK Rp. 7.500.000 Anggaea
7. | s Rt 02/Riv 01 Dan Ksajan | K Fip. 7.500.600 Anggata
2 |S5a Rt §2/Fw (1 Ban Kragan ) PK Rp. 7.50¢.00D Anggola
9. | Sowaki Rt 02/Aw 01 Dan Krgjan | PX Rp. 2.560.000. Antgota
10. | #Maryani Rt G2/Aw 01 Dsh Kraa | PK Rp. 7.500.000" Anggota
11. | Enel’ Rt 02rKw 01 O3n Keagan | PK Rp. 7.5600.000 AnggMR

KEDUA : Kepuduzan Inl barlaka s8jak tanggal ditetapken dangan katendusn segald seaustings

akan diubah dan digarbaiii ebegalmana mestnya, |ka dikemudian har ‘ermyata
terdagal kaketinsn di dalem penetapan kepatugar ini.

m'n%maj : Pandnan
TANGGAL  -26.Jub201a
KEPALA DESA PANSUMAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

RNOMOR :
YENTANG )
PEMBENRTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TARUK 2014
Meninbany & Eabwa uniuk melaksanakas hetonhwin Pasal 20 &ys {5) Peratran Menterl Negaia
Perwmahan Rakyat Nomar DB Tatiun 2012 wnltasg Padoman Pelaksanaan Banuan
Stimmgzn Pgrumahan Swacaya:
D, batwib anggola kelompok yang dilgtapkan dahm keputusan Ini {efah mamendhi Kritena
den pareyaratan penesma bantuan elimsdan;
¢ bawa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud pada husl a dan hunut b
pDetly menslaokan keputpsan Hepala Desaluvah Tenkng. Pevhbeniukan Kolounpok
Pefmrima Bantuan Stenuian Perumahan Swadays Tahun 2014
Mangingal 1. Ferafwan Manter Pesumahan Aakyat Momor 66 Tahun 2012 tentang Pexiorman
Pelaksanaan Banduan Stimulan Perumanan Swanaye:
2. Surat Kepatusan Depudi Bidang Peruw Swadaya Nomor 03 Tahagt 2014 ontang
Fenetepan Lakasl Desaf(elwshan Penenma Bartiran Stimultan Penamahen Swadgays
Tahun.2014
MEMUTUSKAN
Manetapkan KEPU‘F‘UW KEPALA DESA PANDEIMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELLAMPOK:
’ FENEHIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU Membartks heboanpok penenima barduan siimstan perumahen ewsdaya yang
selanjulnya disebut KPB X| dengan susunan keadpaiiaan sehajmmand 1abal barkt:
ens Beser Siniseur
Ho. Nt Aamat ?:;h;:'; Bamivan {Ap} Kzunswiun'
1, | Bunan i 02/Rw 01 Usn Kealan | PK Rp. 7.500.000 K‘“‘: meranpkap
! nganla
’ ; : ; g Sehsetarls
: Fw K . 7.500. :
2 Lam Ri f2Fw 01 Dan Keagan | PK Hp. 7.500.000 herangkan anggda
Bendahara
3. | Demlg Ri {2Pw 51 Ben Keaan | PK Rp. 7.500.000 erangkap angaota
4, | swwane RI G2 01 Den Keajan | PK Rp. 7.500.000 Angasia
5. | Sunanten | RLOZRwOI Cenitmianl | PK Rp. 7.500,000 Angacla
8. | Entkutopo | RiGt/Rw Ot Dansian | PK Rp. 7.500,000 Angacia
7. Murll At 01/Rw 01 Osgn ¥yjan | PK. Rp. 7.500.0k€0 Anmgacia
8. Semarya R10V/Rw Ot Osn Krafan | PK Rp. 7.500.000 Anggaia
Busrl : .
9 Haryoao Rt 01Rw it Dan Xoapn | PK Bp. 7.500.060 Angacia
1¢ Breckyona Rt 0t/Rw 63 Dsn ¥Kmajan | PK Rp. 7 500.0G0 Arnggola
1. [ Khreth | ey ouiy 0f Dso Kesian | PK | Hp.7.500.000 Angaora
EEDUA "Keputusan-isti harlake sefak {enggel destapkan dengan keterfuan sagdla sesusiunya

akan.dwbah dan diperballd sebagaimana mestinya, |ka dRkemudan han (ermyata
10rdapal keralirian di dafm penetapan hewlusan Jni

-

snr_mm : Panduman
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KEPUT{SAN KEPALA DESA PANDUMAN
'm“: . . . .

. TENTANG
PEMBENTURAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMARAN SWADAYA TAHUM 2074

Manimbang ¢ & batwa umik melksaaskan keentuan Pasal 20 ayat () Perabuda Menler fdepeea.

Petumahan Rakyat Nomes 06 Tanus 2013 Ratang Pédwman Pelaksanasn Banivan
Siinulan Pewmahan Swadaya;

b batiwa anggots kelompok yanp dltetapkan daiam kegkdugaa ird fetab mentenunl krtgra
dan parayargtan penarma bamtugn stenulen;

C' batwa befdasaran perfmwangan sebegamena dimaksud pada hundt & dan fwnsd b
potiy mdneiapken kepulusan Kepala Desalurah laslang Pémboukan Kosampok
Penerimg Baniuan $ivetan Peranighan Swadays Yahun 2014

Mengngal i 1. Peraturan Marteri Perumahan Rekyst Nomor 0 Tahun 2013 tentang Padoman

Petgksangan Banluar Slimuan Perumenan Swapaya: .

Z,  Surt Kepulrsan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Narror 03 Tahun 2014 tedang
Penelapan Lokas DeseKalurahan Pensrima Basfuian Shnulan Pevumahan ‘Swadaya

Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menelapkan »+ KEPUTUSAN XEPALA DESA PANDURMAN TERTANG PEMBENTUICAN KELORPGH
PENERIMA BANTLAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATY L MembenlUk  KelOMDOR  penerima’ banlusn  stimulan  perumanan Swadays yang
sdlan|ubwa deeebul KPE Xl dengan Ssunan keanggoiaan sebagaimana {abs| besiut:
Jenks
Bonar Sinudktur
Nou Nama Alamal Bartusn :
PEDK) |, Bantuan (Rp) Kearggolann
1. | Djiami Rt 01/Fw 01 Osn Krajan ) PR Rp. 7.500.000 "““:‘“"“,;“"”
, thw 01 f ;
2 Hermante At X Aw 1 Dso Krajan b FK Ap. 7.500.000 me¢sngkap anggots
. . . . : : Bandsharg
b In 1 1 P 7.500,
3 Jamid Rt 01/Rw D1 Din Ko | K lnp. 500,000 yap anggota
4. | Sihantano | Rt 01/Rw 071 Dsn Krajan § PK RAp. 7:500.000 Angqota
5 Andut Pt 01/Rw D1 D Shwan Lot PK Ap. 7.500.000 An
) Fosid : E . BAp SR Gaozd
g Usman At (4Fw D2 Dan-Fwan Lo/ PK. A, 7.500,000 Angooks
7. | saam At 09/Rw §2 Dsst Stwan Lev FK | Fp 7:500.000 Anggota
8. | Edd Rt 04/Rw 02 Dsn Brwan Lo K Rp. 7.500:000 Amggata
9. | Hesiyanle | At.02/Aw D1 Dset Swan Lo PR Rp. 7.500.000 Anggota
18, | Dalwadh Rt q'sz‘wOI Dsn Siwan Lor PK Rp. 7.500.000 Angpota
13
11, | Niwa Rt G4/Fv DE Ot Siwart Lot PK Ap. 7.500.000 Anggota
KEDUA B Kaputusan ku bertaku sejek tanggat ditetaphan dangan katentuan cagala sasuefunya

skan diubeh dan dpedbaki esbpgaimena meslinya, pke dikemudian han temmyeta
terdapat kedsliruan o dalam pepétapan kepukssdn ms,

DfIYEFAHM"Dl : Panduntan
T TANGGAL 129 JuR 2014

KEPALA: LURAH FANDLWAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMDEUMAN

NOMOR :
TENTANG .
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENEAMA SANTUAN ETIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TARUM 2014
Menimibang £ DawR Uniuk metakeanaign ketantuan Pagal 2 ayat{5) Peraluran Menten Negsra
Pémanahan - Hakyat Momor D6 Tahun 2013 Wntang Podoman Polaksardan Bantuan
Slimagan Pensmahan Swadeya;
). badhwag enggofa. #alompok varig diatapkan dalam %eputysan mi tetah' memenuhi Srtena
dan persyaratan perwnma baniuan stimdan;
dvwa bexdasaken puﬂlmbangm sebagaimana Wmoksud pada hurdt a &an hurd b
peflu mengtapken keputusan Hepala Daa&weh fentang Pembanivian Keompak
Penenima Bantuan Stmulen Parumiahan Swaddyd Tahun 2014
Mengmgal 1. Paraturan Merten Peninsatan Rakyst Nesnot 06 Tahun 2073 tedang Pedarman
Palaksanaan 8amuan Stimulan Perumahans Swarfaya;
7. Surat Kegaduzan Depull Algang Perumahsn Ma Pipmor B3 Tahua 2014 tantang
Penetepan Lokasi Basaielurahan Penarima Bantuan ‘Stioulan Penemehan Swadaya
Tatiun 2614 )
MEMUTUSKAN
Manguapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTU&N STIALAAN PERUMAH_A_N SWADAYA TAHURM 2014
KESATU Membentuk  kekeanpok: penedns banwsan stimdas perumahan swedaya yang
salanjuinya disety KPB X|ll dengan susuhen keanggelaan sebagaamans lstel barlkud:
| Jemis s
Basar Strudctur
Ho. Rana Alamat B""I-Pw"‘”x'}' Rantusn (Rp) Kvanggolaan
1. | Swwess | RUOARWO2 Dan Swan tor PK Rp. 7.500.600 K’“";'n‘:;':rgﬂ"“"
J e : Seirelaric
2, Jumaret R1 04/Rw 02 Dan Siwan Lor PK Rp. 7.500.000 Merangkap angacts
" . Bendahara
2. Misto Rt 0%Rw G2 Dun Siwan Lor PK Ry, 7.500.0400 NgKEp. ATy}
4. | Niban Rt 04Rw 02 Disn Slivan Lor PK Rp. 7.500.000 Anggola
.5, | Sakyam Rt 04/Rw G2 Dn Siwan Lor PK Bp. 7.500.000 Angpota
8 Jerzin Rt Ha/Rw (2 Dan Swan Lor B¢ Rp. 7.500.000 Angoata
7. | Swapto | RI0WRw OR Dsri Slwan bar PK Rp. 7.500,064 Angggola
8. | Mayar Rl 02:Rw 02 Dan Slwan Lor PK* Rp. 7.500.000 Anggota
9. 2ainud Rl 0aRw 02 Dsn Shwesn Lor PK Rp. 7,600,000 AR
10. | Jumaian | RtO2Rw 02 Dsn Siwan Lor PK Rp. 7.500.600 Anggota
1. | M2 K] 03kt 02 Dan Skwan Lot PR Fip. 7.500.000 Angaeta
KEDUA Keputusan iw berlaku sejak 1engpal dietapkan dengan ketenmiuan ségala sesualurya

whan duth dan diperbalkt sapagalmanh neslnya, jka dkermuan han teinyaty
(erdpal Kevallrugn di Gakam penetapan kewmanw

BITEFAPKAR 1 : Pandoman

TANGGAL | 26 Juli 2014
KEPALX DE! FANDUMAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR : ..ictemmismnmisismissm s

TENTANG
FEMBEHTUNAN KELOMPOK PENERIMA AANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TARUN 2514

Manimbang I D bahwit unluk melaksanakan Xetanhan Casal 20 Ayt (3) Peratwon Henten Newara
Parumahan Aakyat Nomor (6 Tatum 2013 leplang Pedoman Pefaksanaan Bamwan

Stmulan Parumaran Swadaya;

b bahwa anggots keloenpok yang ditetaphan dalam kapulugan i jelan mememwhi kdtoria
dan persyAratan penerima danlvan Rimukn;

c: bahwa bardesarkan parimbangan sebagalmena dimaksud pada hurut 8 dan hurut b

pariu menmapkan heputusen Kepala Deszlursh tantang Pambentukan Kelompok
Panarima Bantuen Stmutan Ferumahdn and;aya Tahun 2014

Hangingai ! 1. Perahran Momteri Pérmahan Rakyat Nomor.66 Tatum 2013 fentang Padoman
Palpkeanaan Banduan Siimatan Parumahan

Swadaye,
3+ Swal Kepadusan DEpub BXiang Permahan Swadaia Nomoe U3 Tahun 2014 tentang
Panetapan Lokasl Desa'Kelurahen Penerima Bankan Siimulen Pensmzhan Swadeys

Tabwan 204
HMEMUTUSKAN
Meangtapkan 1 KEPUTLUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUXKAN RELORMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEFIUNAHAN SWADAYA TARUN 2014
KEGATU i Membemiuk #etompok panaima bantuzn siimedan parumahen swedaya yamp
sgtansnya disebul KPB X1V dangan susunas keangoafaan sebagalmans tadel perkul:
Jonls
. : Besgar Struktur
No. Nama Alsmat ?;m Bontuan (Rp) s szl
; AL 63! : HKoug meranghap
1. Alman Rt 63'Fw G2 Dsn Shwan Lov K Rp, 7.960.000 aRggots
2, | Jumal Fit 01:Rw 01 Drsn Siwan Lor PK Rp. 7.500.0D0: mmﬁ;;wm
3, | Bonarto Fit 1:Rw 01 Dsn Stwan Los PK Ryp. 7.500.000" angi;":" .
4, m Fit O4/Fw 02 Ban Sinan Lor PK | Rp.7.500.000 Anggota
i s Sudiba At 01/Bw (H Ban Stwan Lor PK Rp. 7.50¢.0D0 Anggola
e |SEE Al 62/Rw 61 Dsn Shwan Lor. fK Rp. 7.500.000 Anggota
7. | Tiwan R 02:Rw 01 Dan Stwan Lo K Rp. 7.500.000 Anggote
B | AN R 02:Rw 01 Den Swan Lor PK Rp, 7.500.00D Ariggrois
g | Samsitl Rt 02Rw 01 Dsn Siwan Lo PK Rp, 7.500.008 Angacia
10. | Sarin Rt 62Aw (1 Dsn Siwan Lor PK Rp. 7.500.000. Anqgoda
1. | Al F1 04/Aw 5 Drsn Stwan Lo PK Rp. 2.500.0D0. Anggota
KEDUA v Kepotugan inl herlahu selak tangr¥ ditelaphan dengan keretluan segala sesualunya

akan giunah dan dipemal oUanamand mestitya, |ka dlkemudian nard termyat
tertapa) kaketaan di datam penelapan keputusan Jal..

nrremﬂmnm : Paridumean
| TANGGAL 1 25 Jull 2014

INARKO SETIAYAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR : v

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOX. PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

AManimbang : B. bahwe unik melaksanaken Wetentuan Pasal 20 eyat(B} Peraturen Menteri Negara
Pecumahen Rekyat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Palaksanaen Banuan
Slimtan Parumahan Swadiya;
b. batvam enggate kelompok yang ditetepken dalam keputusan ini islah memanuhl kritena
dan parsyaratan penerima tantuan sitmukan;
& b berdasarkan perhibangan sebageunana dimskeud pady tuew! & dan hurul b
periu menetapkan kepubssan Kepald Oesatawah lentang Pembentiksn Kelompok
Fensrima Baniuan SUmylan Perumahan Swadaya Tahun 2014
tlenglngat 1. Peratuan Meerl Perwmnahen Rakyat Nomer 06 Tahun 2073 temeng Pedoman
’ Pelaksanaan Baryan Simtan Perunishan Swadaya:
2. Surat Kegnidusan Deputs Bxdarlg Perumahan Swatdya Nombr (3 Tahun 204 eitang
Pentiapan Lokasl CosyKeiurahan Pénerima Bantuan Slimuian Peaumghan Swadaya
Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menslapkan . KEPUTLISAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERRA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU - Membarbhsk kelompak pensrimd banivan stimulan  perumahlah swadaya yanp
selanjuinyz disgbu] KPB XV dengan sucunan keemjpotaan sebagamang tabel badkut
-Janla
: Sesar Struktur
Ho: Nama. -Alamad Bantusn
) Baniuan (Rp) Keanggotaan
1| Supsil Rt 02/Rw 01 Osn Swwan Lot PK Rp. 7.900.000° Kﬂmammmgua p
. : Sexratana
2. | Sanw R 02w 01 Osn Siwan Kikd PR R 7500000 | 1o canokas anggots
. Berxiahata
3. Endan R1 02'Rw 01 Dsn Svwen Kidol P Rp. 7.500.000 merangkap anggots
4. | Sulaiman | R1G2FRw 01 Dsn Sewan Kidt PK: Ap. 7.500.000 Anggats
5. | Slamet RULOZ/Rw 01 Den Sewan Kickd PK: Ap. 7.500.000 Anggots
6. | sumal A1 02Rw ) Dsy Swen Gl Pi: Rp. 7.500.600 Anggota
7 Kariman Rt ot/Rw 01 Dsn Swuan Kichil PR Rp. 7.500.000° Anggata -
8. | Mshya R{ 0%/Rw &1 Bsn Siwan Kidud PR AR 7.500.000 Angyota
9. Mish Ri Jt/Rw 5 Csn Sewan ol PFK’ Bp, 7,500,000 Angoola.
1D. Narudin R1 01/ Rw 01 Din Shwan Kl PK Ap. 7.500.04¢ Anpgoe
11. | Sullyants R1 04Rw 61 Den Siwan 1kl PK Rp. 7.500.00¢ Anigota
KEDUA : Kepuusan ink berlaku sejak tangge) ditetspken dengan kefentyen segeie segvalunya

akan dmbsh ¢an dperbaki sehagaimans mesbays, ks diemudian ‘han femyatd
prdepet kekallruan di dplam penelapan kapuhﬂg{tﬂiﬂ.ﬁ

DFEFABKANT!  : Panduman
TANGGM. ) 125 Juli 2014
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEUMAN
NOMOR :

TENTANG'
PEMBENTURAN KELONMPOK PENEAIMA HANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TARUN 2014

Meoimbang . & Dbatwe unluk melakeanaken ketantuen Pagal 20 ayet{5) Peratian Manted Negara

Pemanahan -Rakyat Nomor 08 Tahun 2013 Wnlang PRuoman Palaksanasn Bantuan
SMimagan Pansmghan Swadaya; ) .

b. bahwe enggofa felompok yang ditetepkan dalem ksputusart ini teteh memenwhi kirterta
dan persyaratan perwma baniuan stimsdan; '

T Ddimea berdacaken puaimbangan sabacaimena Smaksud pada hUILl o Gan hund b
perlu Mengtapken keputusan Hepala Desadloreh fentang Pembanivian Kelompoh
Penenima Bantuan Sumulen Peruriahan Swadays Tahm 2014

hMengmgal ¢ 1. Poraburan Mesteri Penimishan Rakyst Meenot 08 Yahun 20713 tesang Pedarman
Pelaksanzan 8amuan Stimulan Pevumahen Swadaya;
2, Jurat Kepudugen Depull Bldang Parumanan Swadaya Neinor 03 Tahua 2014 tantang
Penatepan Lokasi Dosaiielurshan Penarima Banbran ‘Shoulan Penamshan Swadaya

Tahun 2614
MEMUTUSKAN
Mangurksn © KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN (ELOMPOK
PENERIMA BANTU&N STIMULAN PERUMAH..'-.N SWADAYA TAHUN 2014
KESATU © Mambemtuk kekempok- renedms bamuan simelan perumahen swedaya yerg
galanjuinya disetnd KPB XV| dengan ausunen keanggotaan sebagaumena tebed bartus:
| Jeme .
Banar Struscur
Ho. Ramra Alamat m‘ﬁ Bantusn (Rp) Keanggolsan
1, | Surlswo | RUOVRW O Dan Siwan Kidul PK Rp. 7.500.600 K"‘”:ﬂ':;';:"“‘”
; ! Selvelaric
2. | Aan Ri 0i/Rw Dt Den Siwan Kidul PK Bp.7500.000 | o .
; . Bengahara
2. Suano Rt 07/Rw 01 Do Siwan Kidul PK By, 7.50D.400 marBngkep. anpgota
4, | Haryaste Ri 017w 01 Dsn Siwan Kigyl PK Rp, 7.500.000 Angacia
5, | Sersma Ri01Aw ot Osp Sman kigul | PKC Rp. 7.500.000 Angnala
8, Jumaat Rt 03/Rw 01 Dsn Siwan Kidul | PK Rp., 7.500,600 Anagoia
7. | Junaad A1 05/Rw 01 Dsn Siwan Kidul PK Ap. 7.500.000 Anggola
8. Migkun P 53Ry 02 D2n Kragan 1 | PK Rp. 7.600.000 AAQana
B, | Basmizd | R1OSRw 02 Din'iajan I PK Rp. 7.500.000 Angaota
9. | Sabsa R ORw 02 Dan Kegisn I PK Hp, 7.500.0¢0 ANGICAR
1. | Yusut Rt &3 Pw (& Dan Keatan Il PK Rp. 7.500.400 Anggole
REQUA 4 Kepulusan o berlaka sefak YangQal cletapran cdangan Hetenivan sedia sesustuiys

akan daah depn diperbelll seagsimans meslnya, |ka (Rkemaokaa han lernyats
{ertapal kekellruan oi dafam penetapan kepiiusen L
,..ni'iz'wm . Penduman
TANGOAL + %5 Juk 2014
KEPSLA DESALURAH PANDLIKAN
*
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KEPUTUGAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :

' o TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERAAA BANTUAN STRRULAN
PERUMAHAN SWATIAYA TAHUN 2014

kenimbang ¢ @ pehwa un(uk mefdksandlan ketentuan Passl 20 ayat (5) Pévaturan denter Negara

Porumahan Racyat Nomar 08 Tahun 2013 tontang Padoman Polkkcanaan Banluan
Stimulan Perumehan Swadays:

b.. batwa angpota kebompak yang datapkan datam keputusan Inl tetah memenuht kileria
dan parsyaratan pengrta haniuan stimulan;

z. banwsa hendasarkan pedimbangan sebagakmans dlmaksypd padg hurut - dan kurul b
pertu Frenefepkan kepartusan Mepala Desafurah terdang Pembertukar Kelompok
Pdnerima Bavuan Stmulan Perumahan Swadaya Tahur 2018

Hlangingat :- 1. Paraturan Merden Peumahan Rakyat Nomes 06, Tatun 2013 temenp Pedoman
Relaksanagi Banluan Stimuldn Perumanan Saadaya:
2. Swral Keputusan Deputi Bldany Perumahan Sw:ao’aya Komdgr 02 Tawn 2014 tooitang
Panetepan Lokasi DasaKelurshan Panardma Santuan Stimdan Pensmbhan Swadaya

Tatam 2014
NEMUTUSKAK
teneiapkan’ 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDIMAN TERTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
XESATY T Memdenluk  kKelompok: panerma bantusn  Stmiian  pérumahan  swatayd  vang
stlmudnya dsebul KPE XVII dengen susunen keangpotaan sebageimana tzhal betkut
Jopis
. : Beaw Strukduy
Nu., Nams Adneral Bantuan
|- “(PE/PKY) - Bantusn {Ap) Katnggotaan
. ; . . Kedua marangkap
1. | Agbuish R 0G:Aw 02 Hea Kragan |1 PR ] Rp, 7.600.060 pmo
, . Seivelaris
2 Markaidl Bt 1)Aw 81 Dsa-Ksagan I PR Rp: 7.500.000 marangkep anggots
i i o, i i Bendahaia
i I Ap, k
3 !swm 1 03P U2 Dign Keagn | | PK _ Ap, 7.500.000 feranghap amggota |
LB 1: Aalk R ¢WFAw 02 Dan Kragan Ll b8 1 Rp: 7.500.000 Anggata
§ | Waki Fa 03Fw 02 Ders Kraian || PK ° Rp.7.500.000 Anggata
6 Samo R 63w 02 Dt Kradant |1 P ' Ap 7.50¢.000 An(goa
7. [ Rarnu ROMAW 011 Ds Keiagm i | PK | Rp, 7.500.000 ANGQOR:
8 | Sonadl R 0Q/Aw 02 Dgn Krajan | | PK Ap. 7.500.000 Anggota
s | Migin ROGRWD! Dan kijenll | PK Rp.7.500.000 Anggata
10, | Nwan #21 GG Fw 02 Den Kragan || | PX . Fp 7.500.000 Amgots
n. Buraw| M 03 Fw 02 Dsi Krajess 1 I PX ! Rp. 7.500:00¢ Anggatz
KEOUA l Képlﬂusan ini bertaku sejak mnppsal d&mapkan gangen katemusn segqala sesuatumyz

akan ‘diubah dan dipertiaid sebdgaimana masdinga, jika dikémodn han temypaa
terdapad kehellruan & dakim penetagan Koputusan [nl,

mm Bt :Ponduman
TANGGAL 125 Juli 2014
KEPALAS

UURAH PANDUMAN
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KEPUTUSANR KEPALA DESA PANTIUMAN
NROMOR : .

v

_ TENTANG
PEMBENTUKAK XELOMPOK PENERMA BANTLIAN STMLILAN
PEAUMAHAN SWADAY A TAHUN 2014

Mervmbang : @& bahia yuk melekGanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Merieri Negara

Parumshan Rzkyat Nomar 06 Tahun 2013 tartang Pedoman Palgksanagn Bamuan
Siimulan Pésumahan Swadays; '

b. bahwa anggola kelompok yang ddstapkan dalam kepulusan Int {elah memanuhi kritaria
dan pétsyardan pocedma bactuan dimut,

¢, pahwg bordasarkan peambangan 3ghapalmana cimaksud pana hund & dan hunt b
periu mniatapkan depulusan Kepaia Da'aa.'Lurah tenang Pamberdukan Kelomipok
Panafima Bantuvan Sumulam Parumahan Swadays Tahun 2614

Bleangyraal - 1, Pgraturan Manteri Perurnahaa Rakyat Nomor 06 Tabun 2013 tentang Pageman
Pelaksanzan Bantusn Stvnylen Parumahan Swadaya;
2. Surat Kepulusan Depull Bidang Perumanan Swadaya Nomoe.03 Tahun 2014 lestang
Penatapan Lokazi Basa¥elyahan Penedma Bantsan Stmulan Paruriahan Swedays

Tahun 2014
MEMUTUSK AN
Menoiapkan ©  KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
: PENERINAA BANTUAN STIAULAM PERLIMAHAN SWADAYA TAHUN 2614
KESATU ! Membanivh kefompok peredana barduan stimulan perumshen pwadags  yag
sefanpinya disebut KPB XVII| dengan susunan keanggodiaan sabagaimana label bardut:
Jenis -
] Bessr Struktur
No. Nama Atamat ?amun Bantuan (Rp) l&ann agotaan
1| sene At 03Fw £2.Dsn Krajan 11 PK Rp, 7.5000pp | etua thotangiap
anggma
5 Sekratais
2 | Daham Ft 02/Rw 01 Dsn Krajan Il PK Rp. 7800008 | i S
. . Bengahva
4. | Rasid Al G2/Rw 01 [isn Krajan I PK Rp. 7600000 | | ekap anggota
4. | Sumac A 02/Rw 01 Osn K;,qla'n Il PK Rp. 7.500.000 Anggotd
5 | N A 62:Rw 01 Dsn Ksajar I PK Rp, 7.500.000 Anggots
6. | Whsi A1 02/Rw 01 Disa Krajan I PK Rp, 7.500.000 Angaots
| Suglanto 7 At
7. | Surida Fit 62/Aw 01 Dsn Krajan It PK Rp. 7.560.000 Anpgota
8. | Emoen Al G2/Fw U1 Osn'Keajan b PK Rp, 7.600.060 AngQotn
9. | Bukw i Q2Rw 01 Dsn Krajan I PK Rp. 7.500.000 Arggota
10, | Supraydnc | Bt C1/Aw 01 Dsna Keajan |t PK Ry, 7.500.000 Anggok
.| Jeped R 01:Fw 01 Ogn Keagan b PK Rp, 7.500.000 ARgQote
KEDUA" : Keputuean Inl berlaku se4ik 1angpsl ditstathkari dengen ketarduan segela sesealunya

skan divbah dan diparbaiki sebagaimana mestnye. jlka dikemudian han temyata
tordapat kekeinmn i dalam penesapah kopuiusan jnl.

DATETAPKAN DI Pandurn
TANGGAL 125'4uli 2024
KEPALAS URAH PANDUMAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDIIMAN
NOMOR : .

TENTANG
PEMBENTLXAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TANUN 2014

Manlmbarsy : a. bahwa unhk melaksanakan ketanran Pazal 20 ayat (5) Peraturan Menter Negara
Perumahan Rakyat ‘Nomor 06 Tafun 2013 temang Pedomen Peaksanzan Baniuen
Slmular Perumahan Swadaya; )
b, bahwa anggota kefumpak yang diietapian talam kepuiusan i felah momanui keikorls
dan persyaratan. penenma bantyan stmukan: .
c. bahwe berdssarkan pedimbsngan sebagamnana dimaksud peda huruf a dan rirut b
Pty mmenstapkan kepdusan Kepala Desalumli terang Pambenivkan Kelomgok
FanesinaBanuan Skmulan Peruinanan Swadaya Tahun 2014
Mengingat : 1. Peraluran Meniar Perumahasn Aakyat Nomor (6. Tahun 2613 tantaag Pademan
Pesakeacraan Bamuan Stimulgn Perumatan Swadaya:
2, Seral Kepulusan Cepuli Bidang Perurshan Swadaya Nomer 03 Tahun 2014 fentang
Penetapan Lokgsl DecaKelwrshan Penarima Rartuan Stemulen Perumahan Swadaya
Tahun 2034
MEAUTUSKAN
Manatapkan 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLUKAN KELOMPOK
PENERMA BANTURN STIMULAN PERUMAMAN SWADAYA TAHLIN 204
KESATU MomBeauk kedompok panonima barmtn dimulan perumabhat swaddya  yang
salan|utnya dieebut KPB XIX depgan susunan keanggotaan ssbagelmana fabel beskut:
HETT
: Besdr Strukir
Me. g 1 PRpK, | Bamuan{Rp) | Kesnpgotssn
~ e Kehw mesanghap
' 1 t I L7 i T .
1 Santan At 01FRw 0t Bn Kaan | PK Ap. 7.500.00D 3 "
. . Sekeetarid
2, Noma: At 01/Aw Ot D3 Keagan i PK Ap. 7.500.000 = gkap "
A Bendahdra
3, Imam At 01¢/Rw 01 San Krafan |l PK Rp. 7.500.000 mevangkap anggots
4, | Sar At 01/Fw D1 Bsn Keajan I PK Ap; 7.500.00D Anggola
‘5, | Adin At B1/Aw Dt Osn Kragan 1l PK Ap. 7.506.00D Anggola
6 | Rawl ‘At U1w D Dsn Keggan I PR Rg 7 500.000 Anggols
Lima At B P Ot Osn 1oragan |1 PK Ap» 7.502.000 Angaola
Sandoke Rt 01/Rw 05 Dan Keagan 14 PK Rp. 7.500.000 Anggota
9. | Gabman Rt 01/Rwe OF D3h Kegarr 1 PK Rp. 7.503.00D Angtor
10. | Naye At 01/Rw Dt Dsn K 11 PK Ap. 7:500.000 Anggota
11. | Suparman | Bt 01/Rw 0t Osn @ I 43 Ap. 7.500.000 Anggota
A
rgénu». Keputusat Ini beslalur Sojak fangyal daetphan dengan kateeduan segaly smiuahwya

akan didah dan diperball Sebegalmana mestnya, 3 dikemudian nen fernyala

tesdapat keksllruan i dalam panstapen keputuzan o

 GAFEFAPKANDI < Pabduman
TANGGAL 25 b 2014
HEPALA HRAH PANDUMAN
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KEMUTUSAN KEPALA GESA PANDUMAR
NOMOR : .

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMERIMA BANTUAN STIMULAN
FERUMAHAN SYWADATA TAHUN 2014

Meénatbang | & bahwa unluk melsksanakan keteruan Basal 20 ayat(s) Peraluwan Memell [apara
Perumahan Rd(yal Nomor 06 Tahm 2043 temtang Pedoman Palaksanzan Bantuan
Stimulan Perumanan Swadaya;
b, bahual 2ngQ0ia HeKMRDOK yant Uitelaphuvt <akurr kepwikaan i bitah memenunl Krllers
den peesyaratan-pehedma bantuan stmulen: ]
c. bala beddesarkan perimbangan sebagalmam dimaksud pada hurut 8 dan hunf b
peru freselapkan kepulusan Kepala ‘Desaturah tsmang Pembemiukan Kelompok
Ponatima Bamuan Stimukan Perumahan Swadays Tahun 2014
Mengavgal + V. Pevaturan Menlerd Perumahean Rakydat Nomor 08 l‘shun 2013 tentanp Padoman
Peliksanaan Banlvan Srmtan Parmahan Swaday
2, Swrat Keputusan Deputi Bidang Penumahan Swadaya Nomaor 03 Tahun 2014.tentang
Panstapan Lokasi DeswKalurahan Penurima Byﬂuqn Stenulan Putumahan Swadaya
Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Meéneiaplkean 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPCK
' PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHLIN 2014
KESATL i Membonivk  kalompok  pongritd banlvan  sbmulan  pétumanan $watiaya  yang
sélanjunya disabut KPB XX dengan EYauRan keangpoiaan sshegaimana tabal bekut:
Janla
Bonar Suwhitur
Ho. Nama Alpma) Banluan
n n
(PRPK) Bantuzn (Rp) Kaanggoisy
- Bt 04/Rw D2 Dsrt Sumber Kedua merangkap
1 Arifin Yengah PK { Rp. 7.500.000 g
At 03¢Fw D2 Dsn Sumbrar ¥y Sekretaric
2. | Sumarte Tégh PK . Rp. 7.500.000 | o kep anagole
BIO&Fw 02 Din Sumber . Bendahara
8. Sunarsa Tangah PK Rg. 7.506.00D merangkap anggota
Moh R 0Rw D2 Bso Sumber ! .
% |y Atung Tengah PK . Fip. 7.500.000 Anggols
) Rt{3iRw 02 Dsa Sumber ’ _
5. San Tengah PK Ap. 7:500.000 Anggota
Rt 03/Rw 02 Osn Sumber ;
8. Anmsg Yengan PK . Hg« 7.500.000 Anggots
At 03/Rw 02 Daa Sumber ’
7. Lagan Yengah PK Rp. 7.500.000 Anggosa
' At 0aiAw 02 Dse Sumber ’ .
B . Sudardi Tongeh P, ] Ap 7 506,000 Angaots
Bawor At 03/Fw D2 Den Sumbear
2 | uoto Tengeh PK Ap. 7.500.000 Anggota
o Rt p2'Rw 81 D3e Sumbar '
19. | Maniss Tengah X Ap. 7.500.000 Anggora
, Rt 02/Rw D1 B3n Sumber '
. | Cholig R Tengah PK Ap. 7.506.000 Anggola
KEBUA- : Kapuirsan ind besfaku ssjak targgal ditelapkan dengen ketemuan ssgala sasqmtunya

akan divbah dan Cpribakl sebisyaimana mestinyz, @ dikemudian has temyala
1erdapat kekellryan o dalam mompan kepulusanl-ll-

mmm : Pandkmen
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDIIMAK
NOMOR : :

TENTANG
PEMBENTLWAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUR 2014

Manimbang . a bahwa unbk melaksanakan katentuan Pazal 20 ayal iS) Perabwan Mewteri Negam

Perumahan Rakyet Nomor 06 Tafun 2013 tenteng Pedoman Pelskeansan Barduan
Slimulan Perumahan Swadaya; ’

b bahwa anggotn kefomgak yang dietankan dalam kepufusan ind 1elah momanuhi kekotls
dan persyaratan panenme hastuan stimean:

c. bshwa bemssarkan pedimbaengen sebagamana dimaksud pada hurel a dan hundf &
porlu menstagkan kepedusan Kepala Desaluali Hlﬂanﬁ Pombentukan Kelomgok
Fanesinta-Raniuzn Stmulan Peruinahan Swadaya Tahun 2014

Menglngat : 1, Peraluman Maar Perumiahas Askyat Nomos G8. Tahun 2013 1enlang Pedomen
Fesakeacraan Bamuan Stimulgn Parumatan Swadaya:
2. Seal Kepulusan Cepuli Bideng Perumshan Swadaya Nomix 03 Tanhun 2014 fantang
Penstagan Lokasl DecaXelurshan Penarima Rantugn Stmplen Perumahan Swadays

Tahun-2014
UEMUTUSKAR
Menatakan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLIKAN KELOMPOK
PENERMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU © Mambeadvk kedmpok panonimia bankmn stimulan  perumphat swaddya  yang
selan|utnya dreebul KPB XX dengan susunan keanggataan sebagelmans tabel beckut:
FL
b Besdr Strukiar
Ha. MNama Alamat Bamtuan -
(PERK) . Bamtaan {Rp) Keanggotean
" RUp2Rw 01 Dan Sawnher Ketu meranghap
1. Al Tengeh PK Ap. 7.500.00D nggota
Rt 02w 01 Dsn Sumder Sokrelaris
2, | Aswar Tongah PK Aip. 7500000 | 1 kap anggols
Fit 02/Rer D Dsn Bumbar A Bendahdra
3 Hexl Tengah PK Rp.7.500.000 | s o .
4 | T”;?g‘:ﬁ" 01 Ocn Sumber PK Ap: 7.500.00D Aot
5. | dohase .'}';r?:*;fl"‘ 01 Dsn Sumbar PK | Ap.7.560.000 Anggoty
5 | Seawn ,R:,'fgz;ﬁ” 1 Oan Samoes P Rp. 7.500.000 Angigola
7. | misal ?;2:13“ 01 Gan Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggta
8. | Sen el P | Ap.7.500.000 AnGO1a
9. |aa Tonay ) Os Gutme! PK | A7 500000 Anggota
10: | Supsiahn ?;r?g‘:g" 01 Den Sumbar PK | Ap.7.300.000 Angpets
1. | Msranl ?;r?;ﬁ“ 0t Den Svnber PK | Ap.7.500.000 Anggota
KEDUA : Keputssan Ini berlaku sejak 1anppal déstapkan denpen kste'ruan sapala sesuahswya

akat diiah dan dperbaik senataimacd Mmestima, jka dkomudian Nae Limyais
lexgapat kekeliruan & dakum penetaan kepubssan k.

DITBVARKAND) : Pandumun
TANQGAE  :25.J3ul20M

235


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KEPUTUSAR KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOH ©

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERLMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

tpnimbang ! g hahwa unhk melaksanaxan ketentuan Pgesal 20 ayat(5) Perateran Manten Negers

Porumuhan Rakyal Nomor DE Tahur 2093 {entang Pedoman Palaksanaah Banfuan
Slimulan Perymanan Swadaya;

b, barma anggata kelompok yaeg Jilewsphan dalmm keguusan Inl telah memenuh| kingrls
dan parsyargian penesiing bantuansiylan;

¢. bahwa Gerdasarkah partimbangan asbageimasta dimakssd pada huruf 3 dan hurdf b
perlu menaiapkan Reputitan Kepafa Dasatursh lm\mg Pembsntukan Kalormgok
Peherlmza Bamuan Stenulan Peruvmahan Swadaya Tahun 2Dt4

#engingat . 1. Pecaluran #enlet Perumanin Hakyal Nomar 08 Tahun 203 Ierdang Pedaman
Potakearaan Banbeas Shmulan Perumahan Swadaya;

2, Sural'Keputusah Depidl Bldang Pevivhahan Swadsya Nomor (3" Taiwn 2014 fanleng
Penatapan Lotam DesaXelurahan Perenme Bamian Bhomulan Persmehen Swadeya
Tahun 204
MEMLITUSKAN
Manatapkan ;. KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUAGAN KELOMPOK
PENERIMA BANTLIAN STIMULAN PERLIMAHAN SWADAYA TAHUN 2gM 4
KESATY ; Wembentuk kelompok pemanana banfuan slmulan perunmaban swadaya  yanpg
selanjutrya désebut KPB KXl denpan susuran keanggolaan sabagaimana tabef bariken:
Jonke
Beaar Strukiur
No. heama Alamat ‘Banlwu; Santuan (Rp) Keanggotaan
Rt 02/Rw 01 Den Sumbes- Ketura merangkap
1 Imniwon: ‘tongan PK Rp. 7.500.000 "~ angaota
Rt 02/Rw 01 Dsn Sumider Sekretana
z | Samo & K PR | Bp 700000 | o oot |
Ft 02/Rw 01 Dan Sumber . Bamdahara
3, | Bungkos- Tongah PR Rp. 7.500000 0 ngkep angols
fit 02/Rw 01 Den Sumber
4. |Bunan Tengah ] PK Rp. 7.505.000 Angoota |
Supeayono | Rt 02/Rw 01 Dan Surriber i .
5, Allr Ton gah PK Rp. 7.5p0.000 Aavgaeta
6 |Sunge [ 020w 01 DenSumber Pk | P 7500000 pngeets, |
7. | Narso gggﬁwm SRS b PK Rp. 7.500.000 Angoets: |
8 |San ?;2;’;" 01 Dz Surrber PK | Ap. 7500000 Anggota
9. | iisam ?;::;:“’ 01 Do Sumbe: PK | Fp.7.500.000 rogyers |
10. | Nadi ?;25::“ 0% Dsn Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggeta
. Rt 02/Rw 01 Den Sumber . :
1. | Wiso o PK Ap. 7.500.000 Anggats ]
KEDUA ! Heputusan Ini Deraku sejak ahgoal diistapkan dangan keankean sepala sasualunya

‘akan diuban dan diperdaikl SEHRARAMARA raSiinga, fka SkBMUGAn harl wrnyarm
fordapat kekeliruan < dalam panetapan kepdusan fok. - - .

DITEFAPKAND) : Penauman

TANGGAL ;25 Jok 2014
KEPALA PANDLMAN
L]
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Menkmbeang IR

KEPUTUSAN KEPALA DEGA PANDUMAN

NOMOA !

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERMA BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2015

bahwe untuk malgksanakan Xeteekuan Pgaasl 20 ayat (S) Pergiuran Mented Negara

Paruntahan Rakyal Nomer 08 Yahun 2513 lentang Pedoman Palahsanaan Banhian
Stimuisn Parumahan Swadaya;
b. batwa anggota kelompok yeng ditetagkan datam kigutuzan ini telah memenuhi krilarla

than Persyarakan gadrimabaniuah stiraukun;

c. bahwd berdaserken partkntengan ssbiageimena dimakeusd pade fwad & dan hewul b
porlu manstapkan kepukrsan Kgpada Desa/lurah ferteng Pembentwkan Kedmpok

Panesiing Bantusn Stmidan Peremahan Swaddyd Tahun 204

Mengngat : 1, Pesatutan Mentati Perumahan Rakyat Nomor 66 Tahun- 2013 tsmang Padaman
Palaksangan Bantuaa Stim#an Pemrnéhan Swadaya; |
2. Sia) Kegaruean Depdl Brigng Pérumghan Swadaya Nomor 03 Tabun 2014 lemang
Panetapen tokdsi DecaKalurahan Fenerima Bantuan Stmulan Perumahan Swadaya
Tahun 2074
NEMUTUSKAN
Memelaphan :  KEPUTUSAN KEPALA DESA PANOUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELCMPOK
PENERIMA SANTUAN STIMULAN PERLIAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU T Mambentuk kedwmpok penarima banjusn elimufan pesunghan swadsya  yang
sefanjubnya disebul KPE XXil dRRGAN S KeANQGATIAN $8RA0ANANA tbel Darkut:
Jenis
. Sesar Sirudchur
No. fama Alpmat Baniuan ;
- {PBPK} Bantuan (Rp) Keenggolaan
At Q1R OF DsH Sumber Ketua mMarangkap
1. Endes Tengeh PK Rp. 758.000 anggela
Fit 01/Rw D1 Dsn Sumiey Selastaris
2 Jumas Tengah PK Ap, 7500000 merangkap anggots
* Rt 01/Rw 01 Dan Sumber Bendahera
3. Suysno Tangeh PK h ?.5@.1100 maransk o
. ALQIFe 0T Den Surrder
q Marsini . Téngah PK Ag. 7 506.000 ATya
5 | Nl SgERe &1 Ben Sursber PK | Rp.7.500000 Avota
, Yengan
" At 01/Rw O+ Dan Sumber
6. | Rebban , Tengeh PK Fip. 7.500.000 Aaggota
7 | swdareo ?' 01:Five 01 Qs Sucnibes PK Rp. 7.500.000 Angrzota
N angah
. " At 01/Rw &1 Dan Sumber ;
8 | End , Tengeh PK Ap. 7.500.000 Anggola
9. | Avou %: :m«m Bsh Sumber PK Ap. 7,500,000 P
1 gm
" At01/Rw O1 Dan Sumber
19. Turlya . Tengah PK Bp. 7.500.000 Angoola
1. | Dediyong 7t B/Fie D Ban Sumbes PK Rp. 7 500.000 Aoggota
_ Tengah
KEDUA I Kepuiusan ik berleh Gajak tanggal ditstapkan dengan Retertuin segeta sesusfunga

akan ¢hubalr dan diperbadkl sebagaimana mesinya. pka dikemudinn had lervyale
tevdapat kexalliruan d dalam penetapan kepdusanam, ..

,mmmw : Paoduman
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDLMAN
NOMOR :

TENTANG'
PEMBENTUKAN RELOMPOK PENERIMA BANTUAN ETIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUM 2014

M=tumbang & Datwe uniuk wmelaksanakan ketantugn Pagal 20-4ayet{5) Peraturan Manted Negara
Pemanianan -Aakyal Momar 08 Tahun 2013 tenfang Pedoman Polaksanran Bantuan
Slmutan Pansmahan Swadaya;
b.. balwe Bnggofa.Kelompok yanig chiatapkan dalam Ksputusan mi letai memenuhi %rtena
dan persyaratan penbmma baniuan stimdan;
T bdwa herdasarken pmlmbannm 18b2galmang Emaksud pada el g dwn hurul ©
pru mengtapken kepodusan Hepels Desallwah femtang Pembeniuken Kekmpok
Penenima Bantuan Stmulen Pgrurmahan Swadaya Tahun 2014
Mengmgal 1. Paraburan Moster Perunsahan Rikyal Nomor 08 Tabun 2073 terang Pedarnan
Palaksanzan 8amuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2, Surat Kepuduzan Depull Aldang Perumahan Swadaya Nomor G2 Tanun 2014 tentang
Penetepan Lokasi Basaielurshan Penarima Bantan ‘Skoulan Persmshan Swataya
Tahun 2614
MEMUTUSKAN
Menewapksn KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUMN 2014
KESATU Membemtuk kekempok: genesms bamuan simatan perumahen swedaya varg
selanjuinya disebd KPB XX#v dengan s(gunan keanggataan sebagasmana tabel bankit:
Jemie .
Rasar Strudctur
Wo. Hanss Alamat m‘? Bantuan (Rp) Keangaolsan
Rt 0¥ Rw &1 Ban Swrter Kelua-merangkap
1, | Erxiin Tengsh PK Rp. 7.300.0¢0 anggat
Ri01Rw 1 Dsn Sumber Saivelarie
2. Jumak T h PK Rp, 7.300.000 marangy
| B 01/Rv 01 Dyn Sumbar Bendahara
2. Suyono T ; PK By. 7.500.000 marangkep. *
b | Maman | 50 01 o0 Sumber P | Hp. 7500000 Angacha
RLO1LRW 01 Dsn Sumber
5 | Mg Tengah PK. Rp. 7.500.000 Anggets
6 | Rabban 1’.‘;‘";"’;"‘ @I Ben Sumber PK Rp: 7.500.600 Anggota
7. |Budwso | FLOMAWCT Ben Sombar PK Rp. 7.500.00 Anggots
8, E'n $| 01/Rw 01 mﬂ W[ PK- m, 75mW m
R §1/Rw 1 Dsn Sumbor
9, | Abdutia. Tengsh ; PK Bp. 7.500.000 Ago1a
16. | Turiga ?0””"' Ly PK | Rp.7.500000 Anggoia
R'lO'ﬁ'Rw 01 Bsn Sumber
M. | Dediyono. | pooh PK Rp. 7.500.000 Anggots
KEDA Keputusan o barlake 25k tanpgal datapkan dengan kelerduan segala assuatunys

akan dwbah dan diparbeild sebegaimana mestinga, jka cékamudin hari tarmyata
tartapat kekslirvan di dajam penstapan kepulusdnin. .
ONBEAPKAN B Padumess
TANGGAL BN T
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR ;

TENTARG
PEMBENTHKAN KEt OMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAMAN SWADAYA TAHUN 2014

RMeanimbang . & balwm untuk metaksanaken kelemuan Pagal 20 pyat (5} Peraturan Menfari Negara
Parumahan’ Rakyat ‘Nomke 08 Tahun 2013 tentang Padoinan Pelahsanaan Banuan
Sirmazn Panmahg Swadaya;
b. balwme snggota keimmok yang ditetapkan dalam kepuissan Inl ielah memanuhl kera
dan pargyaratan panerfma bamuan stmulan;
c. batwa bemidsarkdn perimbangan sebagasmana dimakswd pada temd a dah hunf b
ety menetapian kapubssan Kepala Odsaluah fantang Pemberitukan Kelompok
Penarima Banfuan Slimutan Perumahan Svwadays Tahwn 2014
Menqlnga'i 1. Pataturan Meoker Pémymahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2613 tarang Pedoman
Pefaksanaan Baruan Stirmtan Parumakan Seatlays;
2. Suret Keputusan Daputi Pktang Perumahan Swadaym Nomor 04 Tahun 2014 tanteng
Paualapar Lokasl Owsa/Kelurahah Penerima Banhlan Sumutan Perumahan Swedaya
Tabun 20t4
MEMUTUSKAN
Morlagkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLUKAN KELOMPOK
PEREAMA BANTUAN STIMULAN. PEAUMABAN SWADAYA TAHUR 2013
WESATU :  Membenik kelompok penerima bpnkian stimukan perumshsn swadaya  yanq.
selanjuinyd disebul KPB XXV dengran susunan keanggotaan sabagairmana fabei bedtwl:
Jepis
i Besar Struktw
N, Mama. Alamat Bantuan
| i |.spaipy_| Bentimntfp) | - Kesmggotsan |
1. | Hatimah ;emmum Rsrr Sumbar PK Rp. 7.500.600 Ketox a’z:v::kap
R 03 Rw ¢1 Dsn Sumber Sekrotans
2. Rukmina Tengah PK Ap. 7.500.4¢ merangkep Bnggota
- R H2Mvy 01 Dsh Sumber Betxlataa
4. Manlini Teraat : PK Rp. 7.500.0400 marangkap Bnggots
4, | Supnyadi m’:" 01 Dsii Suniber oK Hp. 7.500.000 Anggola.
5. | Sunado ?‘o"m’i o1 B3n Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggola
6 |Damaedi mo‘ st Sumber PK | Rp. 7500.000 Anggota
7 | Sukami b Sumbat PK Ap. 7.500.600 Anggota
3. | aoxo +"°‘°”:"°' Dsn Sumbar Pi Rp. 7.500.000 Anggota.
3. | Amina m‘” Oan Sumber PK Rp. 7.500.000 Arygota
10. | tauyo '}m«?;hﬁ“ o e PK Rp. 7.500.000" Anggeta-
K1 05Rw 02 Dan Sumbar '
11, | Satima Tegah PK Ry, 7.500.00¢ Anggola
KEOUA H Kepubssan mi beirlaku sejak ogoal d’rboﬂap&eﬂ dengan ketenhan segala sesuatmya

akan deibal dan dpedaki sebagaimand mestwya, |ka dikemudian han lemyata
terdapal keitruan & sxlam panetapan kepumnu

e

mmmm : Panduman
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KEPUTUGAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :

. , ) TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMFOK PENER/IIA BANTUAN STBAULAN
PERUMAHAN SWATIAYA TAHUN 2014

Menimiang & bahwa unul meldksanghian Kelantuan Passl 2 ayat (5} Peraturan ddenter Negara
Porumahan Racyat Nomar 08 Tahun 2043 lontatsy Fadoman Pglékcanaan Banluan
Stimulan Perurnahan Swagava:
B.. batwa anggota ketompok yang ditstapkan dalam keputusan Inl telah mameeshi kileria
dan parsyardtam peherta haniusn stimotan;
¢ bahwa perdasarkan pedimbangan sebagakmana dlmaksud pada hurul -8 dan hurat b
periu menetepkan keparusan Kepale Desslurah tentang Pambenukan Ketompok
Pdnerima Bavuan Sitmulan Perumahan Swadaya Tahun 2018
Wpngingat o+ 1. Peraturan Menian Pesumaban Rakyat Names 05 Tatan 2013 tenlenp Pedoman
Relaksanagt Banluan Slimylsn Perumaiisn Siadaya;
2. Surdl Kepulusan Dsputi Bldany Perumahan -Swadaya Komar 02 Tahwn 2014 tortat
Panetgpan Lokasi Dasafehwahan Panerima. Banhian Stimutan Pensmbhan Swadaya
Tatan 2014
NEMUTUSKAN
#eneiapkan’ ¢ KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENEAIBZ BANTUAN STINULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATY ! Membmiuk Kelompok: poansfma bantuan Stmilan  pErumahan  swadayd  yang
sblanudnya disebul KPE XXY| dengan susunan keanggolsan sebagasnana t=bal benfut:
Jemis
. : Boasr Strudduy
Nu. Nt Adnrnal _Bantuan _ Bantusn {Rp) Keanggotean
(PE/PK) -
1. Endin RY 02:Aw 08 an Lamparen PR . Rp, 7.560.000 Keiuamarangkap
4 Anggota
| o v Sekretanis
2 ] Brdman Bt 02Rw DB -Dan-Lamparan bad Rp: 7.500.000 marangkap anggols
H i Bendahaia
3. | Tunl R! 02:Aw DB Dt Lamparan | PR AR TS0 [ eagota
4. | Utomo AO2Fw0A D Lamparan | PK  Fp. 7.500.000 Anggota
5. | Busar R 02/Aw 01 Trsn Lamparan l PK ' Ap. 7.500.05¢ Anggoa
4. : Sunilo By §2/Rw 01 Dzt Lamparan PK ' Ap. 7.590.000 AngRots
T 1 Armead R4 D1/Aw 01 Desr Lamparan I PK Rp. 7.500 003 Anggota
8 Malwas Ri §1/Aw 01 D3t Lamparan PX ' Ap. 7.590.000 ANgQots
q. Barl R 01:Aw 03 Den Lamparan I PR Rp, 7.500,000 Anggota
10, | Yatina R 01/Fw 02 D Lamparan P ' Ap 7.50G.000 Angigors
1, Hodrf R ¢1/Aw'0Y Den Lamparan I K ' Ap. 7.500.000 Anggoa
KEDUA i Keépidusan Ini Beetaiy saisk 1anggal dMelapkan danoan Kelontuan séddia MisMUnyS

akan diubah dan diperbaki sebageHnang mestingg, (ka dikemuken han temyats
mwkekollmanddaianpsmmpm*epul\@um

sﬂebmmﬂl ! Panduman
TANGGAL 1 25 JUR 2004
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR

TENTANHG
PEMBENTUKAN KELONPCK FENEAMA BANTUAN STREULAN
PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Manlmbang : & bahwa wnluk melsksanakan ketantuan Rasal 20 ayet (5) Peraturan Menierd Negara

Perumahan Rehyat Nomar DE Tehun 26123 ientang Pedoman Petaksanaan Ba‘muan
Stimulan Pensmahan Swaddya:

B bahwa angaotd Kelompok yanp dilétapkan Gakim kepulusen e 16iah memenyh keters
dan pergyaratan panevime baniien elmuian;

¢. bahwa berdasakan perimbangan sebagaivana domaksud padd hul a dan hundt b
pedy menetaghan kepulsan Kepala Dessilureh lenlanp Pembentukan Kalompoh
Panarima Bantuan Stenulan Perumihan Swadaye Tahun 2014

Mengingat 1 1. Pergiuran Mentesi Perumahan Rakyai Namor 06 Taen 2013 ferdany Pedoman
Palahsarsan Bantaan Stnulan Pocumahan Suacoya:
2, Sural Xeputusan Depul Eﬂﬂang Parutmahan Swadaya Momer {3 TFahun 2044 beedang

Penetapan Lokss! Cesaieiucanan Ponedma Barbzan Stiman Perumahan Swadaya

Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menetapkan . KEPUTUSANKEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLIKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STHALAN PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATY T Mombeniuk kelompok  pencmmna Lantsan Jlimulen perumahan fwadasa  vang
‘satanptriva disetut KPB X0V dongan suzsman eariggotasn sebagdirnana tlabal berikul:
Jenls
Y Besar Bk
No. Nats Akwnat Boniuan g .
(PBIFK) | BTN (RP) Keanggotaan
1. | Mama At ©1¢Aw 01 Ckan Lamgaran PK R, 7:500.000 KB“‘:@?“P
. ; Sekratads
l. g 7l A "
2 Siyama At 61/Rw 01 Bsn Lamparan PK Rp, 7.504.000 merangkap angoots
. i . Bandahasa
3. Sabjen Ri¢1/Aw 01 Dan Lsnj.:pafan RK Rp. 7,50(.006 = kap anggota
4 Bugdin At 01/Rw 01 Den Lamparan PK Rp. 7,500.000 Anppota
5. Meskadk At &4/Aw 08 Dan Lamparan PK: Ryp. 7.500.000 Anpgota
§ Sattman Bt ¢4/Rw 08 Dsn Lamparan PK Rp. 7.50¢.000 -Anggola
7. Bunamen A 04'Rw 08 Dein Larngaran PK Rp. 7.500.000 Anggaota
8 HaEmah R 04'Rw 01 0% Lasnykean PK Pp. 7.60¢.000 Anggols
q. Etius Fi 64w 0B Den Larnaaran PK Rp. 7.500.000 Anggata -
10, | Sakman A 04Aw 01 Osn Lampean PK Rp. 7.600.000 Angqots
| Magayep B 47w 01 Den Larmparan PK Rp. 7.500.000 Anggota
KEDLUA . Hepaiuzan Inl barleku sefak {anrpgal ditetapkan dengan ketenfuan éegela tasuatunya

-8kan diubah dan diparbalki sabsga!mna Mestie, jika dikeenudien had tamysia
tertiapal kehalnar ¢ dakim panatapan Wnﬂ
’ ar'feammm : Panduman
© TANGGAL 125 Jun 2034
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REPLTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR 7

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PEALMAHAN AWADAYA TAHUN 2014

Menimbang - a bahwa unluk. melaksanakan Xetemuan Paesal 20 ayat(5) Peraluran Mentes Nogara

Perumatan Pakyal Nornvor 06 Tahun 2013 {entang Pedoman Pilaksanaan Bantugn
SUmulan Perumangn Swagaya,

b. bahwa angpota kelecpok yang ditetepkan calam keputusan Ini lsiah memenu kritera
dar Pesyarakin peaorini banan shiriulan;

¢:. bahwa berdasarkan partimbangan sebagaimana dimaksud peda fwrul 8 dan tunrd b
parfy monglapken kepulusah Mapala Desalurgh temang Pembimiukan Kdonwk
Penartma Bamyan SUmutan Persmahan Swadaya Tehup 2014

Mengingat 1. Peratwan Marten Perumahan Rakyal Nomeor 06 Taiwn 2043 tamarig Pedaman
O Pelaksansan Bantvoa Slirmegn Petanahan Swadaya:
2. Swal Kepubusan Degoli Bidwg Pesanaban Swadaya Konioe 03 Tahun 2014 (enlsng
Panstapan Lokas DesaKelurahan Penerdma Bamuan Btmulan Perumahan Swadays

Tatwm 2014
MEMUTUSKAN
Mangtapkan . KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDLMAN TENTANG FEMBENTLIKAN KELOMPOR
PENERIMA BANTLAM STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATL . Mémberuk Kelorpok penerima banluan stmulan perumahan -swagayd  yang
samuinyd dsebul KPB XKYELI dengan Raunan Keanggelaan Ssebaamant {adel befika:
Jonlka
Bocar Struktur
No. Nama Alamsl Baniuan . e .
papyy | Serwan(Rp) Kesnggotasn
t, | tuman Ry 04'Hw 01 Dan Lamparan PK Ap.7.500.00p | AeWa mecangksp
. arggots
2. | catieng R 04:Aw 08 D#m Lampéiréin PK fp. 7.500.000 merangm
2 | Sutoyo Rt 6w 11 Dan Lamparan PK Rp. 7.800.000 mrm .
4, Mestah A 4'Rw 1 Dsn Lemperan PR Rp: 7.500.000 Anggola
5 | niban 1 04'Rw D1 D Largacan PK Ap. 7.500 006 Angaota
6. | Safio A1 04/Aw 01 Dzn Lamparan PK Rp. 7.500.000 Anggola
r Tina R 4/Aw 02 Dan Lampargn PK Rp- ?'.sou.oqo RO
B, Synarsp A} G4/Aw 01 Dgm Lamparan PK fp. 7.500.000 ROQR
8. Sukri P 03/Aw. 02 Den Bacem PK fp. 7.500.006 Anggola
1¢. | Sarimen Rr 03/Aw 02 Dan Bacem PK Rp. 7.500.000 Arggoia
11 | Posan P G3Fw 02 Do Bacern PK Rp. 7.500 000 Anggata
KREDUA . Kepuiyedn ini beraku gsjak tanggal ditetapkan denpan kefantuin segaia Seaustunya

akan diubah dan dlpsfba#ct sebagaimane mestinys, jika dikemudian har Iermysta
teidtanal leokellmen i dalsm penetapan kapun.mmm: —:

.

mmnm : Panduman
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUNAN
[ v s | Y ——

TENTANG

FEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN

PERUN AHAN SWADAYA 'I'AH:UH 214

Menimbang I & bahwit whluk Inglakdangkan kewostuan Fasal 20 ayat (5) Poraluras Menter Negara
Parumahan Rakyat Nomor (8 Tahum 2013 teqrang Pedarran Pelaktanian Basduan
Stimulan Perymarsn Swadaya:
b bahwa anggota kelormpok yany ditetaphan dalam kepulugan i felan mornenwhi keftotia
dah parsyar3ian penenmg Danluan simukan;
c: bahwa bardagatkan perimbengan sebpgaimens dimaksud pada huruf 8 dan hurut b
parlu menstapkan heputusan Kepale Dasalueh tertang Pemnbentsan Kelompok
Penarma Bantuan Stimutan Ferumahan Swadgya Tahun 2014
Mengingat 1, Peraturan Merteti Pérumahan Rakyat Nomor.06 Tatm 2013 fentang Padorman
Palpkzanaan Banduan Siimautan Parumahan S‘wa.daya
‘2, Sweat.epolusan Depub Bxdang Porumahan Swadaya Nomey O3 Tahun 2014 tentang
Panewapan Lokasl Oesa'Kelurahen Penedma Bantuan Stmulan Pensmghan Swadays
Tabwn 204
HMEMUTUSKAN
Mengtaphan KEPUTLISAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTAKNG PEMBENTLRAN #EL OMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEFIUNRHAN SWADAYR TAHUN Z014
KEGATL Mambentuk kstompok panerima banhsman stimdan perumahan swedaya yanp
sgtaopdnye disebul KPB XXIX gengan susundn keanapolaan sebagaimana tanel bierio:
Jonls Begac Speuktur
. o D
HNe. Nama Akvmal ?;m Baniuan (Rp) K gotean
1. | Emdin At 03:Aw 62 Dan Bacem PK Ry, 7.600.000, | OIVE merangkap
BRgRota
g - ; 2 Stkrerdris
2, Halil At ¢3/Aw (2 Bsn Bacam K Ry. 7.5040.0D0 merangkap anggola
. - . : . Sendahara
3. Adam At ¢41Bw - Dsn Bacam PK By, 7.500.0D0 rhetangkap anggota
4. | Ninto R1¢1/Rw D1 Dsn Ragam P Rp. ¥.500.000 Anagois
[ 5 | Ma'man At ¢1/Fw 1 Dsh Bacem PX Rp. 7.500.000" Anggota
6. Masya At OHAw G Esn Bacant PK Rp. 7.5.090 Anggcia
[ 7. | Muksin’ AI HRw 1 Dsn Bacem PK Rp. 7.500.000. Anggota
8. Haryeno At 013w 01 D8n Bacem ¥ Rp, 7.500.000 Angaaia
8. Antina Al 0.1-'9.‘* M Dsn Bacam PR Rp. 7500000 Anirgola
10 | Jayus Ht 02Rw 02 Ben Bacem P¥ Bp. 7.500.000 Anggots
11. | Miskah At (2/Rw 31 Ban Becam P¥ Bp. 7.500.0D Anggota
KEDUA Keputusan Inf berleku sajak tanggal ditetagkan dengan kelsnluan sapala sssualunye

skan dlubah dan diparbaiki sebapeimana mestinya, pka dikemindian heri ternyafs
tardapat kehetruan di dalam penetapan keputsan i -

e

OFBTAPKANTDI : Panduman
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REPUTUSAN KEPALA DESA PANDUNMAN
NOMOR ;

TENTANG
PEMBENTURAN KELOMPOK PENERIMA BANTLAN STIMULAN
PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Menimbany : @ bahwa wnluk medakzanakan ketemtuan Pagal 20 gyst (5) Peraturan Mantes Negarg
Parumahan Rikya Nomw W Tatiun 2013 1antang Pedomen Pelaksarman Bamuan
Stimulan Pesumehan Swadays;
b bahwe awota kelompok yang ditetapkar dalam kepulusan in 18lah memenuh kelaria
&N PRrayAcALAN PENAaring baniuan skmulan;
¢ bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud peda tunt 8 dan hund b
porhy menpfaphyn kepubisan Kepaw TiEssluran Reany Pamberiukdn Kelompok
Panarima Bemuan Stimutan Pesiimahen Swadaya Tehun 2014
Meangingat 1. Perahwan Manled Parumahan Rekyat Nomee DE Taban 2013 lartang Padomen
Priatsaraan Bantsan Stimdwn Parumaban Swadaya:
2. Sural Keputusan Depadi Bidang Penamahan Swatlayz Nomar 03 Tahuh 2014 wnlang
Panetapan bokps: DazaMelurshan Penenme Bantuen SUme?zn Perumakian Swadeye
Tatwm 2014
MEMUTUSKAN
Manetagkan :  KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDURMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
. PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERWWAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU T Memdeniuk kelompek penarima bamtuan stenulan perumahan .awadaya, yanp
setanpinya disabut KPB XXX dengan dusunan keanggotaan ssbagaimana tabe? berikut:
Jonis E
s Besar Srukiur
No. Nama Alnmat Banluan .
{PRPK) Santuan {Ap) Kesnggotaan
. Ketra matranpgkap
L Pa‘an F¥ 02/RAw 01 Den Baeem PH Rp, 7.500.000 anggola
: S ; Sekeolans
2 Midon M 02w ¢ Dsn Bacemn PK’ Rp. 7.500 D0D merangkag anggote
: Béndahara
2. Sutastri Rs 62'Aw.01 Deri Bacem PK Rp. 7.500.000 meranghap anggola
4. Buadt Rs &4/Aw 02 Dami Bacem PK Rp. 7.500.000 Anggota
5 Suhendm F1 02:Aw 01 Dan Bacen PK Rp. 7.500.000 Anpgota
8, k|0 Ry 02/Rw 02 0Dan Hagem PK Ap. 7.560.000 ANOOE
7. Muhammed | R1 01/Aw 01 Der Bacem PK Rp; 7.500.000 Anggota
B | Tur Ri 01;Rw 02 Dsn Bacam FK Rp. 7.500.000 Angacia
9. |pup | RO1Rw 01 Dss Bacem PK Pp. 7.600.000 Angoota
10. | Swmanwi A 01/Aw01 D=n Bacem PK’ Fip. 7.500.000 Aapgora
1. | MGunawan | Pt 8w 02 Dsn Sumber PK Kp. 7.500.000 Anggola
KEDUA H Keputuean ini beriaku sajsk tangoal dma!apkan dengen kelantuan segela sesushstys

skan diubah dan dipebaki ‘Sebagaimand mestinya. fka dikemddian has lemyata
tesdppat kakellruan i dalam penetapan kepuliaen ol

MEWDI : Prrahandn
TANQ_(}&L 28 2014
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REFUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR : .

TENTANG
PEMBENTUKAR KELOMPOK PENERMA BANTUANR STIMULAN
PEADMAHAN SWADAYA TAHUN 2814

Merimbang : @ bahwa wniuk malaksangkan ketanhtiah Pasal 20ayat{5) Psraturan Menlsn Negard

Perumahan Rekyat Nomar 0€ Tahun 2033 tentang Pedoman Petaksaraan Bamtuan
Stimulan Pavumahan Swatiaya;

b. tbahwa angpota kelompok yang ditelagkan datium kepudusan wu télah memanuhl kritérfa
dan persyaralan perserima dentuan stmulan;

¢ balwa berdasaman pesimbanian 2aebagalmana dimaksud pada twnd & dan heruf b
parlu menstapken heputrsan Kepaa Desalursh tanlnnp Pembendukan Kefompok
Penetimg Bantuan Snulan Pecurnahsy Saadva Tabn 2614

hgngangat © 1, Petaluran Meritesi Parumahan Rakyal omar 08 Tahws 2013 lantang Pesoman
Pofaksanaan Bantusdn Stanulan Peasnahan Swadaya;
2. Swat Kepulusan Ceputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 20¢4 mentang

Panstapan Lokasl Desateluanan Pecesma Bankan Sinudan Pesumehan Swatays

Tahor 2014
MEMUTUSKAN
Memsiapkan i KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEWBENTUKAN KELONPOK
) PENERIMA BANTUAN STHAULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU ' Mombiwiuk dclompok  pendrma banluah -simulan perumahed swadava  yeqg
selanpuinya disebut KPB X0CK- dengan susunan keanggoiaan sebageimana tabet berikut:
Janls :
Besar . Strukiyr
Mo, Nara Alaoat Baniuan Bantuln {8p} Keanggotaan
(FEFK) A
AL ORw 02 Dsn Sumbet Kotua merangkag
1 [Norasman | oL PK Rp. 7.500.000 ik
: At 0&vRw 02 Pen Surmbes - . : Sekratars
2 Yohia Canik PK Rp: 7.500.000 B sriogce
AI 04'Rw 02 Den Surmber Handahara
| Satm Candix PK. Ap. 7600000 | CangkAD 81RO
a | me oy T e Suioet PK | Pp. 7500000 Anggots
6 | Nuwile m”“" 02:Dsn Surmber PK | Rp. 7600000 Anggots
6 | Ranan g;“‘m“"‘ 02 O Suinber PK Ry, 7.600.000 Angyota
7. | Sero Ar 36/Rw 02 D=n Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggota
8. |Buner | BLO%AW 02 Dsn Sumber PK Rp. 7.600:000 .Anggotz
9 | Toves Dol Derrtugiac PK Rp. 7.500 0D Angaota
0. |Ouibain | FL0%Sw 01 B Surber PK | Rp. 7.500:00 Anqgots
st | Amat i K Rh. 7.500.008 Argyota
KEDUA : Keputusan Ini berlaku saak tanggel dtstapkan dengan keteriuan sagala sesuatunya

akan dubah dan ¢iperbalki Sebagamana mestmya, Ilka dikaenudian Basi lemyais
terapal keketwuan di dalem panetapan Ioepmumm}'
' mmum + it rics

TANGGAL 123 adl 2014
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KEPLTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STRMULAN
PERUMAHAN SWADAY A TAMUN 2014

Menimbang T B bahwa unik melsksandkan ketervan Pasal 20 ayal (5} Peraturan Mener Negara

Perumahin Rikyal Nomoe D6 Tahun 2¢13 (entang Pedoman Pelaksanaan Bantean
Stimulan Perumahan Swadaya;

b. bahwa anggoie kebameok yang dlalapkan daiam kepulusan inl tekalk memaruhi krileria
dar Dessyarakan pahsnma bantuan siimiukan:

¢ bahwa berdasarkan pesimbangen sebagamana dimaksud pede hurut 8 dan huruf b
perfu monimapkan képudusas Kopals Deswlursh lemang Pembaruhan Kekmpok
Pengrima Bemuzn Stmulan Perurtahan Seadaya Tehun 2014

$Aangunpat : 1. Paraturan Memerl Parumahan Rakyat Namos 08 Tahun 2013 terang Pedoman
© Pelaksanaan Banfuan Sumulan Petumanan Swadaya
2. Sumal Kapubsan Depul Bidang Porumalian Swadapa Nomor 03 Tahun 2014 (enkang
Panetapan Lokesi DesaKeturahan Fanerima Banksan Silmulan Penamakan Swadaya

Tatwmy2014
MEMUTUSKAN
Menataphan . KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCUMAN TERTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENEAIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAKL SWADAYA TAHUN 2014
HESATU ! Membenfuk Kslompok penaiimg  béntuga  stemulan  parumahan Swadaya  yang
solanzdnya disebul KPR XXXIE 0angan Susunim Keanggotav FRHAQAINENA 1abel berikut;
Jenis .
No. ] Nama Alamal ?I:ﬁm? : Bllﬂll!n(np_] Kaang I'
A &3/Rw 01 Dsn Sumber ’ ‘Ketua marangis
1 ]Sunaml Caingik | P ;Flp.?.sonm plricok p
) - S0 : :
P R 0N Aw 01 Dant Sumbiar Selrelans
2 | Siphar Candik PK ' Rp. 7.500.00¢ merangkap anggata
Rt G%Aw 01 Dan Sumbeac i Bendahasa
4 ] Laden Candik ] PK . Rp: 7.500.004 matangkap enggoia
] R 0G/Aw 01 Dan Sumber .
4 i Jurd Candk PH . Rp. 7.500.000 Anpgata
5 | Mistah G e Pk Ap 7500000 Anggort
6 | Hamad LSS/ 01 Desr Sumber PK Rp: 7.500.000 Angata
7 o Pioomwm DanSumber | gk pp, 7.500.000 Anggon
3. | Hema mc OG‘;IR“’ 0% Dan Sumbsr PX  ° Rp: 7.500:000 Anggate
s | men e Vi 1 Deumas ] PX Bp 7500000 Anggatz
10. | Bwadn a5 Derr Sumbet PX R 7.500.000 Anggata
1, | Hali gy PensamBer 1 ek g, 7.500.008 Anggoti
KEDUA : Kepulusar ini berfaku sejak 1angpal dtelapkan déngan kefantvan ségals sasudtunya

akan diubah dan dperbaile setagaimana masfingd. jtka dikemufs han eenyata
tardapat kefelinuan of daiam penatepdn képutugen i~ ...
m&h A ¢ . Pandumsn
TANGGAL 125 Jull 2674
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
HOMOR :

TENTANG
PEMAENTURAH KELOMPOK PENERIMA BANTLAR STIMULAR
PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Menimbang : a betmwe uniuk meleksanakan ketenitvan Pasal 20 dyst{S) Fematuren Mewiar Negara
Parumahan Ashysl Nomor 06 Tahun 2013 lantang Pedoman Pelaksanaan Bentyan

Stimulan Permmehan Swadaya;

b, bahwa.inpgol Kelompek yang titatapkan dalam kep.dusan inl tedah mamanuhl Kritera
dan pessparatan pederima banloan stivkn;

c. bafiva berdesarkan perimiangan - ssbepalmana dimakswd peda bund a dan hurl b
parlu menetapkan keputussm Kepala Oesadurah tentang Pembamukan Kekompok
Panarima Banksan Stmulan Pérumanan Swadaya Tahun 2014

Mengtngal : 1. feraluran Mantevi Penanghan Rakyat-Nomer G6 Tahun 2073 tentang Pedoiran
Priaksmszan Baolyuan Stimakan PRIUMANIA Swakidya;
2. Sural Keputusan Dapub Bidang Patumahan Swatiaya Nomor Tahun 2014 leniang
Pametapan Lokaal Dasa/Kelutahan Pensdma Bantuan Stinulan Parumaban Smaya

Tahyn 20114
MEMUTUSKAN
Matetapian KEPISTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTLKAN KELOMPDK
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAY& TAHUN 2014
KEBATU : Membermtuk kslompok penerma bsnksen ztimulen perumahan awadaye yang
selanjutya giseliut KPR XXX13I gengan suswnan keangpotadn sebagaanans fabel berkul:
Joms .
: Besar Stryktyr
s Rer i ?P.Bmw'n")' Barduan (Bp} Keanggoisan
. Bt 03/Aw 01 Dsn Sumber Kstsa merangkap
1. | MoAR Candlk PK Rp. 7.500.000 g
Rt 04/Fie 01 Dsn Sumbsr Ssekistari
2 Assl Candik PK Rp. 7.500.000 merenghap anggore
. A1 03iBw 01 Ogn Stmber Bangahata
2 Pai Candik PK #p. 7.502.000 meranghkdp anggota
4. Sarto AL 63Aw 01 Dan'Suinber P Rp. 7.500.000 Anggota
Candik .
B |Pusar 2;23,‘3“ 01 Ban Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggate
6 |sumeng | RE0MAWOY Dsn Sumber PK Rp. 7.500.000 Angpota
Candik
7. | Mestar ot il e K Rp. 7.500.000 Angpota
- Rt 04'Fw D2 Dasn Sumbar :
a. Toslt Candik K Rp. 7.200.000 Anrgpot2
g |Asmin Rt 04Rw 02 Ban Sumber oK R 7.560.000 Anggata
- Candik,
10, | Toan £t D4Ry U2 Dsn Sunber Px Rp. 7.508,000 Anggots
Candik
11, | Budin SRR Do ud =t PK | Rp.7.500.000 Anggok:
KEDUA © o Kepubwsao Inl Defakr Soiak langom daelapkan dengan kelenluan sepae soswiunya

akan diibah dan dipetbalia sabagaimans ‘meskinye, [ka dkemutan hed lemypts
terdapat kekslwandldaﬂunpunfapmmnumiﬂ'“
: .nne’u\m DI : Pasdunan
TANGGAL 23 bl 2014
KEPALA URAH PANDUMAN
¥
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KEPUTUSANR KEPALA DESA PARGUNMAN
NOMOR 3

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERMA BANTLAN STMULAN
PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Memmbang ;3 bahwa wiuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayar (5) Perabman Pamer Negas

Parumatan fekyat NMomor D6 Tahun 2013 tentang Padoman Palaksarsen Bantuan
Stimulan Pemsmahan Swadaya;

b. baliws angrola kelompok yang diletepkan dalam kéepulusan b telah memanuhl kiterda
@3 pariyacatan peasiivia BEHUAN simblan; )

c. bahwe bard=zaarkan perumbafpan sgbepeimana dimaksud pada hunst a dan hurut b
parly menetapkan kapulusan Kepala Daseilureh teméng Pambertuhan Kefotmpok
Panerima Bantuar Stmulan Parumahan Swadaya Tahun 2014

Manvingal’ » 1. Peralvran Mentes Perumadtan Rakyal biomor 88 Tatwn 2013 téntang Pedomen
Pslaksanzan Bantuan Stynulan Perumahan Swacdays:
.2. Sumat Kepukusan Deputi Bldang Perumanan Swadsya Nomaor 03 Tohun 2014 tsoleng
Panatapan Lokasi Desaelurahan Pererima Bankmn Slimdan Perumahan Bnvadaya

Tahwm 2014
MEMUTUSKAN
hagia1 apkaly * KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDODNAN TENTANG PEMBENTUKAN KELIIMIPOK
L PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN ’SWEI\DAYA TAHUN 2014 .
KESATU : Membemuk kslompok penecwna bamuen stimulan perumahan swadays  yang
sslanpinys disebut KPE XXXV gengan-sysunan keanggasn sebageimana tabel berlley;
Jenls
Besar Strukiur
HNo, Nama -Alsmat m Bantuun {Ap) Reanggotoe
o [saman | g e S PK. | Rp.7sononp | Kewa mereoakap
. Fit 0a!Fw 02 Dsn'Surmber Sekretans
2. Mty adi Cardh PK Ry, 7.500 000 mecangkap Anggola
Al M:Fw 02 Den Sumber Bandahara
a. Sarmad Candik PK Rp. 1.500 000 mergngkap anggots
A | Miznen RO 02 fen Sumio PK | Rp.7.500.000 Anggota
5 | nesan mmoa Dsh Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggota
g Niin | HlMRw 02 Dsn Sumbsr PK: Ry 7.500.000 Anggota
. Al 04 Frw. 02 Dsn Surmber
7. Az Candik PK Rp. 7.500.000 Anppota
& | Sarte gg‘(;f” 02 Bsn Sumbes PK Rp. 7.500-000 Anggota
R 64/Fw 02 Dsn Sumbet
9. Sakam Candé PK Rp, 2500.000 AnggoR
A &4/Bw 02 Dsn Sumber ;
30. | Enno. Candk PK: Rp. 7.500.00G Anopots
! Rt 45/Rw 02 Den Surmber
t1. | Burett Cand PK Re. 7.500.000 Ampgata
KEDLIA T Hepadusan inl Denaky sejak (anggal cilatapkan dengan kelenturn sagala’ seshalunys

gkan diubah dan diperbplkd sebagaimana mesdinya, fka (Rkemudian harl tednyata
terdapai Kakelinan di delam panatspan kepsstsan 3.
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KEPUTUB AN KEFALA DESA PANDUMAN
HOMOA

N TENTANG
PEMBENTUKAN KELOWPOK PENERBAA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN2014

BManembang . B batws untuk melakéensken ¥etentuan Pagal 20 ayat (S) Peraturen Mentsi Negara
Parumranen Rakyat Nomor 06 Tshun 2013 lentang Pedoman Pelskeangen Banbean

Stimulan Perumahen Swadaya;

b.  bahwa anguota kelompok' yang ditetapkan dalam Kemuhisi e (elah e Xriles
Jdan pergyaratan penedima bartuan sbawan;

c. behwa beniazedan pertmbengan sebegaimena dimaksud pade temd & dan huruf b
parlu menetapkan kepulusan Keada Dasallurah lenalang Pembentukan Kekompok
Pénerima Bantuan Stimulan Perwmehan Swadays Yahun 2014

bAmnpatg ar T 1, Peiutan Mentes Perumahan Rakyal Nomor 66 Tahon 2013 1oniang Pedanyan
Pedaksanaan Bantwdn Slimutan Perumehan Swadaya;-
2. Sweal Kepuiusan Cepull Bkiang Parumahan Swadaya Momor 83 Tahwa 2014 tentang
Panshapan Lakasi DesaKelurahan Pandrima’ Banfuan Strwilan Perumdhan Swadaya

Tghun 2014
MEMUTUSKAN
benetapkan 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTURKAN KELOMPOK
PENERINMA EANTUAN STIBAULAN PEAUMAHAN SIWADAYA TAHUN 2014
KESATU : Mambentuk kelompok: peasrima banuan stimufan panmiahan twadaya yeng
safanjubrys disebul KPS XXXV dangan susuran keenggoearreebagalmana tabel berikut:
Jonis
P Besar Birukctur
Np. Nema Alamat’ Bamuen
. (PEPK) Bamtuen (Rp) Kssnggatsan
1. | Gpezenan B O2/HEw 01 Dsn Bacen PK Bp. 7.500.000 Ke“:n":xg‘a"
2. |toyana  Reo2/Rwet DanBasem PK Ap. 7.500.000 Saloetaris
3308 * merangkap angaoia
. ; Beadghara
A | Bemaya ' A 0248w Ot Dsn Bacain PK Rp. 7.500-000 mierengan smggoks
4| MTaeh Rt 02/Rw €1 Dan Sacem PK Rp. 7.500.000 Angzota
5 Yah At G2 w 01 Dan Bactm PK Rp. 7 500.000 Angiata
E. | Ranim it 01w 91 Gsn Swan Kidwd PK Ap. 7.500.000 Anggoia
7. Budin At 04/Rw 01 Dan Sivan Kidul PK Ap. 7.500.000 AngaXa
8. | Enwr Rt 01/Rw 01 Gan Siwan Kidul PK Rp: 7.500.000 Anggola
‘B. | Sani At 04/Rw D1 Dan Siwan Kidul PK Rp. 7.500.000 Anggota
10. | Subenm  FRO1AwO1 Dsn Suven Kidu PK Fp: 7.500.000 Anggota
11. | Mak g;ﬂ;{fﬁ" 01 Den Sumbey PK Rp. 7.500.000 Anggota
ik "
KECUA B Kepulusan ¥ barleku sepak tanggal ditatapkan dengan ketentuan aepaia E6GURILNYA

skan divbah dan diperbaiki ssbagaimana rmestinys, fka dikemudian herl tatmyata
evapes hekelirian di galam penetapan kegulugan i - --

. - DITERARKAN N : Paodanan
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KEPUTUSAN KEPALA DEGA PANDIIMAK
HOMOR ;.

TENTANG
PEMBENTUKAN KEL OMPOK PENER/MA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TARUN 2014

Monimibanc & bahwa untok malaksanakan ketantwan Pasal 20 ayal (5) Pemafuran Merkasd Negara
Patumahan Rakyat Nomer 06" Tahun 243 temeng Pedoman Petgksanaan Sarduan
Shimutan Porumahan Swaddya: ) . N
b Gahwi anggota helompok yang chiatapkan dalam kepuluzan dw 1¢1ah mamenuhl kierta
den pereyratan panewns bantuan atimykan;
0. bahwa bustesarkan perimbanigan sabagawnana dimaksud pada hurod a dan huruf ©
perly menetapkan hepohnian Kepala Desaluah lenlang Pembentikan Kelwnpok
Fenerima- Bantuen Stimulen Perumakan Swadaya Tahun 2014
Mangingat 1. Parduran Merdgri.Peruriaban Hakyat Nomor 06 Tahun 2013 fenlany Pediman
Pelakeanaan Bamuan Semulen Percumahar Swadays;
2. Sway Kepulygan Deputl Biganp Perumahen Swadaya Nomor &3 Tehun 2014 fentang
Pengtapan Lokasi DesaKelimahan Panarma Bamhsan Shmulan Perumahan Swadays
Tahun 2014
MENUTUSKAN
Menatapkan KEPUTUSAN €EPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBERTUKAN KELOMPOK
PENERIMA BANTUAN STIMENLAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATU Membenlyk kelmpok penpima banfuan slimulsh  penumahan swadiva yang
sefanjumyl dsebad KRB XXXV dimgan suzuian keanggoan sebagaimana tabal barikut:
Jeniy
Bezar Sruktwr
No. Nara Alaant Bartuan Bantuun {Pp) Katggotan
(PE/PK}
| uak ! e Bt PK Fp. 7.500.00p | Metua Meangkap
. At 04/Rw 01 Osn Sumbar . Sekretans
2. Luld CLandik E P Ap. 7.500.000 mesangkap sngpola
At 01/Aw 01 Dsn Sumber : Bengahars
3. | Meto Candik Bt Ap-7 500000 | o ocangip anggola
Ahmad Rt 01/Rw Q1 Dan Sumber
4, Byje' Candlk P Ap. 7.500.000 Angpota
: At 81/fw 01 Dsn Swmber
5, | Samad Canitk : PK Ap. 7.500.000 Angpota
s | sunardl R D1:F O Dan Sumbor PK Ap. 7.509.000 Anggota
Candlk
7. | e [N CT M Sroay Pk | Fp.7.500.000 Angaom
8. |Msae At 01/For O Damt Surmbar PK A: 7.500.000 Anggota
Eandlk
Sig At 01/Fw D1 Osn Sembar
9 | juhaweh | Candi PK- Ap. 7.500.000 Anggota
0. | Eccong gt 01/Rw 87 Osn Sumbar PK Rp. 7.400.000 Anggola
andlk
1. | mmge At 01/Rw 07 Gan Saambar PK Rp. 7.600.000 Anggoa
Candlk 1
KEDU4 . Hepursan i barleku eejak tangial drstapkan dengan ketentuan sepals essuaturye

akar divbah dan diperbail sebapaimana mestinga, % dikemudian hari temyats
mma}lruahdmmwm_w:ﬁ_{ ".':- .
’ mrev&manm : Pandunian
TANGGAL 125 A 2014
KEPALA DESAA LIRAH PANDUMAN
1]
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KEPUTUSAN KEPALA ESA PANDUMAN
NOMOR : .

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMERIMA BANTUAN STINULAN
FERUMAKAN SWADATA TAHUN 2013

Ménatbang | & balwa untux melsksenakdn ketevuan Pasal 2Cayat(5) Peratuean biemer Pepara
Perumahan Rakya.l Nomeor 06. Tam 2013 temeng Pedoman ‘Pelaksarmaan Banfuan

Stmulan Petumahan Swadaya;

b, bahw ang00ia HekMnpok yanl ditetaphin KTy kapulusmt i biah momenun krllerts
den peesyaratan-penedma dantuan stmulen: )

c. bahwa besdesarkan perimbangsn sebaga)manu dimakeud pada hurul a dan hut b
peru mmecelsphan keputisan Kepala ‘Desaturah tsmang Pemberiukan Kelompok
Pon-t-ma Bamuan s'umdan Pesumahan Swlanaya Tahun 2014

Mengavzal t 1. Pevaturan Menled Perumahan Sakyat Namos 08 Tahun 20113 tentang Pedoman
Peliksandan Banlvan Srmran Parmanan Swaday
2, Swrat Keputusan Deputi Bxlang Pesamahan Swatleya Nomor D2 Tahun 2014.tentang
Panstagn Lokss Desa/Kplurahan Penbrima Bauan Sknmulan Punmahan Swadaya

Tahun 2014
MEMUTUSKAN
Meéneiapkan 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUR AN KELERAPOK
) PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
KESATY i Membonivk kalompok  poneritit  banlvan  sbmulan  péeumaban | Svatayl  yang
sélanjunya disabut KPB XXXVH dangan susunan keanggeisan sabagasmans iebal barkut
Janla
Bonar Strwhtur
No. Nama Alpmal Banluan
(PRPK) Bantuzn (Rp) Ksanggolsan
Rt 04/Rw D1 Dsn Sumbar Kedua merangkap
1 Bunaden | a il PK : RAp. 7.500.000 oy
At.01/Rw D1 Der Sumber - Sekretaris
2. | M Asmer | cog FK . AR 7.500.000 | o onkep angaote
| AotiAw 1 Dsa Sumber W Bandahara
8. Agrus Satm Cendik PK Rp. 7.500.00D merangkap angqoia
8, | Nursand gragg:tw 01 g Sumber PK Hp. 7.500,000 Anggols
5. | mman gtang" Ll i PR Aip, 7-500.000 Anggota
6 |MBusan | T 02wl Dsn Sumber PK  Fp 7.500.000 Anggots
7 Umyatl gtagglf‘?wm Dso Sumber K Rp. 7.500.000 Anggola
L |swiey || PRUEHeTIDe Bl PX.  Fp 7 500.000 Angaots
9. | Leana £t 02/Rw 01 Den Sumber PK Rp. 7.500.000 Anggota
Candlk
19. | Aden e e PX  Ap 7.500.000 Anggea
M. [Asmsg: | FLOZRwDI Din Sumbsr PK A 7,500,000 Anggora
KEBUA- H Kapubwsan it besfaku ssjak tavgdal ditelapkan dengdn kstenduan segala satmatunya

aean diubah dan mml SOUW!‘”@"G moﬂlnn. ﬁ‘a dikemudiar han wmyalg
tergapat kekelruan & dalam pemetaian kepuamii -
" INTEFAPKAN B) | Pantduman

TANGGAL 1 25 Juk 2014
PANDUMAN
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
ROMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENEREMA BANTUAN STIMILAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUMN 2014

Nenlmbang © 4. batwa umtuk selakssnskan ketantwan Pdsal 20 yad (5) Pewaturan Manters fagaers
Penumehan Rakyst NMomar 06 Tetiun 2013 tenmng Pedomen Pelaleanaan Bantvan
Slimuan Perumahan Swadaya;

b, bahwa angoOta XEloMPok yang oMetaRKANn dalam K&URizan I tash memeonl kel
dan parsyaratgn penemme banlysn etirmstan;

4 baiwa bardasakan pevimbangan scbapaimama dimaksud pada luruf a dan byt b
perl manatspkan keputusan Xepala Desalwaed fentang Fenberiykan Kedmpgh
Penerama Bantusn Stmulan Parumahan Bwadaya Tahwn 2014

Meagungay o 1. Peraburan Mentarl Pevumahan Rakyat Namor 68 Tahun 2013 temang Pedoman
Polahsanaan Bannmn SEmulan Pecumahan Swadavai )
2. Surat Kepwlussn Deputi Bidang Parumahan Swadaya Nemor 63 Tahun 2014 terlang
Penetapan Lokasl Desa¥ewranan Peadrinng Bantuan Stmulen Penwmahiar Swadaya

Tahun 2014
MENUTUSKAN
Msnsiapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK -
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMARAN SWADAYA TAHUN 2014
KESAYL ¢ Membenbik keldmpok pensnma banuan stimetan parumahan swadaye yang
sehanjuiny disetat KPB YO0V I demgan susuman keanggolasn sebagaitnana taba batiket:
Jenis
. Besar Stnscur
No. Kana Alatoat Bamun | oo (Rot Mohgooiaan
(FBIPK)
o A1 (2w 81 Dan-Sumber . FKetua merangkep
1. | saii Canal - PK Rp. 7.500.000 Sk
Ri DZ'Fin G1 D5 Seambar | - Seluataris
2, | Abcdan Cands PK Rp. 7500.000 | - ot kan an "
Rl 02Rw 0t Dsn Sumber Bendahara
3, | Bebun Condk - PK Bp. 7500000 | ook on angacta
4. | voarl F 02T 01 Den Sumber PK Rp. 7.500.000 Arggota
Cangik
& | Bommen gon%rwm Qan Sumber Pk | Rp.7.500.000 Anggola
8 | Awep RLO%Rw OF Darf Sumber PK Rp. 7.500.604 Anggota
Cantik
7 Toseo RL02'Rw Ot Dsn Syimher K- Bp. 7.500.000 Anguoia
Cand
8 | Namin Ri 05Rw 02-0sn Sumbar PK Rp. 7.500.000 Angyora
Cand .
o | Tose e Doty A2C" SurH PR | Ap.7.600.000 Anggoia
Sama 8, R 05R, 02-D9n Saamber P
16 | Saman Cani PK Rp. 7.500.000 Anggala
11. | a Sarno g;m?-s' b 02 it Sortig PK- | Rp.7.500.000 AnqQiAa
KEQUA t o Kapuiusan s barlake 368K fanggal digtapkan gengan kelenivan seqald sesualumya.

aken dibah dan dparbalké sebagaimana mestinya, jika dikemudien hari 18myala
(artlApal ketotisim di dafam penetatsn kepulusanad, - -:
_DITEFAPKAN £ : Pandumean
TANGGAL 126 Juli 2014
KEPALN URAH PANDLIAN,

*
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KEPUTUSAR KEPALA DESA PARTUMAN
NOMOR 5

TENTANG
PEMBENTUKANM KELOMPOK PENERMA BANTLAN STMULAN
PEAUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

Memmbang a. bahwa wnluk melaksanakan ketentusn Pagal 20 ayal (S} Peraluran Memnier Negam
Parumatan fRekyat Nomor 06 Tahun 2093 tentang Pedoman Palaksarsen Bantuan
Stimulan Pemsmahan Swadayd;
b.  bahws anggola kelompok yang dilakipkan dalam kepulusas i betah marienchi Kribera
W3 DASYRGAN peasma barkyan slimulan; )
c. bahwe bardzsakan perumbanpgan sebegeimgna dimaksud pada hurat a den hurut b
pariuy menetapkarns kepulusen Kepala Daesaflursh terdéng FPambertukan Kelompok
Panerima Bentvar Stmulan Perumahan Swadays Tahun 2014
enpngal’ 1. Peralvran Menten Penymafian Rakyal bomor 88 Tahun 2013 téntang Pedoman
Pslaksanzan Bantuan Stynulan Perumahan Swadaya;
2. Sumat Keputusan Deputi Bldang Perumanan Swadeya Nomer 03 Tohun 2014 tsoleng
Panatapan Lokasi Desaelurahan Pererima Banum ‘Sfimidan Perumahan Ewadaya
Tatwm 2014
MEHMUTUSKAN
haanetaphan KEPUTUSAN KEPALA DESA FANDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMIOK
oy PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014 "
KESATU Membanmtuk kslompok penewne bamusn stimulan perumahan swadayae yeng
sedanuinya disehut KPE XXXIX detgan susunan haangMain sebageimand kel beakut:
Jenls
Bosar Strykiur
HNo. Nama -Ahsmat Bantuan .
(PEPK) Banluun {Ap) Keanggotoen
A 08Rw (12 Dsn Surmber Ketua merangkap
1. htag Sari Gandk PK. Ap. 7.500.000 angota
Fit O5/Fw 02 Dsn'Surrdes Sekretans
2. | Faman Catrdd PK Rp. 7500000 | .. hao ANGGOLS
Fil 65/Frw 02 Dsn Sumber Bandahara
a. Sadl . PK Rp. ¥.500 000 J0gkap angaoie
A | Pukas g 02 ben Sumor PK- | Rp.7.500.000 Anggota
\( :
5 |ma Tt V8 g Sumes PK Rp. 7.500.000 Anygota
: AL05Aw 02 Dsa Sumbsr . :
& Ema | candi PK Ry. 7.500.000 Angpota
7. | Mozt m’*“” Dsh Sumben PK Rp. 7.500.000 Anpgota
8 Sumo Rl 6&/Rw 02 Dgn Sumbes PK Rp. 7.500.000 Anggota
Canchk
FI (5¢FRw 02 Dsn Sumbat
8. Eno Candk PK Rp, 2500.000 Anggora
A 05:Bw 02 Dgn Surmber ;
30. Sgnin Cand PK: Rp. 7.500.000 Anggots
1. | Nian Rt 66:Rw 02 Den Surmber PK Rp. 7.500.000 Anggata
Cangk
KEDUA €apudusan inl Dorlaku sefak 1anggal ditétapkan denzan Kelonhian seqala: Sesuabawa

gkan diubsh den diperbelk sebagalmana mesbnya, Jha dikeenudian had termysta
terdspar kekelaian di dalam penemmhepmumﬁﬂ e
T OETAMKANEL :Panduman
TANGGAL - 125 hdl 2014
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KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMDEUMAN
ROMOR :

TENTANG'
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERMA HANTUAN STIHULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUM 2014

Mzeumibang . & batwe yniuk wmelaksanakan ketantuan Pasal 20ayat{5) Peraturan Maented KNegara

Pemamianan -Rakyat Nomor D8 Tahun 2013 Wilang Peuoman Pplaksanaan Bantuan
Slimutan Parumghan Swadays:

b.. bahwg enpgola.-felompok yasg ciatapkan dalam $eputusan mi (etal memenuhi kritena
dan persyaratan pendama baniuan stimudan;

T buhwa herdasaken pinimbangan sabaoaimana Smaksud pada hurul o dan durd b
peru Mengtapken keputusan Hepels Desailuran tesdang Pambentukan Kelompok
Penenima Bantuan Stmulen Perurrahan Swadaya Tahun 2014

hMengmgal ¢ 1. Poraturan Meésteu Perunsaias Rakysl Meenot 06 Yahun 2073 terang Pedarman
Pelaksanzan 8amuan Stimulan Perumahan Swadaya;
2, Surat Kepuluzen Depull Brdang Petumahan Swadaya Nomor 03 Tarwn 2014 tentang
Penatepan Lokasi Bosaielusahan Penedma Banman Stimulan Pensnshan Swadaya

Tahun 2614
MEMUTUSKAN
Manowpkan © KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMRENTUKAN KELOHPOK.
PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUMN 2014
KESATU © Membemtuk kekempok- penesma bamuan slimsans perumahen swedaya vang
salanjutnya disebyd KFB XL dengan zugunan keanppaiaan sabapalmans tabal berkut!
Jemis .
Ranar Strudctur
Wo. Rarra Alamat m‘; Bankuan (Bp) Keanggolsan
Rt {5Rw 2 Han Sumber Kelua-merangkap
1 Foaky Canghk PK Rp. 7.500.0¢0 angpata
- B1 D6/Rw 02 Dsn Suember Sawelaric
2, Jinama Candk . PK Rp. 7.500.000 marangksp
- B 06Rvi 0T D3 Saumder Bendahard
2. Sukitan Camﬂi PK Byp. 7.500.0400 merangkep.anpFtta
s | widin U e Sumcee P | B 7.500.000 Angacha
RL 65%Rw 02 Dsn Sumber
5 Eml Col PR, Rp. 7.500.000 Anggete
6 | Mare g",jr"” enSumber | o | gy 7500600 Angaota
7. | Asmen ot e v PR | Rp.7.500.000 Anggote
8 | w1 333?" 02Psn Sumber PK | Rp.7.500.900 Angaola
9. |sawan | DEFW 020 Sumbor PK Bp. 7.500000 Arggora
10. | MDulBahn | (rORw 62 Bsn Sumber PK | Rp.7.500.000 Angooia
KEMUA ¢ Kepulesan i Dorfaku sek fanagal dRelapkan oomgan Ketenivan segala Sexuatunya:

akan &ubgn dan diperbalki sebagaimang nwstiopn, ks dwemudan hat terryalg
wrdgpat Kekedlruan di dalam penatapan kepulusan @ -~
| BITEVARGN DI Pansoman
TANGGAL 25 Jult 2014
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran Rencana Penggunaan Dana (RPD) BSPS Desa Panduman Tahun 2014

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BSPS TAHUN 2014

No, Urut Data MBR Pemohon BSPS : 111
No. KTP 1 '3509250209520001
Nama Penerima Bantuan : BUHARI
Alamat : Rt.O02/Rw,001 Dsn Krajan 1
Desa/Kelurahan : Panduman
Kecamatan : Jelbuk
Kabupaten : lember
Koordinat GPS 3
SUMBER DANA/BAHAN
HARGA TOTAL
No. URAIAN PEKERIAAN VOLUME | SATUAN | HARGA SWADAYA
(Rp) (Rp) B5PS [ Dana | Memakui Bahan
Tunal uﬂﬂﬂlﬂ Lama
|| Pekerjaan Atap.
1 | Kuda-kuda dan Rangka Atap v
3. Kayu rangka kuda-kuda (blandar) v
b, Kayu usuk v
2 | Penutup Atap
A Genteng Press 1000 935 935.000 v
b, Genteng Bubung v
Il Pekerjaan Dinding
a_ Pasir Pasang R 150.000 600.000 | ¥
b, Semen PC 40 Xg 10 60 000 600000 | W
c. Batu bata 3000 600 | 1,800.000 v
d. Kapur Gamping 200 1500 | 300000 | ¥
W | Kusen Pintu Jendala
a_ Kusen Pintu Depan (180 X 80 cm) 1 200.000 200000 | ¥
b. Kusen Pintu Belakang (180 X 80 cm) 1 200000 | 200000 | ¥
¢, Kusen Jendela (120 X 50 cm) 3 125.000 35000 ¥
IV | Daun Pintu dan Jendela
a4 Daun Pintu Depan (180 X 80 cm) 1 250.000 250.000 v
b. Daun Pintu Belakang (180 X 80 cm) 1 250.000 250000 | ¥
¢,_Daun Jendela Kaca (150 X 50 cm) 3 125.000 375000 | ¥
V | Pekerjaan Lantal
a._Pasir Pasang 1 150.000 150000 | ¥
b. Semen PC 40 Kg 2 60.000 120.000 v
t. Batu Pecah
Vi_| Upah Kerja
A Tukang 5 200.000 | 1.000.000 v
vil_| Lain-tain
A Paku 3 20.000 60000 | ¥
b. Engsel Pintu 4 25.000 100.000 [ ¥
c. Slot Pintu 1 65.000 65.000 v
d. Slot/kait jendela ) 10.000 60.000 v
¢ Engsel jendela B 10.000 60000 | ¥
Jumiah 7.500 000
lember, Agustus 2014
Disahkan oleh
Flying Camp Ketua KPB 11 Penerima Bantuan
SLAMET RIYADLS.So0s BUHAR| BUHARI
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Lampiran Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh KPB BSPS
Desa Panduman

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP |
OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) 11
NAMA PENERIMA BANTUAN : BUHARI
NO. URUT DATA MEBR PEMOHON BSPS : 111
NO. REKENING : 621301001303523

1. NAMA TOKO : MAJU UTAMA

2. ALAMAT SESUAI SITU 2 ). Krajan RT.01 ARw.02 I1. Kartini No.3 DE
3. NAMA BANK : BRI Cabang Arjasa

4. NO. REKENING TOKO 1 0021-01-023544-53-4

S. NAMA PEMILIK : HAJ MUHAMMAT HAERUDIN

A. Jumiah Dana Yang Ditransfer ke Toko Penyedia Bahan Bangunan

Harga Per Unit Jurmiah Harga

n.u Jenis Bahan Bangunan JUMLAN | SATUAN (Rp.) (s
Pekerjoan Dinding

1| Batu bata mersh 1500 [0 600 900 000

3 | Paser Pasang B wm' 150.000 600 000

] Semen 10 Sak 000 #0000

Kl 200 g 1.500 300,000

I | Kusen Pintu dan Jendels

1| Wusen Mintu Depan {180+80 cm) 1 Unit 200,000 200,000

2| Kusen Pintu Selakang (180<80 cm) 1 Unat 200,000 200 000

3 | Susen Jendets (12050 cm) ] Unit 125.000 375,000

M| Lain-dain

1| Engeel Pinty 3 bij 25.000 75.000
TOTAL HARGA PEMBELIAN (A) 3255 000

Terbilang : Tiga juta dua ratus lima puluh ribu ruplah

B. Jumiah dana yang ditarik tunal untuk upah kerja bagl penerima bantuan yang lanjut usia,
cacat permanen, janda tua yang tnggal sendirl atau masyarakat miskin yang
berpenghasilan paling banyak 1/3 UMP rata-rata nasional,

No. Uraian Volume Jumiah Harga (Rp.) |
1__| Onghos Tukang 5.5 HOK 500 000
TOTAL TARIK TUNAI (8) 500 000

Terbilang : Lima ratus riby rupiah
C. Total dana yang dicairkan

| DANA YANG DICAIRKAN (A+8) | 3.750.000 |
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Uima Puluh Ribu Rupiah

Panduman, Agustus 2014

Disanggup! Toko Maju Utama Pembuat DRPB2 Tahap |
H. MUHAMMAT HAERUDIN L% NiMA
Disahkan oleh Diketahui,

Flying Camp Ketua KPB 11 TPM Desa Panduman
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DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP 1|
OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) 11
NAMA PENERIMA BANTUAN : BUHARI
NO. URUT DATA MBR PEMOHON BSPS ; 111
NO. REKENING : 621301001303523

1. NAMA TOKO : MAJU UTAMA

2. ALAMAT SESUAI SITU < JI. Krajan RT.01 Rw.02 JI. Kartini No.3 DE
3. NAMA BANK : BRI Cabang Arjasa

4. NO. REKENING TOKO : 0021-01-023544-53-4

5. NAMA PEMILIK - HAJI MUHAMMAT HAERUDIN

A. Jumlah Dana Yang Ditransfer ke Toko Penyedia Bahan Bangunan

No Jenis Bahan Bangunan WMAN | satuany | MarsaPerUnkt | Jumiah Harga
(Rp.) (Rp.)

|| Pekerjaan Atap

1_| Genteng Press 1000 o 935 335 000

| Pekerjaan Dinding

1| Batu bata merah 1500 H 500 900 000

2 | Pasic pasang 1 L 150000 150.000

3| Semen 5 <ok 000 120.000

il | Kusen Pintu dan Jendeia

1_| Daun pintu depan 1 Unit 250.000 350.000

2| Daun pintu belakang 1 Unit 250.000 250.000

3| Daun jendela 3 Uit 125,000 375.000

| Lain-iain

1 | Paku 3 — 30000 60.000

2 [ engselpits_ 1 25,000 25 000

3| Siot pintu 1 "65.000 65.000

4| Siot/Xait Cendeln 6 10.000 60.000

5| Engsel Cendela 6 10.000 §0.000
TOTAL HARGA PEMBELIAN (A) 3250 000

Terbilang : Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

B. Jumlah dana yang ditarik tunal untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia,
cacat permanen, janda tua yang tinggal sendirl atau masyarakat miskin yang
berpenghasilan paling banyak 1/3 UMP rata-rata nasional.

No. Uraian Volume Jumiah Harga (Rp.)

1 | Ongkos Tukang 7 HOK

TOTAL TARIK TUNAI (8)

Terbilang : Lima ratus ribu rupiah

&

C. Total dana yang dicairkan
DANA YANG DICAIRKAN (A+B) 1 3.750.000 |
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Panduman, Agustus 2014

Disanggupi Toke Maju Utama Pembuat DRPB2 Tahap |
H. MUHAMMAT HAERUDIN / NIMA
Disahkan oleh —— Diketahui,

Flying Camp Ketua KPB 11 TPM Desa Panduman
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Lampiran Laporan Bulanan Pekerjaan BSPS Tahun 2014 Desa Panduman

LAPORAN BULANAN PEKERJAAN BSPS TAHUN 2014

Lokasi : Kabupaten Jember/Kecamatan Jelbuk/Desa Panduman
Total Jumlah SK 1427
Tg! Pemantauan $ e [MINGBUY K@...covn)
bl un. MAJU Persiapan administrasi dan rembuk
UTAMA warga
Jelbuk uD. MAJU Konfirmasi rekening ke Uker fif)
UTAMA persiipan cetak buku
Jelbuk ub, MAIU MBR sebagian telah melakukan
UTAMA rembuk wargs dan pembuatan DRPE2
serta penandatanganan buku
rekening, persiapan pencairan tahap |
@ 12 a7 39 400 27 Jelbuk ub. MAJU 50 12 MBR dalam peralihan MBR sebaglan telah melakukan
September UTAMA {karena sudah tidak sesual | rembuk wargs dan pembuatan DRPEZ
persyaratan pengusulan, serta penandatanganan buku
Rumah sudah dijual, rekening, persiapan pencaican tahap |
pindah rumah, rumah
sudah direnovas, tanah
Bukan milik sendir, dil)
S 1 Oktober 427 39 415 12 Jelbuk Ub. MAJU 206 Pembangunan fisik 50 %
UTAMA
6 [15Oktober | 427 | 39 415 12 + Jelbuk UD, MAJU 427 Rencana pencairan tahap 1| | 209 MBR dalam proses bénpnmun
UTAMA material bangunan, persiapan
pencalran tahap 1l
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7 |31 Oktober | 427 | 39 az7 lelbuk up. MAJU 306 | Pengiriman bahan material | Pessiapan pencairan tahap ||
UTAMA sedikit terlambat karena
letak geografis tidak
mendukung, 12 MBR
dalam proses peralihan
B |14 427 39 427 Jelbuk ub. MAJU 427 | Cuaca hujan tidak Pembangunan fisik sampal 100 %
November UTAMA menentu sehingga
menghambat proses
pembangunan
9 |26 427 | 239 427 Jelbuk up: MAIU a7 Pembangunan rumah selesal
Desember UTAMA
10 |02 Januari 427 | 39 427 Jelbuk uo. MAJU 427 Pemerlksaan hasil keglatan oleh
UTAMA Kementerian Perumahan Rakyat
Panduman, Januari 2015
Mengetahui - Mengetahui
Flying Camp Kabupaten Jember ‘Kepala Desa Panduman TPM Desa Panduman
SLAMET RIYADI, S.S0s WINARKO SETIAWAN JUMALI ANTON EFENDI
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